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ABSTRAK 

PENGARUH POLITIK LOKAL TERHADAP KEPEMIMPINAN 

MULTIFAKTOR, EFIKASI DIRI, DAN DAMPAK  

SELANJUTNYA TERHADAP KOMITMEN  

ORGANISASI KEPALA SEKOLAH 

Oleh  

Ridwan 

Komitmen kepala sekolah penting sebagai pengatur pencapaian pendidikan 

tetapi terhambat ketika mengalami kecemasan. Penelitian ini bertujuan untuk 

menentukan cara mengelola kepala sekolah yang bebas kecemasan, membangun 

efikasi diri, dan menghasilkan kepala sekolah yang berkomitmen. Metode yang 

digunakan adalah survei dengan unit analisisnya adalah kepala sekolah SMP Negeri 

dan guru sebagai responden dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung. 

Instrumen dikirimkan melalui Google Forms. Responden guru sebanyak 393 dan 

data dianalisis dengan konsep Structural Equation Modelling Amos Versi 22.  

Hasil utama penelitian menunjukkan bahwa: pertama, politik lokal 

berpengaruh negatif terhadap semua variabel yang diteliti; kedua, kepemimpinan 

multifaktor berpengaruh positif terhadap efikasi dan komitmen organsasi; ketiga, 

efikasi diri berpengaruh positf terhadap komitmen organisasi; keempat, 

kepemimpinan multifaktor tidak memediasi politik lokal terhadap efikasi dan 

kepemimpinan multifaktor memediasi komitmen organisasi terhadap politik lokal; 

kelima, efikasi diri tidak memediasi politik lokal terhadap komitmen organisasi. 

Kesimpulannya adalah (1) Politik lokal menjadi prediktor utama untuk 

penguatan implementasi kepemimpinan multifaktor, efikasi diri, dan komitmen 

organisasi kepala sekolah; (2) Kepemimpinan multifaktor efektif untuk 

optimalisasi fungsi sumberdaya pendidikan melalui dukungan politik lokal; (3) 

Efikasi diri merupakan prediktor yang baik bagi komitmen organisasi kepala 

sekolah; (4) Implementasi kepemimpinan multifaktor memerlukan mediasi politik 

lokal untuk  menjaga dan menguatkan efikasi diri dan komitmen organisasi kepala 

sekolah; (5) Efikasi diri membutuhkan dukungan politik lokal yang berpihak pada 

dampak penguatan komitmen organisasional kepala sekolah; dan (6) Dekonstruksi 

yang diusulkan dari penelitian ini ditemukan sesuai untuk menentukan bagaimana 

mengelola kepala sekolah bebas kecemasan dengan data yang dikumpulkan. 

Analisis tersebut telah mengklarifikasi bahwa ada penggabungan yang kuat dari 

tiga bidang yang berbeda: kepemimpinan multifaktor, self-efficacy, dan komitmen 

organisasi sampai dengan politik lokal berperan menjamin optimalisasi 

sumberdaya pendidikan dan memperkuat komitmen organisasi kepala sekolah. 

Kata kunci: efikasi diri, kepala sekolah, kepemimpinan multifaktor, komitmen      

organisasi kepala sekolah, pengaruh, politik lokal 
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ABSTRACT 

THE INFLUENCE OF LOCAL POLITICS ON MULTIFACTOR  

LEADERSHIP, SELF-EFFICIENCY, AND THEIR  

SUBSEQUENT IMPACT ON PRINCIPAL  

ORGANIZATIONAL COMMITMENT 

 

By  

Ridwan 

The principal’s commitment is important as a regulator of educational attainment 

but is hampered when experiencing anxiety. This study aims to determine how to manage 

anxiety-free principals, build self-efficacy, and produce committed principals. The method 

used is a survey, with the unit of analysis being the principals of public junior high schools 

and teachers as respondents from 15 districts or cities in Lampung Province. Instruments 

submitted via Google Forms There were 393 teacher respondents, and the data were 

analyzed using the concept of Structural Equation modeling in Amos Version 22. 

The main results of the research show that: first, local politics harms all the variables 

studied; second, multifactor leadership has a positive effect on organizational efficacy and 

commitment; third, self-efficacy has a positive effect on organizational commitment; 

fourth, multifactor leadership does not mediate local politics on efficacy, and multifactor 

leadership mediates organizational commitment to local politics; fifth, self-efficacy does 

not mediate local politics on organizational commitment. 

The conclusions are (1) Local politics is the main predictor for strengthening the 

implementation of multi-factor leadership, self-efficacy, and organizational commitment 

of principals; (2) Effective multifactor leadership for optimizing the function of educational 

resources through local political support; (3) Self-efficacy is a good predictor of the 

principal's organizational commitment; (4) The implementation of multifactor leadership 

requires local political mediation to maintain and strengthen self-efficacy and 

organizational commitment of school principals; (5) Self-efficacy requires local political 

support that favors the impact of strengthening the principal's organizational commitment; 

and (6) The proposed deconstruction of this study was found to be appropriate for 

determining how to manage anxiety-free principals with the data collected. The analysis 

explained that there is a robust amalgamation of three different areas: multifactor 

leadership, self-efficacy, and school organizational commitment, with the role of local 

politics ensuring the optimization of educational resources and strengthening the 

organizational commitment of principals. 

Keywords: influence, local politics, multifactor leadership, principal’s organizational 

commitment, self-efficacy  
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BAB I PENDAHULUAN 

 

Pendidikan merupakan hal yang esensial bagi kemajuan suatu bangsa dan 

negara. Manusia membutuhkan pendidikan dalam segala situasi dan keadaan. 

Dunia selalu mengutamakan keberadaan dan kelangsungan pendidikan bahkan 

dalam suasana bencana atau perang. Manusia membutuhkan pendidikan karena 

pendidikan dapat mempromosikan perdamaian dan kesetaraan dunia, mengurangi 

ketimpangan ekonomi, memperkuat kesetaraan dan mengurangi kesenjangan 

politik. Pelaksanaan pendidikan memerlukan komitmen yang dibangun di atas 

pondasi kepemimpinan yang efektif untuk membangun efikasi diri pelaksana 

pendidikan. Politik merupakan bagian integral dari kehidupan manusia yang pada 

tataran ontologi bersifat netral. Politik dapat bernilai baik jika "politisi" 

menggunakannya untuk kebaikan dan sebaliknya. Politik yang baik akan 

memengaruhi kebaikan variabel kehidupan lainnya seperti praktik kepemimpinan, 

efikasi diri, dan komitmen organisasi.  

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi semua negara dan 

pemerintahan, termasuk Indonesia, karena pendidikan mampu meningkatkan mutu 

sumberdaya manusia untuk membentuk manusia mandiri dan mampu berkontribusi 

positif kepada bangsa dan negara. Oleh karena itu, Indonesia melahirkan kebijakan-

kebijakan yang salah satunya adalah desentralisasi pendidikan (Sumintono et al., 

2019).  

Desentralisasi ini telah menghasilkan reformasi pendidikan yang ditandai 

dengan pengalihan kewenangan manajerial dari manajemen pusat ke manajemen 

daerah hingga ke tingkat kabupaten/kota, dan sekolah. Pengalihan kewenangan 

manajerial diinginkan untuk meningkatkan mutu sekolah dan telah mengarahkan 
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transformasi dalam bagaimana pemerintah daerah melatih kepemimpinan 

akademik, termasuk bagaimana kepala sekolah dirancang. Transformasi ini 

menjadi fokus agar kepala sekolah berkualitas dan dapat berkontribusi untuk 

peningkatan mutu pendidikan dan mutu persekolahan di seluruh kabupaten/kota 

(Sumintono et al., 2019).  

Kepala sekolah yang berkualitas berkontribusi dalam menjalankan 

kepemimpinan kepala sekolah dan berkorelasi dengan kinerja guru, motivasi 

berprestasi guru, dan kepuasan kerja guru (Suwedana et al., 2013). Kepala sekolah 

juga mampu melakukan setidaknya enam strategi untuk mencapai prestasi 

lembaganya (1) memandu guru dan staf untuk berkinerja tinggi; (2) mengalibrasi 

ulang program-program; (3) menekankan pelatihan di dunia nyata; (4) 

menghubungkan teori dan konsep kerja kepala sekolah dengan kinerja; (5) 

mendorong guru yang berprestasi ke posisi kepemimpinan sekolah; dan (6) 

menggunakan fasilitas dan perangkat negara untuk menumbuhkan tim 

kepemimpinan di sekolah (Bottoms et al., 2003). 

Tingkat kualitas sekolah juga sangat bergantung pada pemimpin unit sekolah 

yang efektif. Di tingkat sekolah, kepala sekolah bertanggung jawab 

mendemonstrasikan efektivitas sekolah. Fakta yang secara luas diterima bahwa 

kepala sekolah yang baik adalah landasan sekolah yang bermutu dan bahwa, tanpa 

upaya kepemimpinan kepala sekolah untuk meningkatkan prestasi siswa, sekolah 

tidak akan berhasil (Tschannen‐Moran & Gareis, 2004).  

Kepala sekolah yang efektif bertindak fleksibel dalam menjalankan 

kepemimpinannya dan cenderung menerapkan lebih dari satu gaya kepemimpinan, 

terlebih di daerah multietnik seperti di Provinsi Lampung (Hariri, 2013; Hariri et 

al., 2012, 2016). Penerapan multigaya lebih disukai untuk melibatkan pemangku 

kepentingan dalam berbagai faktor dengan harapan akan diperolehnya program dan 

kegiatan hingga pengambilan keputusan strategis sesuai dengan tuntutan aktual di 

sekolah.   
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Upaya pelibatan tersebut bertujuan untuk menjamin agar para pemangku 

kepentingan, seperti kepala sekolah, pendidik, dan dewan sekolah memperoleh 

pemenuhan pekerjaan yang optimal, sehingga semuanya “happy”. Kepala sekolah 

yang efektif dan kepala sekolah yang bahagia dapat memberikan banyak manfaat 

bagi sekolah yang efektif, dan sekolah yang efektif berbanding lurus dengan 

penciptaan sekolah yang berkualitas (Hariri, 2013; Hariri et al., 2012, 2016). 

Gagasan ideal ini dapat dipahami dan disetujui oleh pakar dengan baik, termasuk 

telah terdokumentasikan pada literatur yang menunjukkan ide dan gagasan tentang 

multigaya kepemimpinan dalam konteks sekolah Indonesia.  

Kepemimpinan sekolah merupakan pembahasan penting dari banyak 

program peningkatan mutu sumberdaya manusia program pemerintah termasuk 

kesehatan dan pertumbuhan ekonomi. Berkenaan urgensi kepemimpinan sekolah, 

pemerintah di kawasan Asia Pasifik menyusun pendekatan terhadap pentingnya 

analisis administrasi sekolah/manajemen sekolah. Hasil analisis administrasi 

sekolah di Asia Pasifik menetapkan tantangan dan mengembangkan penelitian dan 

agenda penelitian yang terkait dengan pengembangan basis pengetahuan untuk 

supervisi dan manajemen pendidikan, serta mempelajari gagasan dan metodologi 

dalam mempelajari pengaruh kepemimpinan sekolah sebagai siklus timbal balik 

(Hallinger & Heck, 2011). Kebijakan pemerintah se-Asia Pasifik ini menyatakan 

bahwa kepemimpinan sekolah telah menjadi bidang penelitian yang penting, dan 

ini tercermin dalam peningkatan kegiatan kebijakan di sekolah (Mertkan, 2011, 

2011). 

Kepemimpinan sekolah penting karena ia ada dan diadakan untuk menjamin 

hak-hak siswa menempuh pendidikan terpenuhi dengan baik. Proses pendidikan 

perlu dipastikan keberlangsungannya. Sejalan dengan itu, keyakinan Ki Hadjar 

Dewantara tentang pengajaran telah melahirkan gambaran tersendiri dalam sejarah 

pendidikan di Indonesia. Visi akademik menggambarkan keunikan peradaban 

Indonesia dan menyoroti pentingnya mengolah potensi peserta didik secara terpadu. 

Pada titik itu pula, pengertian pengajaran adalah humanisme untuk kebutuhan 

penerus bangsa Indonesia. Kini hipotesis dan gagasan pendidikan Ki Hadjar 

Dewantara yang berharga dan humanis di masa lalu menjadi vital untuk ditegakkan. 
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Pengajaran dalam konteks nyata, sebagaimana juga diakui oleh Ki Hadjar 

Dewantara, berafiliasi dengan perjuangan untuk menangkap dan melindungi 

kebutuhan anak didik sebagai subjek pendidikan. Dalam konteks itu, tugas guru 

dimiliki oleh kepala sekolah, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan 

pendidikan bertugas memperluas prospek siswa, dan menyajikan fakta kepada 

siswa secara timbal-balik. Semua ini direncanakan untuk mengobarkan dan 

mengartikulasikan argumen siswa tentang topik tertentu sehingga yang terjadi 

adalah kenalan tidak diunggulkan oleh kekuatan tetapi ditemukan, diproses, dan 

disukai oleh siswa (Dewantara, 1967). Dalam pola pikir inilah Ki Hadjar memaknai 

mengajar sebagai tindakan “mengangkat”. Strata pengasuh tertinggi pada level 

sekolah adalah kepala sekolah yang menjalankan tugas pengelolaan dan 

kepemimpinan.  

Berkenaan dengan tugas pengelolaan dan kepemimpinan, meskipun banyak 

argumen dalam publikasi akademik, baik mempertahankan maupun meledakkan 

arah kepemimpinan yang transformasional, analisis dampak terhadap komitmen, 

kinerja, iklim, dan konsekuensinya dalam konteks akademi masih sedikit 

(Leithwood & Jantzi, 2006; Leithwood & Sun, 2012). Secara terpisah, ada beberapa 

analisis kepemimpinan akademik dalam konteks Asia (Raihani, 2008; Wong & 

Wong, 2005), dan masih lebih sedikit dalam konteks sekolah Indonesia (Hariri, 

2011). Sedikitnya penelitian yang dimaksud adalah penelitian yang terdokumentasi 

dalam jurnal yang bereputasi dan terindeks, semisal terindeks Scopus, atau yang 

terbit pada jurnal yang diterbitkan oleh penerbit, seperti Routledge, Elsevier, Taylor 

and Francis, Sage, Springer, Eric, dan WSEAS dalam konteks Indonesia terlebih di 

Lampung. 

Kepala sekolah dalam menjalankan kepemimpinannya ternyata menerapkan 

beberapa gaya sekaligus (Hariri et al., 2012). Gaya kepemimpinan yang diterapkan 

secara sekaligus dan telah diteliti dengan hasil sebagai berikut; gaya kepemimpinan 

transformasional adalah peramal yang paling memuaskan dan cenderung 

menyumbang pada peningkatan kepuasan kerja kepala sekolah. Sebaliknya, gaya 

kepemimpinan laissez-faire cenderung berkontribusi terhadap penurunan kepuasan 

kerja kepala sekolah (Hariri et al., 2016).  
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Gaya kepemimpinan transformasional, transaksional, dan laissez-faire 

sebagai bagian dari kepemimpinan multifaktor masih secara parsial: 

transformasional, transaksional, dan laissez-faire secara terpisah. Penelitian-

penelitian tersebut dilakukan dalam latar indonesia, terlebih, dalam latar provinsi 

lampung. Sedangkan penelitian ini menggabungkan ketiganya yang telah popular 

dengan istilah kepemimpinan multifaktor. Alasan lain kepemimpinan multifaktor 

perlu diteliti adalah bahwa seorang kepala sekolah umumnya mengaplikasikan 

lebih dari satu gaya kepemimpinan sekaligus seperti di jenjang SMP Negeri di 

Provinsi Lampung oleh Hariri et al. (2016). 

Kepala sekolah yang efektif dipengaruhi oleh banyak variabel, seperti efikasi 

diri, motivasi, komitmen, iklim, budaya sekolah, situasi politik, dan masih banyak 

yang lainnya (Afsar & Masood, 2018; Allen & Meyer, 1996; Andlin-Sobocki & 

Wittchen, 2005; Bandura, 2000). Penelitian terdahulu tersebut belum mengkaji 

kepemimpinan multifaktor, efikasi diri, dan komitmen organisasi apabila 

disandingkan dengan kecemasan terutama suksesi politik kepala daerah. Secara 

khusus, penelitian ini meneliti pengaruh kecemasan akibat politik lokal terhadap 

komitmen organisasi kepala sekolah dengan kepemimpinan multifaktor dan efikasi 

diri yang berperan sebagai mediator. Penelitian ini dilakukan untuk kepentingan 

pengembangan dan pemahaman ilmu kepemimpinan dan manajemen pendidikan, 

oleh karena itu penelitian ini penting untuk dilakukan. 

Efikasi diri adalah elemen kunci dalam teori kognitif sosial (Bandura, 1977, 

1986, 2010). Teori kognitif sosial menekankan pada keterlibatan dan implementasi 

agensi manusia sebagai sebuah gagasan bahwa orang dapat menerapkan beberapa 

pengaruh atas apa yang mereka lakukan. Orang yang memiliki efikasi diri 

dipandang sebagai orang dengan pengorganisasian diri, proaktif, refleksi diri, 

pengaturan diri sendiri, dan terlibat dalam perkembangan dirinya sendiri. Orang 

dapat memengaruhi tindakan mereka sendiri dan memiliki keterampilan untuk 

mengontrol pola pikir dan emosi mereka sendiri. Apa yang mereka pikirkan, yakini, 

dan rasakan menjadi pedoman untuk berperilaku. Persepsi tentang realitas, dan 

dengan demikian perilaku dipengaruhi oleh kontrol dan pengaruh yang mereka 

alami selama hidup mereka (Bandura, 1986). 
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Pemimpin dengan efikasi diri yang baik berpeluang besar berhasil dalam 

melaksanakan tugasnya. Efikasi diri sebagai moderasi atau prediktor benar-benar 

menunjukkan keampuhannya dalam berbagai penelitian, misalnya (Jennings, 2008; 

Jorde-Bloom, 1988; Klassen et al., 2010; Kopp et al., 1993; Lee & Song, 2010; 

Paulsen & Betz, 2004; Prochaska, Diclemente, et al., 1992; Prochaska, Norcross, 

et al., 1992).  

Penelitian ini, selain mengkaji peranan efikasi diri kepala sekolah sebagai 

mediasi dalam menjalankan kepemimpinan gaya transaksional, transformasional, 

dan laissez-faire, juga mengkaji dampak kecemasan yang ditimbulkan oleh politik 

lokal. Sebagaimana semua maklum, politik lokal selalu menimbulkan residual 

politik yang negatif, seperti kecenderungan menempatkan kepala sekolah 

berdasarkan kepentingan pemenang kontestasi politik lokal tersebut. Tarik-menarik 

kepentingan politik pemilihan kepala daerah mengakibatkan kecemasan terhadap 

komitmen organisasi kepala sekolah. Sering dijumpai guru-guru yang 

memperbincangkan kepala sekolahnya lebih sibuk merapat kepada kekuasaan 

daripada berkomitmen kepada tugas sebagai kepala sekolah (Divianews, 2011). 

Politik sebagai entitas kehidupan turut memengaruhi berbagai hubungan. 

Dari sejumlah dimensi politik, perilaku politik sangat memengaruhi berbagai 

hubungan kehidupan sehari-hari. Perilaku politik secara tradisional didefinisikan 

sebagai tindakan yang mengandung cita-cita atau hasil yang memengaruhi  

tindakan pemerintah baik secara langsung dengan memengaruhi  pembuatan atau 

pelaksanaan kebijakan publik maupun secara tidak langsung dengan mengontrol 

preferensi individu-individu yang menyusun kebijakan tersebut (Brady et al., 

1995).  

Perilaku politik mengikuti eranya masing-masing. Pada era sekarang perilaku 

politik dipengaruhi oleh kemajuan teknologi informasi. Perilaku politik ada dalam 

suatu kontinum, termasuk segala sesuatu mulai dari kegiatan yang sangat sulit 

seperti mencalonkan diri untuk jabatan terpilih (Alex-Assensoh, 2018; Black, 1972; 

Shingles, 1981), hingga tahapan pemungutan suara yang rumit dan memerlukan 

pembiayaan besar (Wolfinger & Rosenstone, 1980). 
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Biaya suatu perilaku menjadi masalah karena orang mengorbankan waktu, 

perhatian, dan sumberdaya yang terbatas untuk melibatkan diri pada politik. Jadi 

bagi sebagian besar orang untuk sebagian besar waktu, biaya psikologis dan 

ketidaknyamanan untuk mendapatkan informasi politik, memprosesnya, dan 

terlibat dengannya dalam beberapa cara merupakan penghalang yang signifikan 

untuk partisipasi (Neuman & Neuman, 1991) lihat juga (Tewksbury & Rittenberg, 

2012).  

Besarnya biaya politik memunculkan fenomena investor politik. Investor 

politik dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia merupakan fenomena yang 

terjadi karena tidak semua calon kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun 

walikota, memiliki modal untuk mendukung pencalonannya secara finansial. 

Sementara itu, biaya nominasi terus meningkat. Di salah satu kabupaten di 

Indonesia, misalnya, biayanya mencapai Rp 30 miliar. Hal ini memberikan peluang 

bagi calon kepala daerah untuk dibiayai oleh orang lain atau kelompok usaha yang 

dikenal sebagai investor politik (Hidayaturrahman et al., 2020). Sebagaimana 

dijelaskan bahwa politik membutuhkan pengorbanan material dan immaterial, 

politik sering kali menjebak kekuasaan untuk berperilaku dan bertindak “oligarki”.  

Perilaku oligarki berafiliasi dengan rezim yang dioperasikan atau 

dipertahankan oleh individu dari kategori atau kelompok tertentu. Pengelompokan 

ini dapat dibagi menurut modal, marga, pendidikan, kepercayaan, atau militer. Di 

masa lalu, perilaku oligarkis selalu bersifat memerintah dan bergantung pada 

kepatuhan atau menekan publik untuk hidup dan berkembang (Formisano, 2001). 

Perilaku ini menganggap bahwa negara telah menjadi milik pejabatnya 

sendiri dan yang bertindak untuk melestarikan pondasi institusionalnya sendiri dan 

atas nama kepentingan kapitalis besar. Negara seperti itu berubah menjadi 

pemerintahan yang didefinisikan oleh perpaduan kekayaan dan kekuatan politik-

birokrasi yang meningkat, yang diekspresikan dalam afinitas dan asimilasi antar 

klan bisnis terkemuka dan keluarga politik dan birokrasi ketika mereka menjadi 

terjerat secara langsung dalam kepemilikan dan kontrol ibu kota (Hadiz & Robison, 

2004). 
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Berkenaan dengan politik, sebuah studi yang meneliti model mediasi 

longitudinal untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa persepsi politik 

organisasi memengaruhi niat berpindah dari organisasi tempat bekerja, dan 

bagaimana keterampilan politik karyawan bergantung pada hubungan ini dengan 

mengurangi kecemasan kerja. Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan 

bahwa kecemasan kerja memediasi hubungan persepsi politik dan intensitas 

berganti arah, dan keterampilan politik karyawan menurunkan niat mundur dengan 

melemahkan pengaruh persepsi politik terhadap kecemasan kerja (Federici & 

Skaalvik, 2012, 2012; Kacmar et al., 1999). 

Politik memengaruhi hubungan dan kondisi psikis orang, termasuk kepala 

sekolah, dalam bentuk kecemasan. Studi eksaminasi kecemasan pemuda terkait 

masalah politik dan karakteristik yang dilakukan oleh jaringan Amazon Mechanical 

Turk melaporkan bahwa kecemasan anak berkenaan dengan pemungutan suara 

yang diliput oleh media saat pemilihan presiden serta fungsi psikologis dan 

kecemasan anak. Penelitian ini menemukan lebih dari 50% pengasuh dan/atau 

orang tua menyatakan bahwa anak-anak mengalami setidaknya satu kekhawatiran 

terkait politik. Berkenaan dengan pemilihan presiden, kekhawatiran tentang 

lingkungan dan kekerasan senjata adalah hal yang paling umum. Empati pemuda 

dan intoleransi ketidakpastian terhubung secara positif dengan kekhawatiran 

masalah politik (Arar et al., 2017).  

Penelitian Arar et al. (2017) ini tidak memprediksi kekhawatiran setelah 

memperhitungkan efek kecemasan sifat pemuda. Remaja dengan tingkat 

kecemasan klinis umum mengalami kekhawatiran yang lebih parah masalah politik 

daripada remaja dengan kecemasan spesifik (Caporino et al., 2020; Kinnvall & 

Mitzen, 2020, 2020). Jelas bahwa perpolitikkan turut mewarnai dinamika manusia 

sebagai pemicu kecemasan, termasuk di Indonesia pada sektor pendidikan terlebih 

era desentralisasi di mana kepala daerah memiliki kewenangan yang kuat atas guru 

dan kepala sekolah. Meskipun demikian, politik mampu menghasilkan keputusan-

keputusan konstruktif yang itu hanya dapat ditempuh melalui dan oleh jalur dan 

mekanisme politis. Satu di antaranya adalah menghadirkan pemimpin yang baik.  
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Pemimpin yang baik memiliki pengaruh yang positif. Banyak ahli telah 

mencatat pengaruh positif kepemimpinan (Goleman, 2017), termasuk di dalamnya 

kepemimpinan kepala sekolah. Kepemimpinan kepala sekolah memiliki pengaruh 

yang kuat terhadap sekolahnya. Kepala sekolah langsung dan/atau tidak 

berpengaruh secara langsung terhadap prestasi akademik siswa karena kepala 

sekolah tidak mengajar dan berinteraksi melalui mata pelajaran. Apabila dari sudut 

pandang bahwa kepala sekolah adalah arsitek pembuat kebijakan yang berefek 

kepada iklim dan budaya sekolah yang baik, maka kepala sekolah berpengaruh 

langsung (Vernita & Hainilah, 2018). Peran dan kedudukan menunjukkan 

kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh kepala sekolah. 

Berkenaan dengan kompleksitas permasalahan dan jalin-menjalinnya 

berbagai faktor penentu kualitas pendidikan, para ahli melakukan studi tentang 

hubungan kepemimpinan sekolah yang berlangsung di Indonesia (Sofo et al., 

2012). Terdapat faktor psikologis yang tercipta di dalam diri individu guru berupa 

prasyarat demi lancarnya proses pembelajaran, seperti kepuasan kerja. Kepuasan 

kerja guru tidaklah datang dengan sendirinya. Ia merupakan bagian turunan dari 

penerapan gaya kepemimpinan, gaya pembuatan keputusan, dan yang lainnya. 

Dapat dikonstruksi bahwa gaya kepemimpinan menurunkan keputusan yang 

efektif, efektivitas keputusan melahirkan kepuasan kerja, dan kepuasan kerja guru 

dan staf melahirkan pelayanan pendidikan yang prima, dan pelayanan prima 

menghasilkan prestasi siswa (Hariri, 2011). 

Efektivitas sekolah dapat diperoleh melalui penerapan kepemimpinan yang 

salah satunya adalah kepemimpinan multifaktor (Samanta & Lamprakis, 2018). Hal 

ini karena di dalam kepemimpinan ini terdapat pembagian otoritas dan kewenangan 

yang dapat dipersepsikan sebagai bentuk pemberdayaan orang-orang. 

Kepemimpinan ini mampu membangun komunikasi yang baik untuk dapat 

menciptakan relasi atas semua unsur penopang sekolah dari siswa, staf, guru, wakil 

kepala, komite sekolah, dan unsur-unsur yang lebih luas seperti dunia usaha dan 

komponen pemerintah lokal. Semua unsur penopang sekolah akan berfungsi baik 

apabila kepala sekolah dapat mengkapitalisasinya menjadi sumberdaya yang akan 

meningkatkan efektivitas sekolah (Kuzminov et al., 2019). 
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Kemampuan kepala sekolah dapat menfasilitasi kebutuhan pemangku 

kepentingan untuk meningkatkan tingkat kepuasan kerja guru (Iwu et al., 2018). 

Kegiatan menfasilitasi guru bagi setiap guru tentu berbeda. Keragaman ini 

bergantung kepada seberapa lebar rentang varian guru yang dimiliki. Semakin 

banyak varian guru yang dimiliki semakin panjang dan rumit melayaninya. 

Keragaman guru dapat berupa dari guru pemula, medioker, guru baik, hingga guru 

panutan. Guru panutan adalah guru yang mampu menginspirasi siswa dan orang-

orang di sekitarnya. Kepemimpinan multifaktor diyakini mampu menfasilitasi 

keragaman pendidik dan tenaga kependidikan. Selain itu, kepala sekolah memiliki 

tanggung jawab membumikan praktik hubungan timbal balik yang humanis agar 

praktik yang baik ini dapat ditangkap oleh pendidik dan tenaga kependidikan dalam 

mengasuh siswanya untuk mencapai puncak prestasi. 

Praktik kepemimpinan sekolah yang baik di seluruh kabupaten kota di 

Lampung terganggu setelah pemilihan kepala daerah usai. Jajaran birokrasi daerah 

berdebar-debar menunggu nasib. Lazimnya, kepala daerah terpilih akan menata 

ulang seluruh aparat birokrasi, termasuk sektor pendidikan dan masih berlangsung 

hingga saat ini. Pemilihan kepala daerah menyisakan residu yang sama dari periode 

ke periode (Bramastia, 2011).  

Penataan ulang birokrasi yang biasa disebut dengan istilah mutasi sering 

menjadi kontroversi. Di sektor pendidikan, sering muncul pergolakan tatkala 

mutasi tidak didasarkan pada sisi profesionalisme birokrasi, termasuk mutasi kepala 

sekolah. Jika mutasi yang dilakukan salah, implikasinya akan mengganggu seluruh 

kegiatan belajar-mengajar. Wajar apabila publik mempertanyakan motif di balik 

mutasi kepala sekolah usai pemilihan kepala daerah. Secara khusus ‘mutasi’ 

mengakibatkan kecemasan kepala sekolah (Bramastia, 2011). 

Terdapat fenomena kecemasan kepala sekolah dari pemilihan kepala daerah. 

Didugaan politik lokal berdampak tidak baik terhadap kepala sekolah. Akan tetapi 

ha tersebut belum dibuktikan secara ilmiah. Oleh karena itu perlu penelitian yang 

mengangkat variabel politik lokal untuk mengetahui pengaruhnya terhadap variabel 

lain terutama yang digunakan dalam disertasi, di mana sebelumnya belum ada 

penelitian terkait politik lokal dalam konteks sekolah terutama di Lampung. 
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Sebagaimana peneliti uraikan dan sejalan dengan banyaknya faktor yang 

memengaruhi jalannya tugas dan fungsi kepala sekolah, penelitian tentang 

pengaruh politik lokal terhadap kepemimpinan multifaktor, efikasi diri, komitmen 

organisasi, dan kepemimpinan multifaktor memediasi kecemasan suksesi politik 

lokal terhadap komitmen organisasi dan efikasi diri yang memediasi kecemasan 

politik suksesi kepala daerah terhadap komitmen organisasi masih jarang. Oleh 

karenanya penelitian ini menjadi penting dalam konteks pengelolaan pendidikan di 

Provinsi Lampung karena peran manajemen dan kepemimpinan berfungsi untuk 

menyelenggarakan, membimbing, mengarahkan, dan mengayomi praktik 

pendidikan yang optimal agar siswa terjamin haknya dan menghasilkan 

sumberdaya manusia yang handal. 

B. Identifikasi Masalah 

Tidak sedikit faktor yang memengaruhi komitmen organisasi kepala sekolah, 

seperti konflik horizontal dan/atau vertikal, budaya sekolah dan masyarakat sekitar 

sekolah, budaya organisasi sekolah, efikasi diri, faktor politik dan lainnya termasuk 

faktor kepemimpinan. Banyak penelitian dalam bidang praktik kepemimpinan 

pendidikan yang mengkaji berbagai gaya kepemimpinan yang melibatkan beragam 

variabel dan dimensi sebagai entitasnya. Namun, penelitian bidang praktik 

kepemimpinan pendidikan dengan variabel kecemasan akibat praktik politik lokal, 

kepemimpinan multifaktor, efikasi diri, dan komitmen organisasi kepala sekolah 

belum dieksplorasi dan dikembangkan dengan baik.  

Efikasi diri kepala sekolah mendapat banyak perhatian selama beberapa 

dekade terakhir dan telah diteliti dalam kaitannya dengan perilaku kepala sekolah 

(Hesbol, 2019). Relatif banyak yang sudah melakukan penelitian efikasi diri dalam 

bingkai hubungan (Duran & Yildirim, 2017). Peneliti mengidentifikasi 

kesenjangan penelitian sebelumnya tentang efikasi diri pada latar Provinsi 

Lampung yang belum dijelajahi di luar bisnis murni (Baker et al., 2020; Jacobson 

et al., 2020; Rahman et al., 2020; Wang et al., 2020; Zhang et al., 2020).  
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Efikasi diri kepala sekolah penting untuk dieksplorasi lebih lanjut untuk 

memberikan pemahaman tentang efikasi diri kepala sekolah apabila bersanding 

dengan kecemasan sebagai variabel yang memengaruhi efikasi diri dan selanjutnya 

berdampak kepada komitmen organisasi. Selain itu, penelitian selama ini 

membahas subjek efikasi diri dapat memengaruhi dan dipengaruhi dalam bingkai 

literature review (Maydiantoro et al., 2021; Tusianah et al., 2021), dan dalam 

kajian literature review tersebut belum ada penelitian yang membahas pengaruh 

kecemasan, terlebih kecemasan politik pemilihan kepala daerah dalam praktik 

kepemimpinan dan manajemen pendidikan. 

Demikian pula dengan penelitian pada variabel komitmen organisasi (Meyer 

et al., 2002; Mowday et al., 1979; Rahman et al., 2020), peneliti menemukan 

kesenjangan penelitian sebelumnya tentang komitmen organisasi. Penelitian 

sebelumnya belum banyak membahas subjek penelitian komitmen organisasi di 

bidang pendidikan terutama komitmen organisasi kepala sekolah. Ini mencakup 

beberapa bidang penelitian yang belum dijelajahi yang belakangan ini menarik 

perhatian penelitian dalam disiplin ilmu selain bidang usaha dan bisnis (Nguyen, 

Quang, et al., 2020; Nurtjahjono, 2020; Triwahyuni & Ekowati, 2017). Komitmen 

organisasi kepala sekolah penting untuk dieksplorasi lebih lanjut untuk 

memberikan pemahaman atas dinamika yang sebenarnya terjadi dengan praktik 

komitmen organisasi pada bidang pendidikan yakni komitmen organisasi kepala 

sekolah. 

Peneliti juga mengidentifikasi kesenjangan pada penelitian sebelumnya 

tentang kepemimpinan multifaktor. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Hariri (2011) jenjang SMPN di Lampung, tidak berkaitan dengan variabel yang 

diteliti pada penelitian ini. Kepemimpinan multifaktor mencakup tiga gaya 

kepemimpinan, yakni transformasional, transaksional, dan laissez-faire tetapi 

penelitian ketiga gaya tersebut diteliti secara terpisah tidak dalam bingkai 

kepemimpinan multifaktor. Kesenjangan yang belum secara ekstensif dijelajahi 

adalah ketiga gaya kepemimpinan tersebut dalam satu kerangka kepemimpinan 

multifaktor yang belakangan ini menarik perhatian penelitian dalam disiplin ilmu 

lain di luar dunia bisnis dan/atau manajemen murni (Gurr et al., 2005; Jacobson et 
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al., 2005; James & McCormick, 2009; Laksono, 2020). Kepemimpinan multifaktor 

penting untuk dieksplorasi lebih lanjut untuk memberikan pemahaman bagaimana 

kepemimpinan multifaktor pada bidang pendidikan berperan terlebih dalam 

konteks kepemimpinan kepala sekolah di Provinsi Lampung karena satu dari bagian 

kepemimpinan multifaktor adalah kepemimpinan transformasional yang banyak 

diklaim oleh penelitian sebagai gaya kepemimpinan yang unggul dibandingkan 

dengan gaya kepemimpinan yang lain (transaksional dan laissez-faire). 

Variabel selanjutnya adalah politik lokal. Dinamika politik dapat 

menyebabkan kecemasan terlebih politik lokal yang rentang kendalinya sangat 

dekat (Neumann, 2017). Kecemasan dapat merusak bangunan elemen-elemen yang 

memungkinkan tercapainya output dan outcome pendidikan. Peneliti menemukan 

celah penelitian secara pengetahuan, bukti, praksis, metode, empiris, teori, dan 

populasi untuk menghasilkan model manajemen dan kebijakan dalam penelitian 

sebelumnya tentang pengelolaan pendidikan yang belum mempertimbangkan 

faktor kecemasan sebagai dasar membuat kebijakan pendidikan khususnya 

manajemen kepala sekolah. Eksplorasi variabel kecemasan signifikan dilakukan 

agar pengelolaan pendidikan optimal untuk mencapai output dan outcome 

pendidikan yang telah divisikan oleh semua pemangku kepentingan. 

Peneliti, dengan demikian, berkeyakinan ada kekurangan penelitian yang 

melibatkan aspek kecemasan dalam literatur sebelumnya. Kecemasan tampaknya 

kurang diperhatikan terlebih dijadikan landasan dalam bidang pengelolaan 

kepemimpinan kepala sekolah. Bidang penelitian kepemimpinan kepala sekolah 

yang sukses sudah matang diinvestigasi pada fokus memotret praktis keberhasilan 

penerapan gaya kepemimpinan dari seorang pemimpin. Namun, sangat sedikit studi 

praktis penelitian di bidang pengaruh kecemasan kepala sekolah. Faktor kecemasan 

penting dan layak diselidiki dalam konteks mengembangkan pengetahuan atas 

aspek-aspek yang yang menjadi variabel dalam penelitian ini secara agregat.  
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Investigasi tentang variabel secara agregat ini penting karena efikasi diri 

dapat dipengaruhi oleh banyak hal, misalnya, kepemimpinan, iklim, dan budaya 

organisasi. Efikasi diri juga dapat dikuatkan dan/atau diruntuhkan oleh berbagai 

faktor termasuk faktor kecemasan (Tusianah et al., 2021). Lebih jauh, penelitian 

teoretis sebelumnya berfokus pada kajian psikologis murni dan sangat sedikit 

penelitian praktis yang telah dilakukan untuk aspek kecemasan pada bidang 

penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan sedangkan sektor pendidikan adalah 

faktor penentu bagi keberhasilan dan kemajuan suatu bangsa di masa depan 

(Ghernaouti & Wanner, 2018; Miotto et al., 2020). 

Berdasarkan identifikasi masalah, peneliti berpendapat bahwa jika kita 

memperoleh data empirik penyebab kecemasan kepala sekolah maka kita dapat 

menawarkan alternatif cara yang efektif mengelola kepala sekolah menengah 

pertama yang memiliki efikasi diri yang kuat dan komitmen organisasi yang tinggi 

agar tercipta ekosistem pendidikan berkualitas. 

C. Pembatasan Masalah 

Penetapan masalah merupakan langkah untuk membatasi ruang lingkup 

perhatian agar pembahasan yang peneliti lakukan tidak keluar dari konteks 

pembicaraan dan terfokus pada variabel penelitian. Variabel kepemimpinan 

multifaktor dan isntrumenya mengacu kepada kepemimpinan multifaktor yang 

dikembangkan oleh Bass dan Avolio (1992) yang merupakan domain publik dan 

digunakan juga untuk riset bidang kesehatan (Moon et al., 2019). Penentuan 

variabel kepemimpinn multifkator milik Bass dan Avolio karena kepemimpinan 

dan instrumen inilah salah satu yang paling populer dan sudah teruji kekuatan dan 

digunakan secara luas dalam bidang kajian dan tempat (setting) penelitian. 

Kecemasan politik lokal dan instrumennya mengadopsi kecemasan orang atas 

suatu penyakit milik Salkovskis et al. (2002). Pengadopsian kecemasan milik 

Salkovskis karena instrumennya telah teruji yang digunakan dalam bidang 

penelitian kesehatan, kesehatan metal, dan juga psikologi.  

 



15 
 

 

Komitmen kepala sekolah dan instrumennya merujuk kepada Meyer dan 

Allen yang telah dieksplorasi dengan baik oleh Mowday yang telah dan masih 

dipakai hingga saat ini (Alsulamia & Makhbulb; Bozeman & Perrewe, 2001; Loan, 

2020; Meyer et al., 1993; Mowday et al., 1979).  

Terakhir, efikasi diri kepala sekolah dan instrumennya mengacu kepada 

Tschannen dan Gareis yang dikembangkan dari efikasi diri Bandura (Lovell, 2009; 

Tschannen‐Moran & Gareis, 2004), di mana Bandura adalah bapak efikasi diri dan 

menjadi rujukan ratusan penelitian yang mapan. 

D. Rumusan Masalah 

Hasil riset yang meneliti efikasi diri sebagai prediktor secara statistik 

merupakan prediktor yang signifikan atas berbagai variabel. Sebagai contoh adalah 

efek dari kesadaran dan keragaman keterampilan pada keterlibatan relawan yang 

dimediasi oleh efikasi diri (Laksono, 2020). Seorang kepala sekolah akan 

menyambut tantangan untuk memajukan sekolah dengan berbekal sifat keagenan 

(efikasi diri) yang telah dimiliki. Namun demikian, fenomena yang muncul adalah 

terjadi penurunan pengelolaan sekolah oleh kepala sekolah pada masa–masa 

suksesi kepala daerah dan juga perilaku ‘politik’ pejabat hierarki  di atasnya.  

Penurunan kinerja/komitmen tersebut pada umumnya identik dengan kepala 

sekolah yang sudah memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP) bagi mereka yang 

merasa peluang melanjutkan kepemimpinannya sirna dan fenomena kepala sekolah 

sering meninggalkan sekolah untuk hal-hal yang tidak berhubungan dengan 

kepentingan sekolah karena kepala sekolah lebih mengedepankan terlibat dalam 

politik praktis dan lebih banyak ‘mendelegasikan’ (penghalusan dari kata 

meninggalkan) tugas. Pendelegasian tugas yang nampak tidak genuin ditangkap 

oleh para guru yang berakibat pada persepsi bahwa guru dijadikan objek. Fenomena 

keterlibatan kepala sekolah dalam politik praktis itu nyata ada dan terdapat perilaku 

mencari aman meskipun sangat sulit untuk dibuktikan. Keterlibatan itu ditujukan 

untuk setidaknya mereka mengamankan posisinya sambil berharap mendapat 

tempat yang lebih baik sesuai dengan keinginan. Seharusnya kepala sekolah dengan 
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efikasi diri yang baik, penerapan kepemimpinan efektif, komitmennya tetap terjaga 

sekalipun ada faktor pengganggu yang dalam hal ini kecemasan.  

Berdasarkan kajian, peneliti menemukan terdapat kondisi yang menyebabkan 

kepala sekolah dalam kecemasan, beralih fokus, dan tidak berkomitmen kepada 

organisasi sekolah yang dipimpinnya. Dengan demikian, rumusan masalah 

penelitian ini adalah bagaimana pengaruh politik lokal terhadap efikasi diri kepala 

sekolah, kepemimpinan multifaktor, dan komitmen organisasi kepala sekolah dan 

bagaimana kepemimpinan multifaktor dan efikasi diri memediasi politik lokal 

terhadap komitmen organisasi kepala sekolah? Untuk menjawab rumusan masalah 

tersebut penelitian ini dipandu oleh enam pertanyaan utama yang dikembangkan 

menjadi 26 hipotesis. Berikut enam pertanyaan utama tersebut:  

1. Bagaimana politik lokal memengaruhi kepemimpinan multifaktor, efikasi diri, 

dan komitmen organisasi kepala sekolah? 

2. Bagaimana kepemimpinan multifaktor memengaruhi efikasi diri dan komitmen 

organisasi kepala sekolah? 

3. Bagaimana efikasi diri memengaruhi komitmen organisasi kepala sekolah? 

4. Bagaimana peran  kepemimpinan multifaktor sebagai variabel intervening 

antara politik lokal dan efikasi diri dan politik lokal dan komitmen organisasi 

kepala sekolah? 

5. Bagaimana peran efikasi diri sebagai variabel intervening antara politik lokal 

dan komitmen organisasi kepala sekolah? 

6. Bagaimana seharusnya politik lokal mengelola komitmen kepala sekolah SMP 

Negeri?  

E. Tujuan Penelitian  

Penelitin ini bertujuan untuk dekonstruksi cara pengelolaan kepala sekolah 

yang bebas kecemasan, membangun efikasi diri kepala sekolah, dan menghasilkan 

kepala sekolah yang berkomitmen terhadap organisasi sekolah yang dipimpinnya 

dengan mendeskripsikan pengaruh variabel-variabel yang diteliti, meliputi:   

1. Pengaruh politik lokal terhadap kepemimpinan multifaktor, efikasi diri, dan 

komitmen organisasi kepala sekolah. 
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2. Pengaruh kepemimpinan multifaktor terhadap efikasi diri dan komitmen 

organisasi kepala sekolah. 

3. Pengaruh efikasi diri terhadap komitmen organisasi kepala sekolah? 

4. Peran kepemimpinan multifaktor sebagai variabel intervening antara politik 

lokal terhadap efikasi diri dan politik lokal dan komitmen organisasi kepala 

sekolah. 

5. Peran efikasi diri sebagai variabel intervening antara politik lokal dan komitmen 

organisasi kepala sekolah. 

6. Politik lokal mengelola komitmen kepala sekolah SMP Negeri agar 

menghasilkan lulusan yang cerdas (modal mental), sikap dan kepribadian 

(model sikap/afektif) dan perilaku (model tindakan/psikomotorik) yang 

mendukung dan memperjuangkan cita-cita (visi) pendidikan yang luhur. 

F. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini memberikan manfaat dan kontribusi nyata secara praksis, ilmu, 

teori, dan kebijakan. 

1. Praksis 

Penelitian ini berkontribusi kepada otoritas manajemen sumberdaya manusia 

dan kepemimpinan dalam menjaga dan menumbuhkembangkan  komitmen 

organisasi melalui menjaga dan menumbuhkembangkan efikasi diri, dan 

mengarusutamakan praktik manajemen dan kepemimpinan yang efektif yang dalam 

hal ini adalah kepemimpinan multifaktor dengan mereduksi faktor pengganggu 

berupa kecemasan akibat politik lokal untuk meningkatkan peringkat dan kualitas 

pendidikan Provinsi Lampung. 

2. Ilmu 

 Penelitian ini berkontribusi kepada literatur manajemen sumberdaya manusia 

dan kepemimpinan dalam organisasi pendidikan dengan menjelaskan mekanisme 

dan pola interaksi peran mediasi efikasi diri antara gaya kepemimpinan multifaktor, 

dan kecemasan akibat politik lokal suksesi kepala daerah terhadap komitmen 

organisasi kepala sekolah sebagai berikut. 
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a. Komitmen organisasi penting karena kepala sekolah sebagai "agen kunci untuk 

mengatur nada dan arah sekolah" (Liu & Bellibas, 2018).  

b. Penelitian terdahulu menyatakan korelasi yang signifikan secara statistik antara 

kepemimpinan multifaktor, efikasi diri dan komitmen organisasi pada bidang 

manajemen murni (Berberoglu, 2018; Meyer & Allen, 1991). 

c. Hallinger et al. (2018) mengemukakan bahwa efikasi diri utama berkaitan 

dengan fungsi kepemimpinan dan terkait dengan komitmen organisasi yang di 

dalamnya mencakup kebutuhan pemangku kepentingan pendidikan.  

d. Penelitian kepemimpinan multifaktor dilakukan di dunia bisnis dan/atau 

manajemen murni (Gurr et al., 2005; Jacobson et al., 2005; James & 

McCormick, 2009; Laksono, 2020). Di bidang pendidikan diteliti secara 

terpisah dan belum dikaitkan dengan variabel kecemasan politik lokal, efikasi 

diri, dan komitmen organisasi (Hariri et al., 2013) menjadi prediktor yang baik 

terhadap berbagai varibel lain terutama kepemimpinan transfromasional dan 

transaktional, dan tidak menyarankan pemimpin untuk mengaplikasikan 

kepemimpinan laissez-faire.  

3. Teori 

Penelitian ini mengeksplorasi variabel-variabel di luar bidang penelitian 

sebelumnya yakni: 

a) bahwa efikasi diri benar-benar ampuh menjadi faktor yang menjembatani 

antarvariabel yang diteliti atau justru efikasi diri tidak berperan dihadapan 

kecemasan akibat politik lokal, 

b)  bahwa kepemimpinan multifaktor yang di dalamnya terdapat gaya 

kepemimpinan transformasional adalah gaya yang paling unggul sebagai gaya 

kepemimpinan yang efektif dibanding dengan gaya kepemimpinan 

transaksional, dan laissez-faire. Sangat mungkin yang terjadi adalah justru 

kepemimpinan transaksional lebih unggul dibanding dengan gaya 

kepemimpinan transformasional,  

c) bahwa gaya kepemimpinan laissez-faire adalah benar-benar gaya 

kepemimpinan yang paling buruk sehingga banyak ahli tidak menyarankan 
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untuk menerapkannya, atau sebenarnya gaya kepemimpinan laissez-faire itu 

baik hanya karena cara pandang dan pengaruh pensteriotipean yang sudah 

terlanjur negatif atau karena faktor penerapannya yang tidak tepat sehingga 

laissesz-faire tidak disarankan, dan 

d) menjelaskan variabel dan atau dimensi yang paling berpengaruh positif dan 

variabel dan atau dimensi yang berpengaruh negatif terhadap komitmen 

organisasi atau pada akhirnya hanya sekedar sesuatu yang berdiri sendiri dan 

tidak memainkan peranannya sebagaimana teori efikasi diri, kepemimpinan 

multifaktor jelaskan jika disandingkan dengan kecemasan yang mengancam 

eksistensi potensi kebutuhan aktualisasi diri sehingga mampu untuk setidaknya 

meredefinisikan teori yang sudah ada.  

4. Kebijakan 

Penelitian ini memberikan kontribusi kepada pejabat bagaimana seharusnya 

mengelola pendidikan agar berjalan lancar dan berdaya guna.  



 
 

 

 

 

 

BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA BERPIKIR, DAN HIPOTESIS 

 

Kajian pustaka memiliki kedudukan vital karena secara ontologi, 

epistemologi, dan aksiologi semua variabel penelitian disandarkan. Bab dua ini 

merupakan ruang bagai teori, konsep, asumsi, pendekatan, metode, teknik, dan 

strategi dituangkan yang menjadi sandarannya. Secara khusus bab dua ini 

memaparkan A. Kajian Pustaka yang memuat kajian tentang variabel-variabel dan 

materi-materi yang terkait, B.  Kerangka Berpikir, dan C. Hipotesis. Peneliti 

menguraikan secara berurutan sebagai berikut. 

A. Kajian Pustaka 

Berikut ini peneliti memaparkan kajian pustaka yang menjadi landasan 

keilmuan penelitian ini diawali dengan penguraian arti penting pendidikan. 

1. Arti Penting Pendidikan 

Pendidikan penting bagi semua bangsa dan negara, tidak terkecuali Indonesia 

karena pendidikan mampu meningkatkan kualitas sumberdaya manusianya untuk 

membentuk manusia mandiri dan mampu berkontribusi positif kepada bangsa dan 

negara. Banyak regulasi yang mendukung terjadinya transformasi  pendidikan ke 

arah yang lebih baik. Salah satu kebijakan itu adalah desentralisasi. 

Desentralisasi menghasilkan reformasi pendidikan yang ditandai dengan 

pengalihan kendali organisasi dari manajemen pusat ke manajemen daerah hingga 

ke tingkat kabupaten/kota, dan sekolah. Pengalihan kendali organisasi yang 

bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan diarahkan pada metamorfosis 

bagaimana pemerintah daerah mempraktikkan supervisi pendidikan, termasuk 

bagaimana kepala sekolah dirancang. Transformasi ini merupakan penekanan 

untuk menjamin kepala sekolah yang direkrut memberikan sumbangan bagi 

peningkatan mutu sekolah dan mutu pendidikan di seluruh kabupaten/kota 

(Sumintono et al., 2019). 
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Perkembangan yang tak terhindarkan di era otonomi adalah pemerintah 

daerah menjadi 'pusat baru'. Namun demikian terdapat kesamaan sikap dan praktik 

sebelumnya yaitu karakteristik sentralistik dan birokrasi ketika berhadapan dengan 

sekolah (Sagala, 2003). Adanya peralihan otoritas administrasi dari pusat ke daerah 

menuntut adanya tanggung jawab. Pemerintah daerah dituntut untuk mampu 

mendemonstrasikan tanggung jawab tersebut dalam bentuk kebijakan yang 

memungkinkan tumbuh kembangnya tanggung jawab peserta didik. Pendidikan 

hendaknya mampu menghasilkan lulusan yang bertanggung jawab. Lulusan yang 

bertanggung jawab akan berfungsi optimal bagi kehidupan. 

Jika kita melihat asal etimologis, makna tanggung jawab tidak begitu banyak 

terkait dengan tugas yang dilakukan atau kewajiban, melainkan dengan komitmen 

yang terlibat (Van, 2020). Menjadi orang yang bertanggung jawab berarti mampu 

membuat keputusan, melakukan perilaku yang berusaha meningkatkan diri sendiri 

atau membantu orang lain dengan lebih baik. Orang yang bertanggung jawab adalah 

orang yang harus menerima konsekuensi dari tindakan dan keputusannya sendiri. 

Tanggung jawab mencakup dua elemen. Faktor pertama adalah berani berpikir dan 

berani melakukan: Ambil tugas dan terima tanggung jawab atas tugas, dan pada 

saat yang sama berusahalah sebaik mungkin untuk menyelesaikan tugas, tidak 

malu-malu, mendorong tugas hingga tuntas. situasi atau orang lain; Faktor kedua 

adalah berani mengambil tanggung jawab: Menerima kesalahan dan bersedia 

menanggung akibat buruk yang datang kepada ketika tidak menyelesaikan tugas, 

jangan menyalahkan situasi atau orang lain.  

Hidup secara bertanggung jawab memberi orang banyak manfaat. Ini dapat 

membantu orang mencapai tujuan di setiap bidang kehidupan. Tanggung jawab 

memungkinkan orang untuk menciptakan prinsip, etika, perilaku, kebiasaan, dan 

membantu membentuk kehidupan. Menjadi orang yang bertanggung jawab 

membantu orang: Menjadi lebih jujur dalam hidup: Ketika orang cenderung 

mengatakan yang sebenarnya dan menepati janji, orang-orang di sekitarnya akan 

mempercayai dan melihatnya sebagai orang yang jujur, lugas, dan dapat 

diandalkan. Lebih mandiri dalam hidup: Ketika orang bertanggung jawab atas 

keputusan yang dibuat, orang akan menerima dan menanggung konsekuensi dari 
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keputusan tersebut. Jika orang itu membuat kesalahan, orang tersebut akan 

menemukan cara untuk memperbaikinya. Lebih lagi orang tersebut dapat 

diandalkan dalam hidup: dengan bertanggung jawab, orang mendapatkan 

kepercayaan dari orang lain dan orang lain juga akan memiliki keyakinan pada 

dirinya. Melakukan hal yang benar akan membuat orang merasa baik dan bahagia. 

Dan bahkan jika orang tersebut salah, orang itu akan puas karena orang tersebut 

tahu bahwa dirinya telah melakukan yang terbaik. Nilai tanggung jawab sosial akan 

membawa orang tersebut menjadi sangat besar. Tanggung jawab diajarkan sejak 

kecil. Baik di keluarga maupun di sekolah, tujuannya adalah untuk mendidik 

tentang nilai-nilai kemanusiaan dan etika (Van, 2020). 

Selain outcome sebagaimana peneliti jelaskan di atas, peran manajemen dan 

kepemimpinan yang lain adalah memperbaiki dan memperbarui pemahaman 

tentang pedagogi. Mungkin cara terbaik untuk mulai berpikir pedagogi adalah 

dengan mengatakan bahwa pedagogi adalah badan pengetahuan. Bahkan, di Eropa 

dianggap sebagai ilmu sosial (Cambi, 2012; Caride, 2018; Frabboni & Minerva, 

2006). Sebagai badan pengetahuan, pedagogi memiliki sejarah yang panjang, 

dengan buaiannya di Yunani kuno. Secara spesifik, konsep paidea yang berarti 

pembentukan dan pendidikan warga negara yang utuh secara etis dan spiritual 

dipandang sebagai bentuk budaya yang membimbing masuknya anak ke dalam 

masyarakat. Dengan kata lain, pedagogi dulu (dan terus) peduli dengan penciptaan 

kemanusiaan kolektif, tetapi tidak selalu dengan individualitas seseorang (Frabboni 

& Minerva, 2006). Oleh karena itu, mode keterlibatan subjektif pedagogi tidak 

dapat dihindari dengan dan dalam suatu kolektif; seperti yang dinyatakan oleh 

pakar pendidikan feminis, pedagogi menghidupkan kemampuan subjek yang baru 

lahir untuk berubah, berubah, menjadi sesuatu yang lain dari yang sebelumnya. 

Subjek menyelesaikan perubahan diri ini melalui kapasitasnya untuk 

menegosiasikan makna di dunia dalam kaitannya dengan objek dan orang di 

sekitarnya (Todd, 2001). 
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Meskipun awalnya pedagogi terkait erat dengan filsafat, selama berabad-abad 

ia telah menemukan otonomi sebagai disiplin tetapi bukan dari pemikiran filosofis, 

yang dengannya ia masih memiliki hubungan yang erat. Yang penting, pedagogi 

tidak tertarik pada pandangan objektivis tentang penciptaan pengetahuan. Pedagogi 

terlibat dalam penciptaan pengetahuan. Dengan demikian, ia menuntut keputusan 

dan mengajukan pertanyaannya sendiri, namun ini tidak pernah didefinisikan 

sebelumnya; mereka mengikuti dari kontingensi, bukan kebutuhan tetap, yaitu 

mereka muncul dari sejarah (Vico, 2006; Villa, 2019). Berikut ini ahli menyoroti 

lima gagasan utama yang memperluas gagasan pedagogi sebagai kreatif dan 

transformatif.  

Pertama, ahli mengusulkan pedagogi sebagai tubuh pengetahuan yang 

berpikir tentang praktik pendidikan. Dengan kata lain, pedagogi berpikir, 

mempelajari, dan mengarahkan pendidikan, termasuk tujuan, protagonis, sejarah, 

relasi, dan prosesnya (Vico, 2006; Villa, 2019).  

Kedua, pemikiran pedagogis dan tindakan interpretatifnya bersinggungan 

dengan banyak disiplin ilmu. Faktanya, jika pedagogi memiliki bahasa saat ini, itu 

adalah interdisipliner. Selama beberapa dekade, prinsip, konsep, metode, proses, 

dan objek pedagogi dari refleksi dan intervensi telah dibentuk dalam percakapan 

dengan berbagai disiplin ilmu dan orientasi etika, estetika, dan politik mereka 

(Bertolini, 2005; Villa, 2019).  

Ketiga, pedagogi mencari dasar-dasar baru untuk berpikir dengan cara yang 

beragam dan terbuka di tengah-tengah praktik pendidikan. Pemikiran pedagogis 

dihidupkan kembali karena mengubah praktik pendidikan. Dalam hal itu, dari situ 

menciptakan kondisinya sendiri. Inilah sebabnya mengapa pedagogi mencoba 

mengganggu praktik untuk menemukan (dan terkadang bahkan membebaskan) 

kekuatan kreatifnya.  
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Keempat, pedagogi selalu menanggapi kondisi zaman dan bukti diri tentang 

status quo. Pada saat yang sama, pedagogi bertanya: Manusia seperti apa yang 

mungkin dapat menanggapi kondisi zaman? Pedagogi menanyakan pertanyaan ini 

kaitannya dengan apa yang mungkin dihargai oleh masyarakat, dan nilai mana yang 

mungkin membutuhkan transformasi. Ide manusia apa yang dimungkinkan oleh 

proses pendidikan dan pembuatan kurikulum? Subjek apa yang dilegitimasi dan 

didelegitimasi melalui mereka? Logika relasional apa yang mereka buat? Ada 

perbedaan radikal antara pendidikan sebagai praktik normalisasi yang bertujuan 

untuk mempromosikan konfirmasi perilaku individu dengan kriteria normalitas 

tertentu, atau sebagai pembukaan 'bidang pengalaman' di mana orang mulai 

memahami' siapa mereka (Calaprice, 2016).  

Kelima, proses pendidikan dan pembuatan kurikulum berada dalam diskursus 

konstan dengan pertanyaan-pertanyaan (poin 4), pada saat yang sama mereka 

menciptakan kondisi yang mengaktifkan banyak keterlibatan dan eksperimen 

beragam dengan pertanyaan tentang perubahan itu sendiri. Dengan demikian, 

pedagogi adalah cara ahli membuka kemungkinan untuk subjektivitas dan mode 

hubungan. Pedagogi juga harus mengaktifkan provokasi ahli baru untuk pendidikan 

zaman. Ini berarti tidak hanya menganalisis status quo dan hubungannya dengan 

pendidikan, tetapi juga mengaktifkan kemungkinan orientasi yang akan 

memprovokasi proses pendidikan untuk menciptakan kurikulum hidup yang 

bereksperimen dengan proposisi dan niat pada sebuah alternatif - yang tidak 

tercakup dalam konstruktivisme masa depan yang terikat, sudah terlambat, sudah 

lewat (Calaprice, 2016).  

Untuk itu, diperlukan adanya upaya melepaskan pendidikan dari 

mencengkeram anak untuk tumbuh dan kembang. Tugas ahli adalah perhatian 

khusus pada persimpangan pedagogi dan pendidikan dasar, dan yang mungkin 

dilakukan pedagogi terhadapnya. Namun, agar pendidikan dasar terlibat dengan 

pemikiran pedagogis, perlu dilepaskan dari ketergantungannya pada sumber 

legitimasinya, khususnya keterikatannya pada perkembangan anak sebagai tubuh 

pengetahuan yang mendefinisikan batas-batas dari apa yang mungkin dan tidak 

mungkin untuk dipikirkan bidang pendidikan dasar.  
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Seperti yang telah dilakukan ahli yang lain, ahli yang lain lagi ingin menyela 

narasi yang dibebankan oleh perkembangan anak pada pendidikan dasar tentang 

sosialisasi dan enkulturasi anak yang sedang berkembang mengatur diri sendiri. 

Tujuan ahli bukan untuk sepenuhnya mengabaikan psikologi perkembangan tetapi 

untuk mempertanyakan dominasinya dalam pendidikan dasar (Burman, 2016; 

Cannella, 1997). 

Perkembangan anak menciptakan kondisi yang sempurna dalam pendidikan 

dasar untuk fokus pada perantaraan yang lancar dan penerapan langsung. Seperti di 

perkebunan, pengalaman, hubungan, pertemuan, dan peristiwa diukur berdasarkan 

penerapan dan kegunaannya, menciptakan dunia yang membatasi untuk pendidikan 

dasar dan tokoh utamanya. 

Ahli berpendapat bahwa pedagogi harus eksplisit dan terus-menerus dikelola 

untuk menciptakan kondisi bagi ketegangan generatif dari hubungan transformatif 

dan mutualisme. Dengan kata lain, ahli mengusulkan agar pendidikan dasar 

melepaskan cengkeramannya pada perkembangan anak sebagai narasi legitimasi 

dominan dan eksperimen dengan bukaan yang diciptakan oleh kekosongan vital 

dari ketidakbedaan yang tertinggal di belakangnya. Mengembalikan ke pemikiran 

pedagogis untuk pendidikan anak. Berkenaan dengan itu, diperlukan proposisi-

proposisi yang dapat menggugah dan menggerakkan seluruh komponen pendidikan 

terutama bagi mereka yang berada pada tataran manajemen dan kepemimpinan 

(Tsing, 2015).  

Pedagogi mengundang pendidik untuk mempertimbangkan bahwa 

melanjutkan 'window shopping' tidak cukup untuk menerapkan pendekatan atau 

model pendidikan terbaru. Lebih banyak yang dipertaruhkan, dan lebih banyak lagi 

yang mungkin. Pedagogi menuntut agar pendidikan dasar semakin selaras dengan 

kompleksitas yang terletak di mana kita hidup. Dengan kata lain, pedagogi 

mengharuskan kita mempelajari dengan cermat dan penuh perhatian kondisi yang 

menciptakan pendidikan dasar, dan yang diciptakan oleh pendidikan dasar. 
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Menjadi semakin selaras dengan kondisi zaman, kita memaksa diri untuk 

menjadi inventif dan imajinatif. Bahwa bergabung dengan upaya etis multidisiplin 

untuk memikirkan kembali proyek manusia sehingga menjawab krisis ekologis 

yang disebabkan oleh logika kapitalis. 

Pendidikan dasar belum terlibat dalam proses penciptaan kehidupan, atau 

bahkan dalam membuat kurikulum yang memberlakukan proses tersebut. Pedagogi 

sangat tertarik untuk menciptakan ruang kolektif yang bergumul dengan pertanyaan 

berikut: Apa artinya hidup dengan baik dengan orang lain di zaman kita sekarang? 

Pedagogi tertarik pada penciptaan kehidupan - bukan sebagai model atau ideal, 

tetapi sebagai praktik sehari-hari yang mewujudkan pemikiran menjadi tindakan 

(Jardine & Field, 1996; Manning & Massumi, 2014), yang tertarik, bukan dalam 

menentukan kehidupan, tetapi dalam bekerja dalam kehidupan, menjadi rajin 

padanya, tertarik pada berbagai bentuk dan bentukannya tentang apa yang 

dilakukannya dan apa yang diundang dan bagaimana kita menjadi seperti itu. 

Namun, penciptaan kehidupan bukanlah proses yang diciptakan melalui 

konsensus atau melalui penerapan definisi kehidupan yang telah ditentukan. Ahli 

mengusulkan hal itu (penciptaan kehidupan) terjadi di tengah pergumulan, 

interupsi, dan bahkan kegagalan. Ahli berhati-hati untuk tidak membawa gagasan 

menjadikan kehidupan sebagai proyek. Ini adalah ketidakmampuan diri dari konsep 

hidup yang ingin manusia bawa, karena manusia menginginkan jawaban 

pertanyaan, 'Apa artinya hidup dengan baik dengan orang lain?' Karena pertanyaan 

itu tidak dapat dijawab, maka terus dan terus mendorong manusia untuk 

memikirkannya, lagi dan lagi. Selanjutnya, mengakui kemustahilan hidup sebagai 

proyek yang akan dibangun dan dikerjakan, atau sebagai sesuatu yang harus selalu 

diisi dengan makna atau substansi adalah ajakan pedagogi, yang mungkin memberi 

pendidikan dasar jarak yang diperlukan dan membiarkan kekosongan makna 

terbuka sehingga kehidupan dapat terjadi (Jardine & Field, 1996). 
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Peneliti mengakhiri paparan bagian ini dengan mengatakan bahwa 

pengembang sumberdaya manusia yang meliputi akademisi dan guru sebaiknya 

berani mengambil ‘risiko’ untuk berpikir di luar kebiasaan (out of box) untuk 

mencari terobosan-terobosan dan pengembangan pedagogi. Pengembangan yang 

aman (di luar kebiasaan yang out of box) sebaiknya dilakukan dalam bingkai 

penelitian sehingga secara validitas isi (content validity) dan validitas teori 

(construct validity) terpenuhi. 

2. Kepemimpinan 

Kepemimpinan adalah konsep yang sangat sulit untuk didefinisikan. Stogdill 

menegaskan bahwa ada definisi kepemimpinan yang hampir sama banyaknya 

dengan jumlah orang yang mencoba mendefinisikan konsepnya (Stogdill, 1974). 

Bennis memperkirakan, pada akhir abad terakhir 20, setidaknya ada 650 definisi 

kepemimpinan dalam literatur (Bennis & Townsend, 1995; Bennis, 2017). Jumlah 

tersebut nampaknya telah meningkat. Kellerman, dalam sebuah wawancara dengan 

Volkmann, berkomentar bahwa ia mendengar ada sekitar 1.400 definisi yang 

berbeda dari kata pemimpin dan/atau kepemimpinan. Angka-angka ini, nyata atau 

hanya dilebih-lebihkan atau hiperbola yang berarti bahwa berkenaan dengan 

definisi tidak ada konsensus tentang apa itu kepemimpinan dan oleh karena itu 

pencarian definisi yang lebih baik terus berlanjut (Silva, 2016). 

Atribut-atribut tertentu tidak menjamin terjadinya kepemimpinan. Gelar 

apapun itu tidak memastikan proses dan bentuk kepemimpinan. Bukan hanya 

karena seseorang memiliki gelar, maka secara otomatis membuat seseorang 

menjadi "pemimpin". Dalam semua discourse, terdapat fakta menekankan bahwa 

seseorang tidak memerlukan gelar untuk memimpin. Lebih-lebih, orang mampu 

menjalankan pengaruhnya tanpa embel-embel gelar, baik akademik ataupun 

kebangsawanan, di tempat-tempat tertentu, seperti rumah ibadah, linkungan 

RT/RW, dan keluarga.  
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Senioritas juga tidak berasosiasi dengan kepemimpinan, hierarki  perusahaan, 

atau atribut pribadi. Kebanyakan orang berpikir tentang individu karismatik yang 

pasti dan dapat dipercaya. Orang biasanya menganggap idola dari masa lalu seperti 

Jenderal Patton atau Presiden Lincoln. Sedangkan kepemimpinan tidak mengambil 

bagian dalam kata sifat. Seseorang tidak memerlukan kualitas karismatik ekstrover 

untuk menerapkan kepemimpinan, dan mereka yang memiliki karisma tidak secara 

otomatis memimpin (Kruse, 2013). 

Kepemimpinan berbeda dengan manajemen. Ini adalah sesuatu yang 

menyebabkan kontras yang signifikan. Kepemimpinan dan manajemen tidak dapat 

dipertukarkan. Seorang pemimpin juga seorang manajer. Seorang pemimpin 

membuat kebijakan dan manajer bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan 

tersebut. Ini menuntut manajemen yang baik. Manajer perlu mempersiapkan, 

menghitung, memantau, mengoordinasikan, mengurai, mempekerjakan, memecat, 

dan banyak hal lainnya. Biasanya, manajer menangani berbagai hal. Pemimpin 

mengarahkan orang (Pilorget, 2020). 

Drucker menyatakan bahwa satu-satunya gambaran seorang pemimpin 

adalah individu yang memiliki pengikut. Ilustrasi tautologi ini sangat dangkal 

sehingga berbahaya. Contohnya adalah seorang kapten tentara yang baru 

ditempatkan sebagai komando dengan sejumlah tentara, dia tidak pernah 

meninggalkan mejanya atau memberikan komentar kepada pasukannya. Perintah 

rutin diberikan oleh asisten. Secara default, pasukannya harus "mematuhi" perintah. 

Apakah kapten benar-benar seorang pemimpin? Tidak, dia hanya seorang 

komandan, bukan seorang pemimpin. Drucker jelas merupakan seorang filsuf 

bisnis modern yang cemerlang, tetapi penggambarannya tentang seorang pemimpin 

terlalu sederhana (Drucker, 2019). 

Bennis menyatakan bahwa kepemimpinan adalah kekuatan untuk 

memecahkan kode ide menjadi ada. Bennis menyuarakan bahwa setiap musim semi 

seseorang memiliki fiksi tentang taman, dan dengan banyak pekerjaan, wortel dan 

tomat menjadi kenyataan. Apakah seseorang itu pemimpin? Tidak, individu itu 

adalah seorang tukang kebun. Ilustrasi Bennis tampaknya mengabaikan "orang 

lain" (Bennis, 2017). 
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Kepemimpinan adalah efek - berhenti (Maxwell, 2002, 2019). Maxwell 

berusaha menyederhanakan tetapi mengurangi terlalu banyak. Seorang perampok 

dengan pistol memiliki "kekuatan untuk memengaruhi " korbannya. Tetapi 

pengaruh ini tidak menjadikan perampok sebagai manajer atau pemimpin. Seorang 

manajer memiliki kapasitas untuk melepaskan rekan tim yang mengerahkan banyak 

kekuatan (Maxwell, 2002, 2019). Penggambaran Maxwell melewatkan 

karakteristik pengaruh.   

Kepemimpinan adalah strategi pengaruh sosial, yang memaksimalkan 

perjuangan orang lain, menuju pencapaian suatu tujuan. Penting untuk 

memperhatikan komponen penting dari tanda-tanda ini, 1) Kepemimpinan datang 

dari pengaruh sosial, bukan kontrol atau paksaan; 2) Kepemimpinan membutuhkan 

orang lain dan itu menunjukkan bahwa mereka tidak perlu menjadi "bawahan 

langsung"; 3) Tidak menyebutkan ciri-ciri kepribadian, kualitas, atau bahkan label; 

ada banyak jenis, banyak rute, menuju kepemimpinan yang berpengaruh; dan 4) 

Kepemimpinan mengandung cita-cita, bukan pengendalian tanpa hasil yang 

diharapkan. Apa yang membuat definisi ini sangat berbeda dari banyak definisi 

akademis di luar sana adalah dimasukkannya frase "memaksimalkan upaya". 

Sebagian besar pekerjaan pemimpin adalah di bidang keterlibatan pengikut, dan 

pengikut yang terlibat memberikan upaya diskresi.  

Pemimpin bertanggung jawab atas hal-hal seperti rasa kualitas dalam 

institusi, apakah institusi tersebut terbuka untuk memengaruhi atau tidak dan 

terbuka untuk berubah. Pemimpin yang efektif mendorong pendapat yang 

berlawanan, sumber vitalitas yang penting. Itu berbicara tentang bagaimana para 

pemimpin dapat memelihara akar sebuah institusi, tentang rasa kesinambungan, 

tentang budaya institusi (DePree, 1998). 

Banyaknya definisi dipengaruhi oleh beragamnya praktik kepemimpinan. 

Berikut disajikan tentang pengusul dan teori dan turunan kepemimpinan yang 

diusulkan, dan gaya-gaya yang terhimpun pada tiap-tiap teori kepemimpinan. 

Berdasarkan hasil literature review Hariri (2011), setidaknya terdapat sembilan 

pengusul pendekatan teori kepemimpinan. Mereka yang mengusulkan dan tipe 

yang diusulkan adalah sebagai berikut:  
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a. Brungardt dengan 1) Trait theory, 2) Behaviour theory, 3) Situational theory, 

4) Power-influence theory, dan 5) Transformational theory. 

b. Bolden menggolongkannya kedalam 1) Great man theory, 2) Trait theory, 3) 

Behaviour theory, 4) Situational theory, 5) Contingency theory, 6) 

Transactional theory, 7) Transformational theory. 

c. Yulk mengklasifikasikan menjadi 1) Trait theory, 2) Behaviour theory, 3) 

Power-influence theory, 4) Situational theory, dan 5) Integrative theory. 

d. Daft mengelompokkan menjadi 1) Great man theory, 2) Trait theory, 3) 

Behaviour theory, 4) Contingency theory, 5) Influence theory, dan 6) Relational 

theory. 

e. Kao dan Kao mengklasifikasikan menjadi 1) Trait era, 2) Behaviour era, 3) 

Contingency era, dan 4) New era (transformation theory). 

f. DeChurch, Hiller, Doty dan Sales mencatat enam kelompok yakni 1) Leader 

Trait, 2) Leader Behaviour dan Contingency Approaches, 3) Leader-Member 

Exchange (LME), 4) Transformational Leadership, 5) Strategic Leadership, 

dan 6) Shared Leadership. 

g. Gardner, Avolio, Luthans, May, dan Walumbwa mengusulkan model baru yang 

disebut Authentic Leadership. Authentic Leadership ditandai oleh 1) Openness, 

Transparency, dan Trust, 2) Guidance toward Worthy Objectives, dan 3) 

Follower Development. 

h. Uhl-Bien dan McKelvey mengusulkan pendekatan baru yang diberi nama 

Complexity Leadership Theory (CLT) yang terdiri atas 1) Administrative 

Leadership, 2) Adaptive Leadership, dan 3) Enabling Leadership. 

i. Bass mengembangkan tulisan Burn dan hasilnya yang dikenal dengan full range 

leadership (FRL). Pendekatan ini terdiri atas tiga gaya 1) Laizess-faire 

Leadership Style, 2) Transactional Leadership Style, dan 3) Transformational 

Leadership Style. 
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Berdasarkan uraian di atas dapat diidentifikasi 18 teori yang terdiri atas 1) 

Trait theory, 2) Behaviour Theory, 3) Situational Theory, 4) Power-influence 

Theory, 5) Transformational Theory, 6) Great Man Theory, 7) Contingency Theory, 

8) Transactional Theory, 9) Integrative Theory, 10) Relational Theory, 11) Leader-

Member Exchange (LME), 12) Strategic Leadership, 13) Shared Leadership, 14)  

Authentic Leadership dengan cirinya yang terdiri atas openness, transparency, dan 

trust, Guidance Toward Worthy, dan Follower Development, 15) Administrative 

Leadership, 16) Adaptive Leadership, 17) Enabling Leadership, dan 18) Laissez-

faire Leadership Style. 

Pendekatan teori kepemimpinan dapat disederhanakan dan terbingkai dalam 

(1) Pendekatan Teori Orang Besar dan Teori Sifat (Great Man Theory and Trait 

Theory); (2) Pendekatan Teori Perilaku (Behavioral Theory), teridiri atas Teori 

Jaring-jaring Manajerial, Sistem Manajemen Likert, Teori Peran, Teori X dan Y, 

Kajian Universitas Iowa, Kajian Universitas Ohio, dan Kajian Universitas 

Michigan; (3) Pendekatan Teori Kepemimpinan Kontingensi (Contingency 

Theory), yang terdiri atas Teori Situasional, Teori Strategik, Teori Jalan Tujuan, 

Teori Pembuatan Keputusan, Integrative Theory, dan Shared Leadership; (4) 

Pendekatan Teori Kepemimpinan Transaksional (Transactional Approach), yang 

terdiri atas LMX dan Full Range (Laissez-faire, Transaksional, dan 

Transformasional), Transactional Theory, Relational Theory, Authentic 

Leadership, Adaptive Leadership, Enabling Leadership, dan Administrative 

Leadership.  

Mengacu kepada banyaknya gaya kepemimpinan, peneliti mengkaji 

kepemimpinan yang dipandang efektif pada wilayah kerja multietnik seperti di 

Provinsi Lampung yakni Kepemimpinan Multifaktor yang terdiri atas 

transformasional, transaksional, dan laissez-faire yang dikembangkan oleh Bass 

dan Avolio. 
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3. Kepemimpinan Sekolah 

Miller (2018) menyatakan bahwa kepemimpinan sekolah merupakan elemen 

terpenting kedua dalam keberhasilan atau kegagalan sekolah. Sebagai penghubung 

mendasar antara ruang kelas, sekolah dan sistem pendidikan suatu bangsa, 

pemimpin sekolah dan kepemimpinan sekolah memiliki peran penting dalam 

meningkatkan efisiensi tingkat sekolah dan dalam mengubah nasib sistem 

pendidikan nasional melalui sekolah. 

Pemimpin sekolah tidak bekerja dalam konteks kebijakan pendidikan yang 

tetap. Mereka beroperasi dalam lingkungan pendidikan yang dinamis dan 

mengharuskan mereka untuk memimpin perubahan di tingkat sekolah dan untuk 

menghubungkan sekolah mereka dengan peluang di lingkungan yang lebih luas di 

mana mereka berada dan beroperasi (Harris & Jones, 2020). Pemimpin sekolah dan 

persekolahan diposisikan sebagai penjaga dan penggerak perubahan sosial dan 

ekonomi di masyarakat melalui pendidikan. Para pemimpin sekolah bekerja dalam 

konteks yang berkembang dari peristiwa yang mengubah hidup secara simultan dan 

signifikan, banyak di antaranya berada di luar kendali mereka dan banyak di 

antaranya memiliki potensi untuk membentuk atau menentukan kinerja mereka 

sendiri serta kinerja sekolah mereka (Leithwood et al., 2020). 

Perubahan lingkungan eksternal sekolah dicirikan oleh: a) meningkatnya 

persaingan global di antara sistem pendidikan, b) kerusuhan sosial, politik dan sipil, 

c) kebijakan ganda dan bersaing yang membutuhkan implementasi simultan, d) 

kerangka kerja untuk peningkatan akuntabilitas, kerangka kerja untuk dan 

peningkatan dan peningkatan kinerja kualitas dan kecukupan infrastruktur dan 

sumberdaya, e) ancaman dan dampak bencana alam, f) meningkatnya 

ketidakpastian ekonomi nasional/internasional (Buckner et al., 2018). 

Terlebih lagi adalah perubahan yang terkait dengan lingkungan internal 

sekolah. Misalnya: 1) kualitas dan ketersediaan guru dan calon pemimpin sekolah, 

2) kualitas pengajaran dan pembelajaran, 3) perilaku siswa, 4) kualitas dukungan 

yang diterima dari dan oleh orang tua, 5) lokasi dan ukuran sekolah, jumlah dan 

jenis kelamin staf dan organisasi siswa, serta 6) tingkat dukungan/tantangan yang 

diterima dari dewan sekolah (Donaldson & Weiner, 2017). 
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Kepemimpinan sekolah, oleh karena itu, tidak hanya menempatkan solusi 

yang ditentukan ke dalam tindakan, tetapi pertemuan terus-menerus dengan 

kesulitan yang menuntut pemikiran dan pemecahan masalah, menanggapi, dan 

menyesuaikan diri dengan situasi (Mancinelli & Acker-Hocevar, 2018). Seperti 

yang dicatat oleh DeVita (2005), dalam iklim harapan yang tinggi saat ini di 

Amerika, kepala sekolah berada di kursi panas untuk meningkatkan pengajaran dan 

pembelajaran. Mereka harus menjadi visioner pendidikan, pemimpin instruksional 

dan kurikulum, ahli penilaian, pendisiplinan, pembangun masyarakat, ahli 

hubungan masyarakat, analis anggaran, manajer fasilitas, administrator program 

khusus, dan pengawas ahli mandat dan inisiatif hukum, kontrak, dan kebijakan. 

Mereka diharapkan untuk menengahi kepentingan orang tua, guru, siswa, pejabat 

kantor distrik, serikat pekerja, dan lembaga negara bagian dan federal yang sering 

bertentangan, dan mereka harus peka terhadap kebutuhan siswa yang semakin luas. 

Kerumitan serupa adalah hal yang lazim terjadi di dunia tidak terkecuali di 

Indonesia. 

Kepemimpinan sangat tergantung pada individu setidaknya meliputi 

pandangan, bakat, tujuan, dan pengaruh. Kepala sekolah yang sukses harus 

memiliki keyakinan kuat pada diri sendiri dan dalam kemampuannya untuk 

mencapai tujuan organisasi, terlepas dari peluang (Newman, 2013). 

Tidak ada keraguan bahwa kepemimpinan sekolah yang efektif dan sukses 

dimulai dengan motivasi internal individu. Seorang kepala sekolah harus 

menginspirasi orang lain apakah mereka itu adalah guru atau siswa, dengan 

demikian untuk menginspirasi orang lain mengharuskannya untuk memiliki 

motivasi individu. Dengan cara ini, kepala sekolah dapat memimpin guru dan 

semua yang mengelilinginya untuk sukses dan efektif. Motivasi internal mengarah 

pada investasi dalam pekerjaan dan upaya untuk memenuhi kebutuhan batin ini. 

Dengan cara ini sekolah tidak hanya mencapai hasil dan kesuksesan yang baik 

tetapi juga motivasi harus memengaruhi dan menginspirasi orang lain (Arar et al., 

2017). Penjelasan bagian tiga bab dua ini menjadikan rujukan dalam kepemimpinan 

yang diimplementasikan oleh kepala sekolah dalam penelitian ini.  
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4. Komitmen Organisasi 

Pada bagian ini, peneliti menyajikan tentang komitmen organisasi yang 

meliputi pengertian komitmen organisasi, pentingnya komitmen organisasi, dan 

macam-macam komitmen organisasi. 

a) Pengertian  

Komitmen organisasi adalah pola pikir yang mempertimbangkan kapasitas 

yang diakui dan melekat pada institusinya. Seseorang yang memiliki komitmen 

tinggi mungkin akan memperhatikan dan menempatkan dirinya sebagai anggota 

yang berdedikasi di lembaga tempatnya berada (Moorhead & Griffin, 2008). 

Indra (2010) menyatakan bahwa komitmen organisasi adalah suatu keadaan 

di mana  karyawan memihak pada suatu lembaga yang berbeda dan tujuan-

tujuannya serta ingin menanggung keanggotaan dalam lembaga tersebut. Dengan 

demikian, keterlibatan kerja yang tinggi mengindikasikan preferensi terhadap 

pekerjaan khusus individu. Komitmen organisasi juga dikatakan sebagai konsensus 

untuk melakukan sesuatu untuk diri sendiri, individu lain, kelompok, atau lembaga 

(Kinicki & Kreitner, 2012). 

Dari pemikiran di atas dapat diketahui bahwa komitmen organisasi adalah 

kondisi psikologis seseorang yang terkait dengan pemikiran, perasaan, dan 

keberpihakan yang kuat terhadap rencana dan nilai institusional, kemauan yang 

tegas untuk bekerja demi institusi, dan kapasitas yang masih ia nikmati untuk 

bekerja menjadi salah satu komponen organisasi. 

b) Pentingnya Komitmen Organisasi 

Dunia pendidikan saat ini, komitmen disorot sebagai komponen penting 

dalam keberhasilan dan kelangsungan hidup organisasi sekolah. Berkaitan dengan 

hal tersebut, kepala sekolah sebagai manajer perlu mempertimbangkan beberapa 

anteseden untuk meningkatkan komitmen dalam organisasi. Komitmen akan 

memicu inovasi dan organisasi dituntut untuk memanfaatkan perilaku inovatif 

karyawan yang merupakan subjek dan pertimbangan yang menarik bagi praktisi 

dan peneliti. Dengan cara dan sudut pandang yang sama, lingkungan pendidikan 

yang kompetitif membuat organisasi bergantung pada sumberdaya manusia. 
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Berkenaan dengan guru dan staf, organisasi perlu mempertimbangkan faktor 

mendasar, seperti komitmen. Guru dan staf yang berkomitmen adalah sumberdaya 

yang vital dan mendasar bagi keberhasilan dan kinerja organisasi pendidikan 

(Hakimian et al., 2016). 

c) Macam-macam Komitmen Organisasi 

Penelitian ini merujuk kepada komitmen yang dikembangkan oleh Meyer dan 

Allen yang mencakup komitmen afektif, berkelanjutan, dan normatif. 

(1) Komitmen afektif 

Komitmen afektif didefinisikan sebagai keterikatan emosional dengan 

organisasi (Cole & Johnson, 2007; Meyer & Allen, 1991). Meyer dan Allen 

menggambarkan komitmen afektif sebagai kondisi penanda semangat tinggi 

dengan kasih sayang dan keterlibatan dalam sebuah institusi. Dengan kata lain, ini 

adalah kedudukan di mana seorang pekerja tetap bekerja di institusi karena dia 

menyukainya. Tetap bersama institusi adalah dampak dari memberikan latar 

belakang pekerjaan yang menyenangkan yang dihargai dan ingin dipertahankan 

oleh para pekerja. Ini adalah ramalan tentang bagaimana latar belakang pekerjaan 

menyusun lingkungan di mana para pekerja merasa "puas" (kepercayaan 

organisasi), serta kompetensi individu, seperti tantangan karir (Meyer & Allen, 

1991). 

Pekerja yang memegang komitmen afektif menumbuhkan pemahaman, 

menyampaikan, dan menjadi cerdik (Heron & Thompson, 2003). Komitmen afektif 

karyawan juga dipelajari ke arah lain dan menunjukkan komitmen pekerja itu 

terhadap pemimpin, mengontrol prospek untuk meningkatkan pembelajaran 

pekerja, konsentrasi karir, dan penemuan (Chughtai, 2013). Investigasi sebelumnya 

juga menganalisis afinitas tidak langsung antara komitmen afektif dan perilaku 

inventif. Misalnya, penelitian oleh Liu et al. (2011) mengusulkan bahwa nilai 

pertukaran yang dapat diterima dan konstruktif di antara karyawan dapat mengarah 

pada perasaan komitmen yang meningkatkan pembagian pengetahuan khusus di 

antara rekan tim dan dapat beralih ke keluaran inovatif dan kinerja tugas yang lebih 

tinggi. 
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(2) Komitmen berkelanjutan 

Komitmen berkelanjutan adalah kebutuhan karyawan untuk tinggal di 

organisasi. Studi yang dilakukan oleh  Meyer dan Allen mengungkapkan bahwa 

karyawan dengan komitmen berkelanjutan yang kuat belum tentu ingin 

berkontribusi pada organisasi tempatnya bekerja. Memang, bertahan dengan 

organisasi hanya karena biaya keluar yang tinggi dapat menciptakan perasaan 

frustrasi yang mengarah pada perilaku yang tidak pantas (Meyer & Allen, 1997). 

Karena pekerjaan yang berkelanjutan sangat penting bagi karyawan untuk bersama 

organisasi, menunjukkan hubungan antara komitmen berkelanjutan dan perilaku di 

tempat kerja (Meyer & Allen, 1991). 

(3) Komitmen normatif 

Komitmen normatif adalah jenis kewajiban yang dirasakan karyawan untuk 

tetap berada di organisasi (Chang et al., 2010; Meyer & Allen, 1991). Komitmen 

normatif tidak berasal dari hasil pendidikan, pembayaran, atau usia tetapi komitmen 

normatif mengacu pada perasaan saling percaya yang membentuk rasa 

berkewajiban untuk tetap berada di organisasi (Munene & Dul, 1989). Berdasarkan 

literatur terkait, terdapat korelasi positif yang kuat antara komitmen normatif 

dengan perilaku kerja, seperti prestasi kerja, kehadiran kerja, dan kewarganegaraan 

organisasi; misalnya, komitmen normatif telah ditentukan untuk memperkaya 

kepercayaan dalam organisasi (Galvin & Piccoli, 2006; Muhwezi, 2008; Ozag, 

2006), dan merupakan pendorong yang kuat dari partisipasi organisasi (Malewicki, 

2005). 

Konsep perilaku inovatif, dan cara praktis untuk mempromosikannya, telah 

menjadi tantangan utama bagi peneliti dan manajer akademis dalam beberapa 

dekade terakhir. Ada sejumlah besar studi tentang konsep individu tentang 

komitmen dan perilaku inovatif, tetapi kurangnya studi tentang kemungkinan 

hubungan antara komitmen karyawan terhadap organisasi dan perilaku inovatif 

mereka. 
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Banyak studi di bidang kepemimpinan dan organisasi telah meneliti 

komitmen organisasi pekerja. Salah satu alat untuk mengukur komitmen organisasi 

adalah tiga elemen organisasi Meyer dan Allen. Unsur-unsur tersebut meliputi 

komitmen afektif, komitmen normatif dan komitmen kontinuitas (Meyer et al., 

2002). 

Ketiga unsur tersebut telah digunakan dalam berbagai bentuk penelitian, 

antara lain penelitian tentang hubungan, hubungan langsung, hubungan terbalik, 

dan hubungan sebab akibat. Berbagai peran variabel masih diteliti: bebas, terikat, 

mediasi dan/atau moderator. Ketiga unsur tersebut juga digunakan dalam berbagai 

bidang keilmuan dan latar belakang penelitian, misalnya kepuasan kerja. Ini 

mempertimbangkan dampak kepuasan pekerja pada prestasi pekerja melalui 

komitmen organisasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kepuasan kerja yang 

merupakan sikap umum seseorang terhadap hasil kerja. Prestasi dihasilkan oleh 

pekerja yang puas. Peningkatan kepuasan kerja memerlukan beberapa faktor 

pendorong, antara lain pembayaran gaji yang sesuai, dukungan rekan kerja, dan 

kesesuaian pekerjaan dengan keterampilan dan kemampuan. Ini adalah faktor 

penting dalam menciptakan prestasi yang baik bagi pekerja (Valaei & Rezaei, 

2016). 

Contoh penelitian lain yang menggunakan penelitian komponen Meyer dan 

Allen adalah penelitian yang berfokus pada pengaruh gaya kepemimpinan terhadap 

dedikasi pekerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan positif yang 

penting antara perilaku kepemimpinan transformasional dan dedikasi organisasi. 

Meskipun positif dan penting, ada hubungan antara gaya kepemimpinan 

transaksional dengan komitmen berkelanjutan dan lemah dalam komitmen 

normatif, tetapi tidak ditemukan hubungan antara gaya kepemimpinan 

transaksional dan komitmen emosional (Jaros, 2007; Nguyen, Do, et al., 2020). 
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Loyalitas karyawan kepada perusahaan yang bersifat normatif, secara historis 

dipahami sebagai kerangka satu dimensi yang berfokus pada emosi karyawan yang 

menerangkan bahwa karyawan merasa berutang kepada perusahaan. Perusahaan 

telah berupaya menjadikan dirinya sebagai anggota dan perusahaan telah 

berkontribusi pada kesejahteraannya. Komitmen normatif juga memiliki kriteria, 

salah satunya ditandai oleh rasa "kewajiban karena berutang" kepada organisasi. 

Pada sisi organisasi menuntut adanya rasa "tugas moral".  

Kedua prinsip ini tidak hanya benar tetapi juga memiliki konsekuensi yang 

berbeda untuk sikap dan hasil tindakan. Mereka juga memiliki bukti analitis untuk 

gagasan komitmen organisasi normatif dengan "dua wajah" (Meyer & Parfyonova, 

2010). Akibatnya, kritik peneliti lain terhadap komitmen normatif sebagai upaya 

membangun komitmen aktif, sebagian difokuskan pada interpretasi yang cacat atau 

tidak sempurna dari keberadaannya.  

Prinsip dua wajah telah diadopsi oleh orang lain. Prinsip dua wajah ini dengan 

cepat menjadi cara berpikir yang diterima secara luas tentang komitmen normatif, 

terutama dalam studi profil komitmen (Jaros, 2017; Kam et al., 2016; Meyer & 

Maltin, 2010). Seorang pekerja dapat berpikir dikotomis secara bersamaan (Meyer 

& Allen, 1997). Pekerja mungkin ingin memiliki gaji tinggi dan meminta untuk 

tetap tinggal bersama organisasinya. Oleh karena itu, Meyer dan Allen mengatakan 

bahwa yang terpenting adalah menghitung dedikasi seluruh pekerja untuk 

mengembalikan keuntungan relatif adalah elemen komitmen afektif, komitmen 

normatif, dan komitmen keberlanjutan. Selanjutnya peneliti sajikan tabel tentang 

pemuatan faktor variabel komitmen organisasi dari berbagai negara, sebagaimana 

terasaji dalam Tabel 1. 
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Tabel  1 Skor Variabel Komitmen Organisasi dari Berbagai Negara 

No  Negara  Skor 

KA KN KK 

1.  Indonesia  0.214 0.253  0.250 

2.  Pakistan  0.560 0.550 0.240 

3.  Korea  0.590 0.650 0.220 

4.  Vietnam  0.779 0.921 0.906 

5.  USA 0.870 0.690 0.790 

6.  Indonesia  0.862 0.861 0.805 

7.  USA 0.650 0.390 0.120 

8.  Kanada  0.870 0.790 0.750  

9.  Ethiopia  0.413 0.374 0.401 

10.  Malaysia  0.927 0.932 0.904 

11.  Iran  0.760 0.830 0.840 

12.  Brazil  0.770 0.780 0.690 

13.  Korea 0.890 0.830 0.690 

 Rata-rata 0.704 0.681 0.585 

Sumber: Maydiantoro et al. (2021) 

 Tabel 1 menunjukkan bahwa variabel komitmen dan dimensi milik Meyer 

dan Allen memiliki kekuatan yang baik untuk dapat direplikasi dalam sebuah 

penelitian sebagaimana ditunjukkan pada skor rata-rata pada komitmen afektif 

(KA) sebesar 0,704, komitmen normatif (KN) sebesar 0,681, dan komitmen 

keberlanjutan (KK) sebesar 0,585. 

5. Komitmen Organisasi Kepala Sekolah  

Komitmen kepala sekolah dapat dikonseptualisasikan dengan berbagai cara. 

Dalam penelitian ini mengacu pada jenis komitmen organisasi, yang biasa 

digunakan dalam literatur penelitian efektivitas sekolah dan manajemen sekolah 

(Cheng, 1990; Yuen & Cheng, 1991).  

Morrow (1983) telah mengidentifikasi lebih dari 25 jenis konseptualisasi dan 

pengukuran komitmen organisasi yang digunakan oleh para peneliti (Morrow, 

1983; Morrow & McElroy, 1986). Di antara konseptualisasi ini, yang dikemukakan 

oleh Mowday et al. (1979) dan Mowday et al. (1982) sangat mapan dan telah sering 

digunakan dalam studi dalam latar berbeda (Yuen & Cheng, 1991). Mereka 

menggunakan dikotomi sikap-perilaku untuk membuat konsep komitmen 

organisasi.  
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Komitmen adalah sikap yang terfokus pada apa yang orang pikirkan tentang 

hubungan mereka dengan organisasi. Komitmen perilaku individu menjadi tersegel 

dalam organisasi tertentu dan bagaimana mereka menangani masalah ini. Mereka 

menganggap komitmen organisasional sebagai kekuatan relatif dari identifikasi dan 

keterlibatan individu dalam organisasi (Al-Jabari & Ghazzawi, 2019). 

Komitmen penting untuk profesi guru, kepala sekolah, dan komponen penting 

untuk efisiensi dan efektivitas juga berlaku untuk semua organisasi. Konsep 

komitmen telah menjadi fokus penelitian selama beberapa tahun, terutama di 

kalangan sosiolog mengenai perilaku individu dan kelompok dalam fenomena 

seperti agama, kekuasaan, rekrutmen pekerjaan, perilaku politik, dan perilaku 

birokrasi (Becker, 1960; Reyes, 1992; Reyes & Shin, 1995). Secara operasional, 

Hrebiniak dan Alutto melihat komitmen sebagai fenomena pertukaran (Hrebiniak 

& Alutto, 1972). Orang cenderung tetap berkomitmen selama mereka merasakan 

manfaat positif terkait dengan apa yang enggan hilang (A. Nir, 2002; A. E. Nir, 

2002). 

Dalam konteks organisasi, komitmen ditandai dengan keyakinan yang kuat 

terhadap tujuan organisasi, kemauan untuk melakukan kerja ekstra untuk 

organisasi, dan loyalitas dalam terus mengabdi pada organisasi (Mowday et al., 

1982). Komitmen, dengan demikian, menjadi "perekat" yang membuat karyawan 

tetap terikat pada organisasi. Komitmen semacam itu disebut komitmen afektif. 

Meyer dan Allen menegaskan bahwa ada tiga bentuk komitmen: (a) komitmen 

afektif, sangat terkait dengan koneksi emosional karyawan, identifikasi dengan, dan 

keterikatan pada organisasi; (b) komitmen berkelanjutan, mengacu pada kehadiran 

karyawan, kinerja, dan perilaku kewarganegaraan organisasi, serta penghargaan 

finansial mereka; dan (c) komitmen normatif, mengacu pada perasaan kewajiban 

moral karyawan terhadap organisasi (Allen & Meyer, 1996; Meyer & Allen, 1997). 

Mereka berpendapat bahwa bentuk komitmen ini harus dilihat secara psikologis 

dan bahwa karyawan perlu bekerja sama dengan pemberi kerja mereka. 
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Di antara variabel yang berasosiasi dengan komitmen adalah motivasi dan 

efikasi diri. Komitmen dianggap sebagai bentuk motivasi yang diperluas di mana 

perilaku sosial yang ditargetkan dilakukan dan dipertahankan, sedangkan efikasi 

diri terkait dengan keyakinan individu pada kemampuannya digunakan untuk 

melakukan tugas-tugas tertentu dengan memuaskan (Chesnut & Burley, 2015). 

Dengan demikian, komitmen tidak terjadi dengan mudah atau tanpa kendala; 

sebaliknya, hal itu perlu dikaitkan dengan kepuasan kerja yang akan meningkatkan 

dirinya sendiri di sepanjang jalan (Fresko et al., 1997). Selain itu, komitmen guru 

memiliki hubungan dengan kepemimpinan instruksional kepala sekolah yang 

positif (Al-Mahdy et al., 2018). Dengan demikian, pemimpin instruksional  perlu 

menemukan cara untuk memotivasi guru agar berkomitmen, karena komitmen 

tersebut sangat penting untuk mencapai hasil dan prestasi siswa (Dannetta, 2002). 

Komitmen organisasi adalah keterikatan psikologis individu dengan 

organisasinya (O'Reilly & Chatman, 1986). Ini mengacu pada keyakinan kuat 

individu dan penerimaan tujuan dan nilai-nilai organisasinya, kemauan untuk 

melakukan yang terbaik untuk organisasinya, dan keinginan untuk tetap sebagai 

anggota organisasi (Mowday et al., 1979). Seseorang yang berkomitmen lebih 

mungkin untuk tetap bersama organisasi, memiliki motivasi substansial untuk 

mencapai tujuan organisasinya (Steers, 1977), dan siap memberikan sesuatu dari 

dirinya untuk keberhasilan organisasi (Mowday et al., 1979). Komitmen individu 

tidak terbatas pada ekspresi keyakinan atau pendapatnya tetapi dapat disimpulkan 

dari tindakannya sehari-hari (Mowday et al., 1979). Oleh karena itu komitmen 

dipandang sebagai solusi substansial untuk niat pergantian personel (Steers, 1977; 

Williams & Hazer, 1986).  

Fokus penelitian komitmen adalah definisi dan skala pengukuran sampai 

Meyer dan Allen mengembangkan Model Tiga Komponen (Meyer & Allen, 1997). 

Mereka mengintegrasikan definisi komitmen sebelumnya yang telah berkembang 

baik dalam literatur. Selanjutnya, mereka menggeneralisasi tiga tema: sikap afektif 

terhadap organisasi (komitmen afektif), biaya yang dirasakan terkait dengan keluar 

dari organisasi (komitmen berkelanjutan), dan kewajiban untuk tetap bersama 

organisasi (komitmen normatif). Ketiga jenis komitmen ini membentuk kerangka 
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kerja yang dinyatakan layak untuk mendefinisikan dan menafsirkan penelitian 

komitmen, dan telah memberikan dasar bagi penelitian saat ini yang mengukur 

prinsip komitmen yang lebih berfokus pada komitmen afektif (Loan, 2020). 

Mayoritas studi yang meneliti tentang komitmen dalam pendidikan berfokus 

pada kondisi dan pengalaman kerja. Ruang lingkup penelitian dalam kategori ini 

luas karena peneliti telah melihat ke dalam berbagai aspek antara lain aspek praktik 

sosialisasi (Kammeyer-Mueller & Wanberg, 2003), tantangan kerja (Colquitt et al., 

2011), otonomi tugas (Aube et al., 2007), peran pekerjaan (Williams & Anderson, 

1991), dan hubungan kelompok (Farooq et al., 2014). Ruang lingkup pengalaman 

kerja telah ditemukan memiliki korelasi terkuat dan paling konsisten dengan 

komitmen afektif di seluruh studi (Morrow, 2011). Studi ini menegaskan kembali 

bahwa eksplorasi pendahuluan tentang komitmen kepala sekolah perlu 

memasukkan faktor-faktor sekolah lebih banyak (lengkap), karena faktor-faktor ini 

memengaruhi pengalaman kerja kepala sekolah dan keterikatan sosial mereka 

dengan sekolah. 

Satu studi yang berfokus pada kepala sekolah secara khusus menemukan 

bahwa otonomi kerja, pemberdayaan psikologis, dan keadilan distributif 

berhubungan dengan kepala sekolah yang komitmen (Dude, 2012). Studi lain 

menemukan keadilan yang dirasakan, periode organisasi, dukungan organisasi yang 

dirasakan, dan usia kepala sekolah menjadi prediktor positif dari komitmen 

(Hawkins Jr, 1998). Meskipun demikian, studi tentang tentang komitmen untuk 

kepala sekolah sangat terbatas dalam literatur (Chen et al., 2015). 

Menurut pandangan Hasibuan (2020), ada tiga jenis komitmen. Bagian dari 

komitmen karakteristik pribadi meliputi 1) komitmen kerja, yaitu perilaku seorang 

individu melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya dengan mendambakan 

suatu imbalan; 2) komitmen institusional, yaitu sifat kedekatan individu dengan 

institusi dan memiliki keinginan yang kuat untuk bertahan dengan institusi; dan 3) 

komitmen karier, yaitu perilaku seseorang terhadap kariernya dalam kehidupan 

secara keseluruhan, merupakan rangkaian sikap dan perilaku yang dikaitkan dengan 

latar belakang dan aktivitas profesinya selama hidup dan bertahan lama.  
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Komitmen terhadap suatu organisasi atau pekerjaan adalah suatu keadaan di 

mana  seorang karyawan menyukai suatu lembaga tertentu dan cita-citanya serta 

berkeinginan untuk mempertahankan keanggotaannya. Keterlibatan kerja yang 

tinggi menyiratkan mempertahankan karir individu-individu ini, sementara 

komitmen organisasi yang tinggi menunjukkan dukungan terhadap institusi yang 

merekrut para pekerja ini (Hasibuan, 2020). Uraian di atas merupakan konsep 

komitmen secara umum yang berlaku pada pengelolaan organisasi. Komitmen 

umum ini akan diperjelas pada pemaparan tentang komitmen organisasi kepala 

sekolah yang menjadi variabel penelitian ini. 

6. Efikasi diri  

Menurut teori sosio-kognitif, efikasi diri diartikan sebagai keyakinan pada 

kemampuan seseorang untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tindakannya 

sendiri (Bandura, 2007). Jadi, efikasi diri didasarkan pada keyakinan seseorang dan 

ekspektasinya terkait dengan hasil yang diinginkan. Bandura membahas hasil 

berbagai studi yang menyoroti dampak efikasi diri pada kinerja bahkan dalam 

kelompok yang relatif homogen. Namun, penting untuk dicatat bahwa efikasi diri 

tidak berkembang dalam ruang hampa dan bahwa keyakinan tersebut dibentuk oleh 

konteks serta faktor emosional dan fisiologis (Bandura, 2007). 

Konsep efikasi diri kepala sekolah dikembangkan oleh Amor et al. (1976) 

dielaborasi oleh Berman (1977), Ashton and Webb (1986), Gibson and Dembo 

(1984), Denham and Michael (1981), Soodak et al. (1998), dan Hoy and Woolfolk 

(1993). Jika efikasi diri seseorang, misalnya guru, adalah kombinasi dari efikasi diri 

kepemimpinan umum dan efikasi diri kepemimpinan pribadi, maka efikasi diri 

kepala sekolah adalah kombinasi efikasi diri kepemimpinan secara umum dan 

efikasi diri kepemimpinan pribadi (Bandura & Locke, 2003). Efikasi diri 

kepemimpinan umum mengacu pada konsepsi luas bahwa kepemimpinan 

memengaruhi dan membimbing pengikutnya menuju kesuksesan meskipun ada 

pengaruh dari berbagai pihak, seperti keluarga, status sosial ekonomi, dan faktor 

lainnya. Efikasi diri kepemimpinan pribadi mengacu pada keyakinan kepala 

sekolah dalam kemampuan memengaruhi orang lain yang dimilikinya sendiri. 
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Keyakinan ini terjadi dalam konteks yang selanjutnya memengaruhi efikasi 

diri kepemimpinan umum dan pribadi. Ditemukan bahwa pengembangan 

efektivitas kepemimpinan kolektif (Bandura, 2007), gagasan bahwa kepala sekolah 

dapat bekerja secara kolaboratif dengan berbagai mitra untuk mempromosikan 

kepemimpinannya terlepas dari hambatan kontekstual -terhalang ketika kepala 

sekolah merasa terisolasi dan tidak berdaya, dan merasakan kurangnya dukungan 

dari rekan-rekan. Dengan demikian, manajemen sekolah dan kemampuan untuk 

mengatasi perilaku sekolah yang sulit akan dipengaruhi oleh tingkat dukungan dan 

kolegialitas lingkungan internal juga eksternal (Ashton & Webb, 1986). 

7. Efikasi diri Kepala Sekolah  

Efikasi diri kepala sekolah adalah penilaian dari kemampuannya menyusun 

tindakan tertentu untuk membuahkan hasil yang diinginkan di sekolah (Bandura, 

1977). Efikasi diri dirasakan kepala sekolah dan dapat diamati oleh orang lain untuk 

melakukan fungsi kognisi dan perilaku untuk mengatur proses kelompok untuk 

mencapai tujuan (McCormick, 2001). Efikasi diri berdampak signifikan terhadap 

penetapan tujuan, tingkat aspirasi, upaya, beradaptasi, dan ketekunan (Bandura, 

1986; Gist & Mitchell, 1992). Keyakinan ini memengaruhi pengembangan strategi 

kepemimpinan fungsional dan eksekusi yang efektif (McCormick, 2001). 

Keyakinan diri adalah elemen teori kognitif sosial (Bandura, 1977, 1986; 

Bandura et al., 1999). Pengaruh utama pada efikasi diri diasumsikan sebagai 

analisis atribusi dan interpretasi dari empat sumber informasi keyakinan, 

pengalaman penguasaan, gairah fisiologis, pengalaman yang representatif, dan 

persuasi verbal. Keyakinan diri bergantung pada konteks, namun, orang tidak 

merasa sama efektifnya untuk semua situasi. Kepala sekolah mungkin merasa yakin 

untuk memimpin dalam konteks tertentu, tetapi efikasi diri ini mungkin atau 

mungkin tidak ditransfer ke konteks lain, bergantung pada kesamaan tugas yang 

dirasakan. Oleh karena itu, dalam membuat penilaian efikasi, diperlukan 

pertimbangan terhadap unsur-unsur tugas yang dihadapi. Selain itu, perlu untuk 

menilai kekuatan dan kelemahan seseorang dalam kaitannya dengan persyaratan 

tugas  (Tschannen-Moran et al., 1998; Tschannen‐Moran & Gareis, 2004).  
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Dalam menganalisis tugas, kepentingan relatif dari faktor-faktor yang 

menyulitkan memimpin atau bertindak sebagai kendala dalam konteks tertentu 

ditimbang dengan penilaian sumberdaya yang tersedia yang memfasilitasi 

kepemimpinan. Dalam menilai persepsi diri tentang kompetensi, kepala sekolah 

menilai kemampuan pribadi seperti keterampilan, pengetahuan, strategi, atau ciri 

kepribadian diseimbangkan dengan kelemahan atau kewajiban pribadi dalam 

lingkungan sekolah tertentu. Interaksi antara dua komponen ini mengarah pada 

penilaian tentang efikasi diri untuk kepemimpinan dalam konteks sekolah tertentu. 

Tujuan kepemimpinan adalah untuk memfasilitasi pencapaian tujuan 

kelompok dengan membangun dan memelihara lingkungan yang mendukung 

kinerja kelompok. Kepemimpinan yang sukses melibatkan penggunaan proses 

pengaruh sosial untuk mengatur, mengarahkan, dan memotivasi tindakan orang 

lain. Hal ini membutuhkan usaha yang gigih, strategi tugas yang efektif, dan 

aplikasi berseni dari berbagai keterampilan konseptual, teknis, dan interpersonal 

(McCormick, 2001). Efikasi diri yang kuat diperlukan untuk mempertahankan 

fokus perhatian dan ketekunan yang produktif mencapai tujuan organisasi (Wood 

& Bandura, 1989). Efikasi diri kepemimpinan dikaitkan dengan pengaturan arah 

dan mendapatkan komitmen pengikut, serta dalam mengatasi hambatan untuk 

berubah (Paglis & Green, 2002).  

Efikasi diri memengaruhi strategi analitik dan kinerja organisasi manajer 

yang disimulasikan dalam lingkungan organisasi (Wood & Bandura, 1989). Efikasi 

diri kepemimpinan terkait dengan evaluasi kinerja dan kemampuan kinerja 

bawahan (Chemers, 2000; Chemers et al., 2001). Keyakinan diri seorang pemimpin 

juga ditemukan menengahi keterlibatan karyawan dengan pekerjaan mereka 

(Luthans & Peterson, 2002). Keterlibatan pekerja terjadi ketika pekerja waspada 

secara kognitif dan/atau terhubung secara emosional dengan orang lain untuk 

menemukan makna dalam pekerjaannya. 

Meskipun studi empiris tentang rasa efikasi kepala sekolah masih sedikit, 

tetapi hasilnya menarik. Keyakinan diri adalah prediktor yang sangat baik untuk 

perilaku individu. Kepala sekolah dengan rasa efikasi diri yang kuat terbukti gigih 

dalam mengejar tujuan mereka, lebih fleksibel, dan lebih bersedia untuk 
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menyesuaikan strategi untuk memenuhi kondisi kontekstual. Mereka memandang 

dan bertoleransi sekalipun perubahan sebagai proses yang membutuhkan waktu. 

Mereka teguh dalam upaya mereka untuk mencapai tujuan mereka, tetapi mereka 

juga akan melakukan upaya dalam strategi yang tidak berhasil (Osterman & 

Sullivan, 1996). Pada saat dihadapkan dengan masalah, kepala sekolah dengan 

efikasi tinggi tidak mengartikan ketidakmampuan mereka untuk menyelesaikan 

masalah dengan segera sebagai kegagalan. Mereka mengatur ekspektasi pribadi 

mereka agar sesuai dengan kondisi, biasanya tetap percaya diri dan tenang dan 

menjaga selera humor mereka, bahkan dalam situasi sulit. Kepala sekolah dengan 

efikasi diri yang lebih tinggi lebih cenderung menggunakan kekuatan pribadi 

berbasis internal, seperti tenaga ahli, informasional, dan referensi saat menjalankan 

peran mereka (Lyons & Murphy, 1994). Sama halnya dengan penjelasan terdahulu, 

pemaparan konsep tentang efikasi diri merupakan penyajian tentang efikasi diri 

umum yang menjadi rujukan efikasi diri kepala sekolah di mana efikasi diri kepala 

sekolah menjadi variabel penelitian. 

8. Kepemimpinan Multifaktor 

Kepemimpinan multifaktor terdiri atas kepemimpinan transformasional, 

transaksional, dan laissez-faire. Akhir-akhir ini, kepemimpinan transformasional 

berkembang sebagai bentuk kepemimpinan yang lebih humanistik. Selama empat 

puluh tahun terakhir, kepemimpinan transformasional telah menjadi salah satu teori 

perilaku organisasi yang paling menonjol. Burns (1978) adalah peneliti pertama 

yang memperkenalkan konsep kepemimpinan transformasi (kemudian digunakan 

istilah transformasional) dan untuk membedakan kepemimpinan 'transformasional' 

dan 'transaksional' (Bass & Riggio, 2006; Muenjohn, 2012). Mereka mencirikan 

kepemimpinan transformasional sebagai prosedur di mana para pemimpin dan 

pendukung terlibat untuk memajukan satu sama lain ke tingkat yang lebih tinggi 

dari kebenaran dan motivasi. Dia juga mencontohkan bahwa itu adalah prosedur di 

mana para pemimpin berusaha untuk meningkatkan kognisi para pendukungnya 

dengan menggerakkan cita-cita dan nilai-nilai moral yang lebih tinggi. 
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Kepemimpinan transformasional terdiri dari empat dimensi: 1) Pengaruh 

yang Diidealkan: Mengacu pada pemimpin yang mendorong pengikut untuk 

berbagi visi & tujuan mereka dan pada tingkat kepercayaan dan kekaguman yang 

didapat pemimpin dari pengikut mereka; 2) Motivasi Inspiratif: dimensi ini 

mengacu pada inspirasi para pengikut oleh pemimpin dan menciptakan visi masa 

depan bagi mereka; 3) Stimulasi Intelektual: Ini mengacu pada tantangan ide dan 

nilai pengikut oleh pemimpin untuk memecahkan berbagai masalah. Ini tentang 

meningkatkan kreativitas mereka untuk menyelesaikan berbagai masalah dengan 

mempertanyakan sikap dan membingkai ulang masalah; 4) Pertimbangan 

Individual: pertimbangan individual mengacu pada perhatian khusus yang 

diberikan oleh pemimpin kepada pengikut berdasarkan perbedaan kebutuhan 

mereka, memuaskan kebutuhan valid mereka, dan meningkatkan tingkat motivasi 

(Bass & Avolio, 1994; Riaz, 2012). 

‘Penentang’ kepemimpinan transformasional dan sekaligus pelengkap adalah 

kepemimpinan transaksional, yang juga dikenal sebagai kepemimpinan manajerial. 

Asumsi dasar kepemimpinan transaksional adalah: perintah yang jelas dan spesifik 

mengarah pada kinerja; motivasi pekerja dengan penghargaan dan hukuman; tujuan 

utama dari pengikut adalah untuk mematuhi instruksi dan perintah dari pemimpin 

dan pengawasan yang cermat dari pengikut diperlukan untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan Kendra Cherry (2012). Ini terdiri dari dua dimensi: 1) Penghargaan 

Kontinjensi: Dalam dimensi ini, kinerja yang baik dari para pengikut diberi 

penghargaan dan diakui, dan untuk kinerja yang buruk, pemimpin mengambil 

tindakan disipliner; 2) Manajemen dengan Pengecualian: Kritik korektif, umpan 

balik negatif, dan penguatan negatif terlibat dalam dimensi ini (K.  Cherry, 2012). 

Perilaku kepemimpinan transformasional dan transaksional tidak dapat 

dipisahkan, akan tetapi seorang pemimpin dapat menunjukkan jumlah dan 

intensitas yang bervariasi dalam perilakunya atau keduanya pada waktu yang 

bersamaan. Keuntungan kepemimpinan transformasional di lingkungan sekolah 

telah diungkapkan oleh sejumlah besar temuan penelitian (Bass, 1985; Muenjohn, 

2012).  
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Sebuah studi oleh Koh, Steers, dan Terborg telah mengungkapkan hasil 

tambahan substansial kepemimpinan transaksional dalam proyeksi komitmen 

organisasi, perilaku warga perusahaan, dan kepuasan pendidik. Efek tidak langsung 

pada prestasi akademik siswa juga diperhatikan (Koh et al., 1995). Horn-Turpin 

mendapatkan bahwa persepsi guru pendidikan luar biasa tentang dukungan 

administratif meningkat, begitu pula tingkat pemenuhan karir dan komitmen 

institusional mereka.  

Hubungan yang signifikan antara kepemimpinan transformasional dan 

kompetensi akademik juga ditemukan (Horn-Turpin, 2009). Sekolah dengan nilai 

kepemimpinan transformasional yang lebih tinggi memiliki signifikansi pendidik 

komunal yang lebih tinggi, komitmen instruktur terhadap tugas sekolah, 

masyarakat sekolah, dan kolaborasi sekolah-masyarakat, dan pencapaian siswa 

yang lebih tinggi juga meningkatkan praktik kepemimpinan transformasional di 

sekolah dengan kontribusi terhadap keseluruhan siswa berprestasi (Ross & Gray, 

2006). 

a. Kepemimpinan Transformasional 

Pemimpin transaksional memotivasi bawahan untuk melakukan seperti yang 

diharapkan, pemimpin transformasional biasanya menginspirasi pengikut untuk 

mengerjakan tugas melampaui yang diwajibkan. Teori kepemimpinan 

transformasional memperkirakan keterikatan psikologi pengikut kepada atasan dan 

semangat psikologi dan dorongan sebagai anggota karena akibat dari tindak tanduk 

atasan (House et al., 1988). 

Sementara, tarik menarik kepemimpinan transformasional mengikutsertakan 

individu yang mapan dengan atasan, bersatu dalam visi yang sama tentang waktu 

yang akan datang, atau melewati batas timbal balik keperluan pribadi berupa 

penghargaan demi ketaatan (Hater & Bass, 1988). Pemimpin transformasional 

memperluas dan meningkatkan minat pengikut, membangkitkan kesadaran dan 

penerimaan di antara pengikut tentang impian dan tugas lembaga dan mendorong 

para pendukung untuk memajukan kepentingan diri mereka sendiri demi kebaikan 

lembaga (Burns, 1978; Yammarino & Bass, 1990).  
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Atasan yang transformasional mewujudkan visi logis waktu yang akan datang 

yang bisa dihubungkan, menstimulasi bawahan dengan cara yang intelek, dan 

paham akan keragaman bawahannya (Yammarino & Bass, 1990, 1990). Tichy dan 

Devanna menyoroti efek transformasi yang dapat dimiliki oleh para pemimpin ini 

pada organisasi maupun pada individu. Dengan mendefinisikan kebutuhan akan 

perubahan, menciptakan visi baru, memobilisasi komitmen terhadap visi tersebut, 

para pemimpin pada akhirnya dapat mengubah organisasi (Devanna & Tichy, 

1990). Transformasi pengikut dapat dicapai dengan meningkatkan kesadaran akan 

pentingnya dan nilai hasil yang dirancang, membuat pengikut melampaui 

kepentingan diri mereka sendiri, dan mengubah atau memperluas kebutuhan 

pengikut (Bass, 1995). 

b. Kepemimpinan Transaksional 

Pemahaman yang lebih baik tentang kepemimpinan transaksional dapat 

dilakukan dengan melihat perbandingan kepemimpinan transformasional. Burns 

(1978) mengklaim bahwa kepemimpinan transaksional menuntut kesepakatan 

antara manajer dan pendukung. Para pendukung memperoleh hasil bernilai tertentu 

(misalnya gaji, prestise) ketika mereka berfungsi sesuai dengan keinginan manajer 

mereka. Menerima Burns sebagai titik awal, Bass (1985) menyatakan bahwa 

kepemimpinan dalam sebuah penelitian umumnya dikonseptualisasikan sebagai 

prosedur transaksi atau pengeluaran (manfaat) transaksional.  

Semua tesis kepemimpinan transaksional didirikan pada gagasan bahwa 

asosiasi pemimpin-pengikut pada serangkaian kesepakatan yang tersirat antara 

pemimpin dan pendukung. Gagasan umum adalah bahwa, ketika tugas dan kondisi 

pendukung mati untuk melengkapi dorongan vital, bimbingan, dan kebahagiaan, 

pemimpin, melalui sikapnya, akan berguna dengan membayar kekurangannya. 

Pemimpin mencirikan standar kinerja, dengan kata lain, apa yang diprediksi 

bawahan, dan apa yang mereka peroleh sebagai balasannya (House et al., 1988).  
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Beberapa teori transaksional telah diujicobakan secara luas. Beberapa telah 

memperoleh persetujuan praktis yang substansial. Contohnya adalah teori jalur-

tujuan (House, 1971; Mathew, 2013), yang merupakan teori di mana tugas seorang 

manajer adalah untuk mendukung para pendukung mendapatkan mimpi dan 

memenuhi syarat untuk permintaan bimbingan dan dukungan, dan tesis dari angka 

dua yang lurus. (Basu & Green, 1997; Graen et al., 1977) yaitu model ini Graen 

berkonsentrasi pada “dyad” yaitu afinitas antara kepala dan individu pendukungnya 

secara mandiri. Setiap pemimpin harus peduli dengan perbedaan yang ada pada 

setiap individu bawahannya. Pendekatan ini berusaha untuk mengontrol kekuatan 

atau kekurangan setiap pendukungnya. 

c. Kepemimpinan Laissez-Faire 

Laissez-faire adalah ungkapan Perancis yang dapat diartikan pengikut 

memiliki kebebasan total untuk memilih dan menetapkan tujuan dan memantau 

pekerjaanya sendiri (Kurfi, 2009). Pemimpin laissez-faire adalah orang yang 

percaya pada kebebasan memilih bagi karyawan dan membiarkan melakukan apa 

yang seharusnya (Kurfi, 2009). Selain itu, ada dua hal penting yang menjadi dasar 

kepemimpinan laissez-faire. Meninggalkan karyawan sendirian untuk melakukan 

pekerjaan mereka karena keyakinan kuat bahwa mereka paling tahu pekerjaan 

mereka. Di sisi lain, kepemimpinan laissez-faire menyiratkan bahwa pemimpin 

tidak ingin menggunakan kekuasaan dan kendali yang dapat menimbulkan rasa 

takut (Goodnight, 2004).  

Karakteristik utama gaya pemimpin yang menerapkan kepemimpinan 

laissez-faire adalah informasi dan sumberdaya yang minim, hampir tidak ada 

partisipasi, tidak ada keterlibatan atau komunikasi, dan pemahaman tentang 

persyaratan pekerjaan, kebijakan dan prosedur hanya terjadi di antara karyawan 

(Goodnight, 2004). Jadi, laissez-faire sering digambarkan sebagai bentuk tanpa 

kepemimpinan (Bass, 1985; Harland et al., 2005; Kurfi, 2009) karena pemimpin 

hampir tidak memiliki pengaruh terhadap para pengikutnya. Dalam gaya 

kepemimpinan laissez-faire, sulit untuk mengidentifikasi siapa pemimpin dan siapa 

pengikutnya (Kurfi, 2009).  
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Kesimpulannya, gaya kepemimpinan laissez-faire dimanifestasikan sebagai 

gaya kepemimpinan yang paling buruk dan paling tidak efektif, terutama dengan 

mengacu pada kasus di mana pemimpin menggunakan praktik standar tanpa 

intervensi dan lepas tangan untuk memimpin para pengikut. Selain itu, dalam gaya 

kepemimpinan ini, prosesnya tidak terkendali karena karakteristik utama dan gaya 

tersebut dapat menyebabkan anarki, kekacauan, dan inefisiensi, serta dapat 

dianggap tidak berguna (Goodnight, 2004). Sebagai konsekuensinya adalah konflik 

disfungsional dan kurangnya prestasi adalah konsekuensi negatif lebih lanjut dari 

kepemimpinan laissez-faire (Gill et al., 1999). 

Berikut peneliti sajikan kelebihan kepemimpinan multifaktor yang dapat 

menjadi penopang bagi praktik kepemimpinan pendekatan kepemimpinan pada 

keselamatan kerja. 

Tabel  2 Kajian Pustaka Variabel Health Anxiety Inventory (HAI) 

Nama Spesifik Dimensi Dikembangkan oleh 

Effective Safety 

Leadership 

1. Care   Cooper (1998) 

2. Control  

Safety Culture 

Leadership 

Inventory (SCLI) 

  

1. To make the case for change  Carrillo & Simon 

(1999) 2. To create a shared vision  

3. To build trust and open 

communication  

 

4. To develop capabilities   

5. To monitor progress    

6. To recognize accomplishments  

10 Leadership 

Qualities for a 

Total Safety 

Culture 

1. Leaders focus on process  Geller (2000) 

2. Leaders educate   

3. Leaders use conditional 

statements  

 

4. Leaders Listen First   

5. Leaders Promote Ownership   

6. Leaders Encourage Choice   

7. Leaders Set Expectations   

8. Leaders are Confident but 

Uncertain  

 

9. Leaders Look Beyond the 

Numbers  

 

10. Leaders Make More 

Distinctions 

 

  

No name 1. Visibility  
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Nama Spesifik Dimensi Dikembangkan oleh 

2. Relationships  O’Dea & Flin 

(2001) 

3. Workforce involvement   

4. Proactive management  

Safety Leadership 

Scale (SLS) 

1. Safety Coaching  Wu (2005) 

2. Safety Caring   

3. Safety Controlling  

Sumber: Çalış and Büyükakıncı (2019) 

Tabel 2 menjustifikasi penelitian ini di mana kepemimpinan multifaktor 

terkait penelitian penting dalam kepemimpinan dan manajemen. Untuk itu 

memerhatikan variabel kecemasan menjadi kebutuhan yang penting dan seharusnya 

diperhatikan oleh para pemimpian dan manajer. Karena kedudukan aspek 

kecemasan yang signifikan ini, penelitian ini menganalisis kecemasan akibat politik 

lokal pada bidang pengelolaan pendidikan sehingga pendidikan Indoensia mampu 

mengejar ketertinggalan dengan negara-negara lain. 

9. Politik Lokal dan Perilaku Politik Oligarki 

Politik lokal bersumber dari keberadaan pelembagaan yang pada dasarnya 

merupakan kajian institusi dalam berbagai konteks pertukaran manusia. Ini 

bernegosiasi dengan lembaga yang digambarkan sebagai "aturan, tradisi atau 

ritual", "prosedur dan interaksi pemerintah", "pola aliansi kemasyarakatan", 

"pendekatan dan teknik tertentu", "pertukaran berbentuk yang dapat diramalkan", 

dan "prinsip standar tidak resmi, perjanjian tertulis, institusi yang rumit” (Guy 

Peters, 1999; Lowndes & Roberts, 2013). 

Penggambaran campuran ini mengatakan bahwa lembaga hidup di setiap 

ruang faset orang, dari kemasyarakatan, kebutuhan hidup sehari-hari, hingga 

politik. Orang mampu mencitrakan pasar, pemilu, partai politik, masjid, 

pernikahan, dan media bertindak sebagai lembaga. Institutionalists percaya bahwa 

tindak tanduk dan keunikan orang berwujud dan dikendalikan oleh lembaga di 

mana mereka muncul dan diikuti sepanjang pertukaran orang-orang. 
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Selanjutnya, ada kombinasi antara politik lokal dan demokrasi kelas sosial 

tinggi. Demokrasi elit, sebagai pilihan untuk membangun bangunan politik, apabila 

dihadapkan dengan bentuk demokrasi liberal atau oligarki, menghadirkan gagasan 

rekonsiliasi. Demokrasi kelas sosial tinggi, yang juga dikenal sebagai demokrasi 

konsultatif kelas sosial tinggi, adalah salah satu dari empat teori pokok demokrasi: 

demokrasi persaingan, demokrasi konsultatif kelas sosial tinggi, demokrasi 

keikutsertaan, dan demokrasi konsultatif (Fishkin, 2009). 

Demokrasi kelas sosial tinggi memperjuangkan alasan bahwa kekuasaan 

keterwakilan, sekalipun ditempati oleh bentuk kelas sosial tinggi, tetap dapat 

menerima pemerintahan atau kekuasaan dengan dasar-dasar demokrasi dan 

membentuk oligarki (Barker, 2013; Schumpeter, 2013). Gagasan ini menikmati 

rekonsiliasi latar belakang bentuk elitis, yang pada dasarnya bertentangan dengan 

model demokrasi bebas yang memilih pemerintahan langsung, persaingan, dan 

terbuka. 

Demokrasi yang mengarahkan kekuasaan eksekutif merujuk kepada 

kehendak publik, seperti yang formulasikan, tidak akan didapatkan berdasarkan ide 

kelas sosial tinggi demokrasi. Demokrasi kekuasaan ini berbeda dari teori 

demokrasi keikutsertaan yang menginginkan bahwa peran serta warga negara yang 

lebih luas adalah dasar pokok legitimasi demokrasi (Thomassen, 1994). 

Ada beberapa analisis tentang kondisi politik, ekonomi, dan sosial Indonesia 

pasca Orde Baru dikuasai oleh pola pikir elitis, sementara pada saat yang sama, 

Indonesia berhasil menerapkan metode demokrasi elektoral langsung dan terbuka 

selama hampir 20 tahun dari sudut pendekatan demokrasi (Douglas Wilson, 2006). 

Dalam kemegahan metamorfosis demokrasi di beberapa negara yang dulu 

dikuasai oleh rezim otoriter atau totaliter, perhatian utama terletak pada masalah 

pengendalian keabsahan otoritas dalam pemerintahan sosial dan prototipe 

pemerintahan seperti apa yang akan digunakan (Grinin & Korotayev, 2022 ). 

Prototipe demokrasi partisipatif menyampaikan bahwa partisipasi warga negara 

secara langsung dan menyeluruh dalam prosedur pengambilan keputusan sangat 

penting untuk keabsahan demokrasi (Balderacchi, 2016). 
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Kemajuan suatu daerah terutama ditentukan oleh kemampuan dan 

kemenangan dalam melaksanakan pembangunan. Keberhasilan pembangunan 

ditentukan oleh berhasil atau tidaknya suatu kebijakan publik sesuai dengan 

tuntutan masyarakat. Kebijakan pemerintah mempunyai peranan yang tinggi dalam 

memengaruhi  berhasil tidaknya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemikiran 

dan praktik pemerintahan saat ini, berorientasi pada pembentukan pemerintahan 

yang baik diperlukan desentralisasi pemerintahan (Neave & Amaral, 2008). 

Kondisi Indonesia pasca reformasi telah memberikan kewenangan dan 

pembagian kekuasaan secara otonom kepada daerah untuk mengelola dan 

mempertahankan terlebih memajukan daerahnya dan desentralisasi. Daerah 

mandiri adalah salah satu jawaban pemerintah pusat terhadap beragam kebutuhan 

masyarakat seperti ketertiban dan penyelenggaraan negara. Ini adalah tanda bahwa 

demokrasi telah tumbuh dan berkembang di suatu negara, karena masyarakat 

memerlukan kebijakan yang lebih baik dan lebih responsif dan dekat dalam rentang 

kendali (Nurmandi et al., 2021). 

Satu dari alternatif untuk merealisasikan kebijakan yang sesuai dan tanggap 

adalah melalui kemandirian daerah melalui adanya transformasi lingkungan 

strategis dalam tatanan pemerintahan daerah. Hal ini ditandai oleh diundangkannya 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 kemudian diubah menjadi Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah memberikan peluang kepada daerah provinsi dan 

kabupaten/kota untuk mengelola dan memenuhi keperluan masyarakat sesuai 

keinginan berdasarkan cita-cita rakyat (Supusepa, 2020). 

Pelaksanaan kebijakan di luar bagian dari tata cara, di mana setiap tokoh 

dengan sendirinya berbuat apapun. Apa yang harus diperbuat berdasarkan rencana 

pembuatan kebijakan, tetapi merupakan tata cara kegiatan yang kerap kali 

diintervensi oleh banyak faktor yang sangat berdampak untuk mencapai sasaran 

dan tujuan kebijakan, serta konflik kepentingan antara para tokoh yang tergabung 

di dalamnya, seperti pimpinan dinas, petugas lapangan maupun kelompok sasaran. 

Diperlukan pemerintahan yang baik untuk mencapai sasaran kemandirian daerah 

yang optimal. 
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Tata kelola yang memadai adalah serangkaian prosedur yang diterapkan 

dalam institusi, baik swasta maupun publik, untuk mengambil keputusan. 

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi setiap 

pemerintahan untuk merealisasikan kehendak masyarakat, mencapai yang 

diimpikan suatu negara (Agere, 2000). 

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan mengikutsertakan peran serta 

rakyat luas untuk menfasilitasi terciptanya pemerintahan daerah yang demokratis 

dan good governance. Tata kelola pemerintahan yang baik mengacu pada proses 

penyelenggaraan pemerintahan melalui keterlibatan pemangku kepentingan yang 

luas di berbagai bidang untuk kepentingan semua pihak, yaitu pemerintah, swasta, 

dan masyarakat sesuai asas keadilan, kejujuran, kesetaraan, efisiensi, keterbukaan, 

dan tanggung jawab (Frey, 2008). 

Good governance berprinsip pada pemerintahan yang menyeluruh dan 

terbuka digunakan oleh pemerintahan di manapun. Ketika konsep good governance 

dimasukkan ke dalam local governance, maka disebut sebagai good local 

governance. Penelitian tentang good governance di daerah sudah banyak dilakukan 

oleh para ahli, yang mengkaji “implementasi otonomi daerah dalam mewujudkan 

good governance” (Dewirahmadanirwati, 2018). Strategi pemerintah dalam 

mengembangkan e-Pemerintah sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan 

publik: dalam perspektif otonomi daerah tentang “implementasi prinsip 

akuntabilitas publik dan kaitannya dengan reformasi birokrasi” (Al Mukhollis 

Siagian et al., 2022; Yudiatmaja et al., 2022). 

Banyak kebijakan diputuskan oleh pemerintahan daerah namun belum 

mampu mengidentifikasi permasalahan substantif masyarakat. Kondisi tersebut 

dapat diasumsikan bahwa implementasi kebijakan oleh pemerintah daerah 

diposisikan bukan bagian dari prosedur instrumental, di mana setiap tokoh dengan 

sendirinya akan melakukannya. Apa pun yang harus dilakukan sesuai dengan 

perencanaan pembuatan kebijakan, melainkan sebagai proses kegiatan yang sering 

kali dipengaruhi oleh beberapa faktor yang cukup signifikan untuk mencapai tujuan 

dan sasaran kebijakan serta konflik kepentingan antar aktor yang terlibat, baik 

sebagai pengelola, pelaksana dan kelompok sasaran (Widodo, 2021). 
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Pelaksanaannya administrasi masih dianggap sebagai kegiatan yang memiliki 

reputasi lamban, berbelit-belit, bengkak, birokrasi, tidak efisien, rutin, kaku, 

sempit, arogan, prosedur rumit, tindakan formal, dan lain-lain yang menyebabkan 

kegiatan pemerintahan menjadi tidak efektif, tidak efisien, tidak tanggap, dan tidak 

ekonomis (Juaini et al., 2021). 

Adapun prinsip otonomi daerah harus sejalan dengan prinsip good 

governance untuk mewujudkan kebijakan publik yang berkualitas sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat. Prinsip-prinsip good governance menurut UNDP (United 

Nation Development Program) adalah: (1) keikutsertaan, (2) kepastian hukum, (3) 

keterbukaan, (4) akuntabilitas, (5) berdasarkan kesepakatan, (6) keadilan, (7) 

efektivitas dan efisiensi, (8) komitmen, (9) visi strategis. Dasar-dasar tersebut harus 

ada dalam penyelenggaraan pemerintahan guna mendapatkan apa yang diharapkan 

sehingga hubungan baik dengan masyarakat dapat dirasakan (Susanti, 2022). 

Tentunya kebijakan dibuat melalui beberapa tahapan, kemudian sampai pada 

implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan praktik dari 

pemerintah yang diberikan untuk tujuan memenuhi tuntutan masyarakat. Sehingga 

kajian tentang penerapan (implementasi) prinsip-prinsip good governance dalam 

penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam membentuk kebijakan publik 

yang berkualitas perlu dikembangkan untuk menemukan langkah (kebijakan) yang 

tepat dalam perencanaan daerah (Rumesten et al., 2020). 

Penataan daerah telah diatur dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah Pasal 31 ayat 2 yang memiliki enam ruang lingkup, 

yaitu: (a) Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah; (b) 

mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat; (c) mempercepat 

peningkatan kualitas pelayanan publik; (d) meningkatkan kualitas tata kelola; (e) 

meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah; dan (f) mempertahankan 

keunikan adat, tradisi dan budaya setempat (Rumesten et al., 2020). 
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Kualitas kebijakan publik melalui penerapan nilai-nilai good governance 

sangat ditentukan oleh penyelenggara pemerintahan daerah (Androniceanu, 2021). 

Sementara itu, penyelenggara pemerintahan daerah sesuai dengan Undang - 

Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 57 yang pada intinya adalah penyelenggara 

pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan 

DPRD dibantu oleh perangkat daerah (Hsb, 2019). 

Terkait dengan bagaimana kepala daerah (Gubernur dan Bupati/Walikota) 

dan bagaimana DPRD (Provinsi, Kabupaten/Kota) memelajarinya (rancangan 

perubahan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada 

DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta merumuskan dan menetapkan RKPD) 

dalam menjalankan amanat konstitusi, check and balance (saling mengawasi dan 

menyeimbangkan) tergantung bagaimana kedua penyelenggara pemerintahan 

daerah itu menerapkan prinsip-prinsip good governance (Mazepus & Toshkov, 

2022). Pembangunan sebagai proses perubahan masyarakat melalui pembuatan 

kebijakan, di mana kemiskinan harus dihilangkan, kreativitas dan pengetahuan 

ditingkatkan, dan kesehatan menjadi primadona bagi masyarakat (Puspitawati et 

al.). 

Daerah provinsi dan kabupaten/kota memiliki berbagai persoalan 

pembangunan sesuai lingkup rumah tangganya yang harus ditangani secara tepat 

oleh penyelenggara pemerintahan daerah. Kemudian secara garis besar persoalan 

dapat dibaginya menjadi 2 (dua) yaitu: (a) Sumberdaya alam (SDA) meliputi: 

sumberdaya daratan, sumberdaya laut dan perairan, sumberdaya hutan dan air, dan 

sumberdaya mineral; (b) Sumberdaya manusia (SDM), meliputi: pendidikan, 

tenaga kerja, agama, olahraga dan pembinaan kepemudaan, pemberdayaan 

perempuan, kesehatan dan kesejahteraan sosial (Evendia & Firmansyah, 2021). 
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Sampai saat ini kondisi daerah sesuai dengan isu pembangunan di atas masih 

menjadi catatan serius. Sehingga untuk menindaklanjuti berbagai persoalan 

pembangunan di atas, penyelenggara pemerintahan daerah harus benar-benar 

menerapkan prinsip-prinsip good local governance dalam membentuk kebijakan 

publik yang berkualitas sehingga tepat guna untuk menjawab persoalan 

pembangunan, mewujudkan kesejahteraan rakyat, dan mencapai tujuan negara 

(Donnison et al., 2021). 

Secara implisit mengatakan bahwa legalitas politik ditentukan oleh 

pertanggungjawaban pemerintah yang dipetik dari konsekuensi pemilu yang 

meluas, berporos dari prototipe pemerintahan elitis yang tidak memberikan ruang 

berdaulat bagi masyarakat untuk berkomitmen secara mandiri dan sukarela dalam 

pengambilan keputusan serta bebas dari pengambilan keputusan-keputusan. 

pembuatan dan proses secara sukarela (Balderacchi, 2016). 

Terlepas dari itu, baik secara teoretis maupun empiris, fenomena kekuasaan 

politik yang melibatkan elit legitimasi dalam prosedur demokrasi tetap tidak dapat 

dihindari. Hal ini telah lama diprediksi oleh banyak akademisi, termasuk kapitalis, 

sosialis, dan demokratik, yang mengemukakan teori demokrasi elit (Schumpeter, 

2013). Selain itu, juga menawarkan gagasan tentang model tata kelola 

pemerintahan yang mewakili yang dapat bersama-sama dengan dasar-dasar 

demokrasi (Landemore, 2020). 

Inti dari analisis Indonesia tentang oligarki adalah demokratisasi telah 

mengubah tubuh politik Indonesia tanpa memberantas kekuasaan oligarki. Winters 

maupun Robison dan Hadiz mengakui bahwa tatanan hukum demokrasi elektoral 

dapat hidup berdampingan dengan pemerintahan oligarki yakni demokrasi 

representasi minimalis atau prosedural (Przeworski, 1999). Hadiz dan Robison 

menganggap oligarki dan demokrasi prosedural bersepakat dan menemukan bahwa 

pemilu yang berpengaruh telah mengubah perilaku oligarki. Kedua analisis 

mengesahkan bahwa demokrasi memiliki dampak yang nyata pada pemerintahan 

oligarki, tetapi menolak bahwa ini menunjukkan bahwa oligarki harus ditolak oleh 

pemilu yang kompetitif. Hal ini memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap 

setiap penilaian terhadap tingkat demokrasi Indonesia pasca-Soeharto.  
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Perilaku dan metode oligarki disesuaikan dengan keharusan demokrasi 

elektoral yang tidak ada "kemajuan" institusional, elektoral, atau mobilisasi untuk 

oligarki. Menurut Winters, Robison, dan Hadiz, rentang transformasi politik yang 

diperlukan untuk mengganggu hubungan antara aset dan kekuatan politik di 

Indonesia sebenarnya tidak kalah revolusionernya (Ford & Pepinsky, 2013). 

Perbedaan pertama dan sentral antara kedua analisis oligarki terletak pada 

definisinya. Kedua tesis ini menekankan konsep kunci dari pertahanan kekayaan. 

Robison dan Hadiz menggambarkan oligarki sebagai "sistem hubungan kekuasaan 

yang memungkinkan pemusatan kekayaan dan otoritas serta pertahanan 

kolektifnya" (Hadiz & Robison, 2004) dan Winters sebagai "politik pertahanan 

kekayaan di antara aktor-aktor yang diberkahi secara materi" (Winters, 2011).  

Robison dan Hadiz jelas-jelas neo-Marxis dalam memposisikan oligarki 

dalam perkembangan kapitalisme global. Winters lebih pada perhatian Weberian 

tentang peran dan lokus paksaan dalam politik pertahanan kekayaan. Dengan kata 

lain, baik Robison maupun Hadiz dan Winters memahami oligarki secara berbeda 

dari para analis oligarki, dominasi elit, dan fenomena terkait yang bekerja dengan 

tradisi elit kekuasaan, mereka juga memahaminya dengan sangat berbeda satu sama 

lain. Perbedaan mendasar ini memiliki konsekuensi besar bagi operasionalisasi 

pertahanan kekayaan sebagai sebuah konsep. Bagi Hadiz dan Robison, sifat kolektif 

oligarki adalah fundamental, seperti halnya kesepakatan antara konflik kekayaan 

dan otoritas politik. Definisi oligarki Winters, sebaliknya, tidak memerlukan 

perilaku kolektif oleh oligarki, atau pengejaran atau pembelaan otoritas (Ford & 

Pepinsky, 2013). 

Di Indonesia, pendekatan-pendekatan ini berbeda dalam unit analisis 

utamanya. Dengan definisi oligarki sebagai politik pertahanan kekayaan oleh aktor 

kaya materi, analisis Winters pada aktor individu yang terkadang bertindak secara 

kolektif tetapi sering tidak. Munculnya berbagai bentuk oligarki—berperang, sipil, 

kesultanan, dan penguasa—yang dihadirkan dalam oligarki terutama ditentukan 

oleh berbagai ancaman yang dihadapi oligarki dan bagaimana pertahanan kekayaan 

dilakukan.  
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Politik elektoral adalah saluran yang memungkinkan untuk menjalankan 

kekuasaan dalam mengejar pertahanan kekayaan, dan oligarki dapat memilih untuk 

mendukung, mensponsori, atau bahkan menjadi elit politik. Tetapi sementara 

"ketidaksetaraan material yang ekstrem pasti menghasilkan ketidaksetaraan politik 

yang ekstrem". Winters (2011), tidak mengharuskan semua oligarki individu 

terlibat dalam bidang politik atau memegang posisi pemerintahan langsung. Hal ini 

kontras dengan penekanan Robison dan Hadiz pada sistem kolektif hubungan 

kekuasaan di Indonesia dan hubungan yang berkembang antara negara dan borjuasi, 

yang merupakan perpaduan akumulasi kekayaan dan kekuatan politik dari Orde 

Baru. Tidak ada pendekatan yang pada akhirnya lebih mengutamakan struktur 

daripada agensi, tetapi analisis Winters tentang politik Indonesia secara relatif lebih 

menekankan pada agensi daripada analisis Robison dan Hadiz (Ford & Pepinsky, 

2013). 

Pertama, identitas dan pentingnya “orang luar” sebagai tantangan oligarki 

juga berbeda dalam kedua pendekatan tersebut. Penggabungan akumulasi kekayaan 

dan kekuatan politik serta penekanan pada aspek sistemik oligarki dalam 

konseptualisasi Robison dan Hadiz menyiratkan bahwa pihak luar adalah mereka 

yang bukan anggota elit politik-birokrasi. Winters membedakan antara oligarki dan 

aktor dalam formasi sosial yang mampu mengumpulkan sumberdaya substansial 

selain kekayaan materi dan menggunakannya untuk mengancam kapasitas oligarki 

untuk terlibat dalam pertahanan kekayaan. Jadi, seperti jenis pesaing kekuasaan 

non-oligarki lainnya, "elit politik" hanya dapat dibaca sebagai kategori analitis 

ketika sumber dayanya cukup untuk mengancam kepentingan material orang-orang 

yang sangat kaya (Ford & Pepinsky, 2013). 

Kedua, analisis mengajukan peringatan serupa ketika datang ke "orang luar" 

yang mengandalkan kekuatan mobilisasi. Ketiga, peneliti menunjuk pada 

disorganisasi dan fragmentasi kelas pekerja Indonesia, dan, tentu saja, kekuatan 

oposisi lainnya (Aspinall, 2013). Implikasi fragmentasi ini berbeda untuk kedua 

analisis tersebut. Hubungan kelas merupakan masalah utama bagi Robison dan 

Hadiz. Dalam kasus Indonesia, mereka berpendapat, kelas pekerja tidak berdaya 

untuk mengejar kepentingannya atau dalam aliansi dengan kelas menengah liberal.  
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Winters setuju bahwa kelas pekerja Indonesia tidak cukup kuat untuk 

menantang sumberdaya material oligarki, tetapi berpendapat bahwa kelas pekerja 

hanyalah salah satu kendaraan potensial untuk kekuatan mobilisasi di Indonesia 

atau di tempat lain. Dengan kata lain, di mana Robison dan Hadiz memahami 

gerakan kelas pekerja sebagai hasil logis dari eksploitasi berbasis kelas, Winters 

memilih untuk tidak melihat ke kelas tetapi lebih pada kekuatan mobilisasi—yang 

kadang-kadang bertepatan dengan formasi kelas tertentu—sebagai perbedaan 

fundamental jenis sumberdaya listrik, yang menawarkan kemungkinan perubahan 

eksplosif tetapi hanya sedikit yang lain. Hal ini demikian, menurutnya, karena 

kesulitan dalam mempertahankan aktivitas mobilisasi tingkat tinggi, tetapi juga 

karena kekayaan materi yang besar dapat digunakan untuk membeli mobilisasi dan, 

memang, bentuk-bentuk kekuasaan lainnya (Ford & Pepinsky, 2013). 

Perbedaan terakhir antara dua analisis oligarki terletak pada skala atau tingkat 

analisisnya. Analisis Winters menggunakan contoh-contoh dari berbagai tingkat 

yurisdiksi kekuasaan oligarki, tetapi dalam kasus Indonesia hanya sedikit 

pembahasan tentang bagaimana menerapkan konsep skala dan intensitas oligarki di 

luar Jakarta, atau tentang bagaimana kekuatan oligarki pada skala yang berbeda 

dapat berinteraksi. Di beberapa lokasi di pinggiran Indonesia, termasuk wilayah 

yang paling jelas kaya sumber daya, oligarki "tingkat nasional" memiliki 

kepentingan langsung dan mungkin mencari pengaruh langsung. Akan tetapi, 

penting juga memperhatikan oligarki lokal, yang keberadaannya penting bagi 

pemahaman kita tentang politik lokal baik secara empiris maupun teoretis.  

 Sumberdaya material oligarki lokal hampir selalu jauh lebih sedikit secara 

absolut dibandingkan tingkat nasional. Mereka terfokus di tempat tertentu dan 

dilengkapi sumberdaya lain yang dihasilkan sebagai konsekuensi dari posisi sosial 

dan ekonomi. Ini penting secara teoretis untuk memahami dampak kekayaan materi 

pada politik lokal dan menjelaskan bagaimana kombinasi sumberdaya kekuasaan 

yang dipegang oleh oligarki lokal bertentangan dengan penyebaran sumberdaya 

oligarki nasional yang jauh lebih kaya secara parsial di lokalitas tertentu (Ford & 

Pepinsky, 2013). 
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Sebaliknya, Hadiz dan Robison membahas politik lokal di Indonesia yang 

terdesentralisasi secara langsung. Melihat bahwa desentralisasi telah menciptakan 

arena konflik politik baru, mereka berpendapat bahwa elit politik-birokrasi lokal 

yang diwarisi dari Orde Baru menganggap arena ini produktif untuk 

mengumpulkan sumberdaya material. Maka, tidak mengherankan jika para elit 

lokal tersebut menggunakan wewenang yang diberikan kepada mereka melalui 

desentralisasi untuk mempertahankan kekayaan yang telah mereka kumpulkan dan 

peluang untuk melakukannya yang diberikan kepada mereka oleh struktur politik 

yang terkait dengan desentralisasi. Tantangan terhadap perspektif oligarki lokal ini 

terletak pada positioning sumberdaya non-material, yang diakui Hadiz dan Robison 

sebagai komponen esensial dari konfigurasi kekuasaan lokal, namun tidak serta 

merta diteorikan (Ford & Pepinsky, 2013). 

Perbedaan-perbedaan ini -dalam definisi, fokus, unit analisis, perlakuan 

terhadap pihak luar, dan skala- dengan jelas menggambarkan dua pemahaman 

dominan tentang oligarki dalam keilmuan kontemporer di Indonesia. Tentu saja, 

untuk alasan-alasan yang diuraikan di atas, akan keliru jika kita terlalu berlebihan 

dalam membedakan perbedaan-perbedaan ini, karena ada kesamaan-kesamaan 

yang luas di antara analisis-analisis ini. Tetapi seperti menjadi jelas di antara semua 

peserta lokakarya Sydney, kritik terhadap konsepsi Winters tentang oligarki tidak 

serta merta merupakan kritik terhadap Robison dan Hadiz dan sebaliknya. 

Demarkasi yang cermat dari kekhasan kedua pendekatan, sambil mengakui 

kesamaan mereka yang mendalam, diperlukan untuk memahami bagaimana 

oligarki digunakan sebagai cara untuk memahami pentingnya kekayaan materi 

yang terkonsentrasi dalam ekonomi politik Indonesia. Perbandingan yang cermat 

atas karya-karya para penulis ini memungkinkan penilaian yang lebih baik tentang 

kekuatan dan kelemahan pendekatan umum mereka -yang berfokus pada oligarki- 

oleh para sarjana lain yang bekerja di dalam dan di luar tradisi ini (Ford & Pepinsky, 

2013). 

 

 



63 
 

 

Dalam konteks politik lokal, kebijakan dan pertimbangan rekrutmen, 

pengelolaan, dan mutasi kepala sekolah merujuk pada proses pengambilan 

keputusan yang terkait dengan kepemimpinan sekolah di tingkat lokal. Kebijakan 

dan pertimbangan ini mencakup strategi dan prosedur yang digunakan untuk 

merekrut, mengelola, dan memutasi kepala sekolah dalam suatu daerah atau 

wilayah. 

Kebijakan rekrutmen kepala sekolah dalam politik lokal melibatkan proses 

seleksi dan penempatan kepala sekolah yang sesuai dengan kebutuhan sekolah dan 

masyarakat. Pertimbangan dalam kebijakan ini mencakup penerapan kriteria dan 

standar yang jelas untuk memilih kepala sekolah yang berkualitas, termasuk 

pendidikan, pengalaman, dan kompetensi kepemimpinan. Proses rekrutmen yang 

transparan dan inklusif dapat melibatkan partisipasi orang tua, guru, dan komunitas 

dalam memilih kepala sekolah yang dianggap paling cocok untuk sekolah setempat. 

Kebijakan pengelolaan kepala sekolah melibatkan aspek-aspek seperti 

penilaian kinerja, pengembangan profesional, dan pembinaan kepala sekolah. 

Pertimbangan dalam kebijakan ini mencakup metode penilaian yang objektif dan 

adil untuk mengukur kinerja kepala sekolah, serta program pengembangan 

profesional yang berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan 

mereka. Kebijakan juga dapat mencakup pembinaan kepala sekolah oleh dewan 

sekolah atau mentor yang berpengalaman. 

Kebijakan mutasi kepala sekolah dalam politik lokal melibatkan proses 

perpindahan kepala sekolah antar sekolah atau posisi kepemimpinan yang berbeda. 

Pertimbangan dalam kebijakan ini mencakup kebutuhan dan kepentingan sekolah, 

kualifikasi kepala sekolah yang sesuai dengan tugas baru, serta pemenuhan 

kebutuhan kepemimpinan di berbagai sekolah. Mutasi kepala sekolah dapat 

dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti performa, pengembangan karir, kebutuhan 

rotasi kepemimpinan, atau kepentingan politik yang mungkin ada di tingkat lokal. 
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Penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan pertimbangan terkait 

rekrutmen, pengelolaan, dan mutasi kepala sekolah didasarkan pada prinsip 

transparansi, keadilan, dan kepentingan pendidikan yang lebih luas. Proses 

pengambilan keputusan harus melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak, 

termasuk guru, staf, orang tua, dewan sekolah, dan komunitas setempat. Hal ini 

akan membantu memastikan bahwa kebijakan yang diadopsi mendukung kualitas 

pendidikan yang lebih baik dan kepentingan siswa di tingkat lokal. 

Siasat atau strategi perekrutan, pembinaan, dan mutasi kepala sekolah, dalam 

konteks politik lokal, dapat menjadi bagian dari strategi politik yang digunakan oleh 

pihak-pihak terkait untuk mencapai tujuan dan mempengaruhi pengambilan 

keputusan terkait kepemimpinan sekolah. Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut 

mengenai setiap aspek tersebut. 

Perekrutan kepala sekolah dapat menjadi subjek siasat politik. Pihak-pihak 

yang memiliki kepentingan dalam pengangkatan kepala sekolah dapat 

menggunakan strategi dan taktik untuk mempengaruhi proses seleksi. Ini dapat 

melibatkan lobbying, pengaruh politik, atau penggunaan jaringan hubungan untuk 

mendapatkan keuntungan dalam proses perekrutan. Pihak-pihak yang 

berkepentingan dapat mempromosikan calon kepala sekolah tertentu yang dianggap 

memiliki afiliasi atau kepentingan yang sesuai dengan mereka. 

Setelah kepala sekolah terpilih, politik lokal juga dapat mempengaruhi 

strategi pembinaan kepala sekolah. Para pemangku kepentingan seperti dewan 

sekolah, organisasi guru, atau lembaga pendidikan mungkin menggunakan 

pengaruh politik mereka untuk mempengaruhi program pembinaan kepala sekolah. 

Mereka dapat mempromosikan agenda atau pendekatan tertentu dalam 

pengembangan kepala sekolah, termasuk pelatihan, pengawasan, atau 

pengembangan profesional yang sesuai dengan kepentingan mereka. 
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Mutasi kepala sekolah juga dapat menjadi aspek politik dalam konteks lokal. 

Pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam pemindahan kepala sekolah, seperti 

dewan sekolah, kepala dinas pendidikan, atau kelompok kepentingan lainnya, dapat 

menggunakan strategi politik untuk mempengaruhi keputusan mutasi kepala 

sekolah. Mereka dapat menggunakan pengaruh politik mereka untuk memindahkan 

kepala sekolah yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan mereka atau 

mempromosikan kepala sekolah tertentu ke posisi yang lebih strategis. 

Penting untuk mengingat bahwa siasat yang terkait dengan perekrutan, 

pembinaan, dan mutasi kepala sekolah haruslah didasarkan pada pertimbangan 

yang jujur, transparan, dan berlandaskan kepentingan pendidikan yang lebih luas. 

Penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mengutamakan kualitas 

pendidikan, kepentingan siswa, dan keadilan dalam sistem pendidikan. 

10. Kecemasan dan Kecemasan Akibat Politik Lokal 

Kecemasan diartikan sebagai keadaan gelisah dan ketakutan atau ketakutan 

yang disebabkan oleh tindakan antisipasi terhadap sesuatu yang mengancam. 

Kecemasan berlebihan dapat menyebabkan kinerja yang buruk (Scovel, 1980). 

Kecemasan merupakan suatu konsep yang relatif kompleks yang melibatkan 

perasaan seseorang tentang kemampuannya dan penilaian yang harus dihadapi 

seseorang dalam suatu situasi yang dapat mengakibatkan kecemasan tingkat tinggi. 

Kecemasan yang tinggi dapat menyebabkan stres pada seseorang dan stres ini 

bervariasi. Sebagian besar bersumber dari perasaan seperti ketegangan dan tekanan 

terhadap sesuatu yang kompleks dan melibatkan aspek psikologis. Kecemasan 

dapat menyebabkan efek negatif yang parah jika seseorang tidak mengetahui cara 

efektif untuk mengatasi perasaan ini. Hal itu dapat menyebabkan tekanan 

sedemikian rupa sehingga kemampuan seseorang untuk menjalani kehidupan 

normal dapat sangat terganggu (Fontana & Abouserie, 1993). 
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a. Kecemasan dan Ketakutan dalam Filosofi Eksistensialis 

Kecemasan, baik sebagai bagian integral dari kondisi manusia dan dalam 

bentuk patologisnya, telah lama menyibukkan pemikiran filosofis dan medis 

(Horwitz, 2013) dan berbagai konsepsi menginformasikan pemahaman tentang 

kecemasan dan relevansinya (Kinnvall & Mitzen, 2020). Sementara ini kecemasan 

mengacu pada konsepsi eksistensialis, landasan teoretis alternatif untuk 

mengintegrasikan kecemasan ke dalam teori dapat ditemukan, paling menonjol di 

Freud dan Lacan (Burgess, 2017; Cash, 2020). Meskipun eksistensialisme berasal 

dari tubuh pemikiran yang bersatu, Heidegger dengan keras menolak label 

eksistensialisme (Reynolds, 2014). 

Menurut The Institute for Precarious Consciousness, setiap fase kapitalisme 

merujuk pada 'pengaruh reaktif dominan', kekuatan yang melemahkan yang 

dihasilkan oleh kekuatan hegemonik di wilayah inti kapitalisme. Pengaruh dominan 

reaktif bukanlah pengaruh yang baru atau unik, tetapi berlaku secara dinamis. 

Penderitaan karena dominasi kapitalisme pada abad ke-19 membentuk Fordisme. 

Fordisme, struktur afektif yang dominan dari kapitalisme neoliberal, adalah 

kecemasan sebagai mode yang melemahkan politik emansipatoris (Consciousness, 

2014). 

b. Perbedaan dan Hubungan antara Kecemasan dan Ketakutan 

Eksistensialis menganggap kecemasan sebagai bagian kondisi manusia dan 

berbeda dari takut karena ancaman dan objek konkret. Kierkegaard menyatakan 

bahwa objek kecemasan 'tidak ada' dan menyamakannya dengan perasaan pusing 

yang didapat dari menatap ke jurang (Kierkegaard, 1980, 2000).  Bukan ancaman 

konkret tetapi seseorang mengalami 'kemungkinan-kemungkinan' (Kierkegaard, 

1980). Kierkegaard menganggap kecemasan muncul ketika individu menghadapi 

pertanyaan tentang signifikansi eksistensial dan menemukan bahwa perhitungan 

rasional tidak dapat memberikan jawaban yang cukup; individu kemudian dipaksa 

untuk membuat pilihan (Reynolds, 2014). Kierkegaard berpendapat bahwa Tuhan 

adalah yang tidak diketahui berarti tidak adanya kepastian, percaya Tuhan selalu 

melibatkan pilihan individu dan 'lompatan iman' (Reynolds, 2014). 
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c. Jenis Kecemasan 

Kecemasan, asal-usulnya, bentuk dan karakternya, adalah titik eksplorasi 

Tillich. Kecemasan bagi Tillich adalah pengakuan akan ancaman ketidakberadaan; 

itu secara ontologis diperlukan dan merupakan lawan dari keberanian. Mengikuti 

polanya dalam menciptakan dialek antara eksternal dan internal, universal dan 

partikular, Tillich membedakan antara kecemasan, respons terhadap 

ketidakberadaan, dan ketakutan sebagai respons spesifik objek. Ketakutan secara 

inheren adalah "ketakutan" akan sesuatu, sedangkan kecemasan selalu secara 

langsung dihasilkan dari menghadapi ancaman ketidakberadaan (kehampaan 

sejati). Tillich membedakan antara tiga jenis kecemasan (ontik - kecemasan akan 

nasib dan kematian; spiritual -kecemasan akan kekosongan dan 

ketidakbermaknaan; dan moral- kecemasan akan rasa bersalah dan penghukuman 

dan kemudian membedah masing-masing untuk menunjukkan bagaimana mereka 

dihasilkan dari pengakuan manusia, kondisi, dan bagaimana lingkungan spesifik 

dari periode sejarah yang berbeda menyebabkan prevalensi jenis kecemasan 

tertentu. Dia selanjutnya menerapkan kategori kecemasan ke neurotik dan patologis 

untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang karakter mereka. Orang 

neurotik, yang menyadari bahaya ketidakberadaan, membangun benteng keamanan 

palsu ketika menghadapi kecemasan, dan dapat menunjukkan serangan kreativitas 

yang intens, tetapi dengan mengorbankan potensi manusia sepenuhnya, sedangkan 

kecemasan patologis sebaliknya adalah akibat dari ketidakmampuan total orang. 

Menghadapi kecemasan eksistensial mereka, dan menghasilkan kepastian yang 

mengarah pada fanatisme. Kecemasan yang sehat adalah yang mengarah pada 

keberanian untuk menyerap ancaman ketidakberadaan ke dalam diri sendiri melalui 

tindakan keberanian (Tillich, 2008). 

Ancaman terhadap dimensi spiritual menjadi penyebab kecemasan akan 

ketidakberartian, yang didefinisikan Tillich sebagai kecemasan tentang hilangnya 

perhatian utama, dari makna yang memberi makna pada keberadaan (Tillich, 2008). 

Karena memahami dan membentuk realitas melalui makna adalah bagian integral 

dari manusia. Keberadaan manusia menemukan penegasan spiritual dalam berbagi 

dan membuat makna. Sama seperti kecemasan tentang kematian menuntun individu 
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untuk mewujudkannya menjadi ketakutan tertentu, kecemasan akan 

ketidakberartian mendorong individu menuju pencarian kepastian dalam sistem 

makna, yang didukung oleh tradisi dan otoritas. Terakhir, menurut Tillich, ancaman 

terhadap makhluk moral menimbulkan kecemasan akan penghukuman, yang 

bermula dari ambiguitas antara yang baik dan yang jahat (Rumelili, 2020). Oleh 

karena itu, setiap tindakan manusia penuh dengan pencarian jiwa mengenai 

pemenuhan tanggung jawab moral. Kecemasan tentang penghukuman 

memprovokasi rasa bersalah dan menemukan ekspresinya dalam pencarian standar 

moral yang tidak ambigu. 

d. Kecemasan dan Kebebasan 

Meskipun konsepsi eksistensialis mengakui, seperti halnya Tillich, 

kecenderungan dominan untuk menghindari dan menyamarkan kecemasan melalui 

ketaatan yang tidak perlu dipertanyakan pada ekspektasi dan keyakinan masyarakat 

(Reynolds, 2014), mereka juga menggarisbawahi potensi penyingkapan kecemasan 

untuk memetakan keberadaan yang bermakna dan mewujudkan potensi penuh 

seseorang. Heidegger mengkritik 'kejatuhan', kecenderungan individualitas dan 

kekhasan tersesat dalam anonimitas kehidupan sehari-hari (diri mereka sendiri) 

(Reynolds, 2014). Kecemasan mengungkapkan ketidakberartian dunia yang akrab 

ini dan keterbatasan peran sosial, dan adat istiadatnya dan karenanya 

mengisyaratkan potensi individu dan pengungkapan dunia yang khas (Reynolds, 

2014). 

Menjadi bebas untuk sebagian besar potensi diri seseorang, dan dengan itu 

untuk kemungkinan keaslian dan ketidakotentikan, ditunjukkan, dengan konkret 

primordial, dalam kecemasan (Heidegger, 1996). 

Dalam pandangan penganut Heidegger, keaslian, yang kemungkinannya 

terwujud dalam kecemasan, adalah cara berhubungan dengan orang lain sedemikian 

rupa sehingga seseorang tidak tersesat pada diri mereka sendiri; itu adalah untuk 

ada keteguhan antisipatif, terbuka untuk panggilan hati nurani dan kemungkinan 

cara untuk melakukannya (Wheeler et al., 2019). Terkait dengan pandangan 

Heidegger, Kierkegaard menekankan pentingnya merangkul kecemasan - bukan 
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'tenggelam dalam kemungkinan' dan 'membujuk kecemasan yang ingin 

menyelamatkan dia 'dan belajar bagaimana menjadi cemas dengan cara yang benar 

untuk tumbuh menjadi iman (Kierkegaard, 1980). Menurut Haynes, kecemasan di 

Kierkegaard dan Heidegger membuka ruang bagi agen yang disengaja 

(diadakan/diciptakan) dan reseptif'; di Kierkegaard, ini adalah batu loncatan yang 

dapat berkembang menjadi dosa atau iman yang ketat, dan juga di Heidegger 

menjadi ketidakaslian atau keaslian yang ketat (Lurie et al., 2015).  

e. Kecemasan dan Keadaan Alamiah Hobbes 

Dalam mengemukakan kasus untuk mengintegrasikan kecemasan ke dalam 

teori Hubungan Internasional (HI), kecemasan Hobbes menempati posisi sentral. 

Secara khusus, asumsi kunci dari untaian yang berbeda dari teori HI realis mengenai 

efek anarki internasional, prevalensi konflik, keunggulan motif bertahan hidup, dan 

egoistik, memaksimalkan kekuasaan, perilaku swadaya negara telah didasarkan 

pada Hobbes. Pada saat yang sama, yang lain mengkritik cara-cara penerapan 

gagasan Hobbes di HI, dan menggunakan Hobbes sebagai batu loncatan untuk 

mempertanyakan validitas asumsi fundamental tertentu dari disiplin tersebut 

(Heller, 1980; Rumelili, 2020; Williams, 1996). 

Hobbes membahas kecemasan secara ekstensif, atau karena yakin interpretasi 

Hobbes yang lain akan menyelesaikan perdebatan dalam teori HI untuk selamanya. 

Keasyikan dengan Hobbes dalam teori HI berasal dari cara di mana interpretasi 

tertentu dari ide-idenya telah menjadi 'klise keras kepala’ (Zoellner et al., 2020) 

yang digunakan untuk meminggirkan dan mengesampingkan aspek-aspek penting 

lainnya dari politik internasional. Oleh karena itu, meskipun teori yang kaya dalam 

filsafat eksistensialis yang diuraikan di atas memberikan dasar yang murah hati 

untuk keterlibatan teori HI dengan kecemasan, melalui Hobbes dapat juga 

dikatakan secara efektif bahwa kecemasan bukan hanya faktor lain untuk 

dipertimbangkan, tetapi merupakan kondisi integral dan konstitutif.  

Hobbes menggambarkan perbedaan dan hubungan antara kecemasan dan 

ketakutan sepanjang garis yang sama dengan para eksistensialis dan menganggap 

kecemasan sebagai kondisi latar belakang persaingan egoistik untuk mendapatkan 
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kekuasaan di alam dan dasar otoritas negara. Atas dasar itu, kecemasan perlu 

diintegrasikan ke dalam teori HI sebagai faktor konstitutif yang menimbulkan rasa 

takut, bukan sebagai perhatian sekunder yang bersaing dengannya. Bersama dengan 

beberapa analisis terbaru Hobbes untuk teori HI, interpretasi ini berfokus pada 

faktor psiko-ideasional yang mendorong konflik, menyoroti peran Leviathan dalam 

membentuk tatanan simbolik kolektif, dan berfokus pada implikasi proses politik 

domestik untuk hubungan antarnegara (Bargetz, 2020). 

f. Kecemasan Kepala Sekolah Akibat Politik Lokal  

Kecemasan kepala sekolah itu nyata dan benar-benar membayangi para 

kepala sekolah. Sebagai contoh adalah sebuah pemberitaan yang mereportasikan 

adanya kecemasan itu. Pergantian dan atau rotasi kepala sekolah oleh kepala daerah 

sering menimbulkan keresahan dan kecemasan. Misalnya, rotasi terhadap kepala 

sekolah yang dilakukan secara besar-besaran pada akhir bulan Oktober oleh Dinas 

Pendidikan Sumatera Selatan, menimbulkan keresahan massal. Kepala Dinas 

Pendidikan Sumatera Selatan Bapak X dikonfirmasi melalui telepon, Selasa 

(17/10/2017) petang, mengatakan melalui pergantian kepala sekolah ini dapat 

memberikan penyegaran program-program di sekolah tersebut. Menurutnya, 

pergantian kepala sekolah tentunya akan menimbulkan berbagai polemik antara 

kepala sekolah yang masih menjabat dan calon kepala sekolah yang telah mengikuti 

diklat untuk menduduki jabatan kepala sekolah. Penjelasannya, hingga saat ini 

pihaknya belum mengungkap siapa yang akan diganti atau dipindahkan. “Pada saat 

tahu akan adanya pergantian kepala sekolah ini, ada yang menanyakan apakah 

posisi ia saat ini aman,” ujar Bapak X. 

Lebih lanjut Bapak X menyampaikan bahwa ada kepala sekolah yang terlalu 

percaya diri dengan mengisyaratkan ada pejabat penting yang melindungi posisinya 

saat ini, sehingga ia yakin bahwa posisinya tidak akan diganti atau dicopot 

jabatannya. 
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“Kita ingin meningkatkan mutu. Bukan karena kamu siapa atau dasar senang 

dan tidak senang. Rujukannya pertama Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS)” 

tegasnya. Ditegaskannya, prestasi kepala sekolah selama menjabat juga akan 

menjadi salah satu patokan penilaian oleh pihaknya. Sehingga kepala sekolah yang 

berprestasi di daerah akan pihaknya tarik untuk memimpin sekolah-sekolah terbaik 

di Sumatera Selatan. 

Terdapat perbedaan persepsi dari pihak pemerintah dan kepala sekolah. 

Pemerintah daerah tentu saja mengajukan landasan hukum dan peraturan yang ada. 

Sementara pihak kepala sekolah menganggap tidak semuanya sesuai dengan 

peraturan yang sebenarnya. Tentu saja selalu ada ruang debat dan pro dan kontra 

untuk hal ini (DiviaNews, 2011).   

Berikut disajikan data penelitian penggunaan kuesioner Health Anxiety 

Inventory (Salkovskis et al., 2002). 

Tabel  3 Karakteristik sampel pada kajian Health Anxiety Inventory (HAI) 

Kelompok  Hyp Mean 

(s.d.) 

Hyp­Panic 

Mean (s.d.) 

Panic 

Mean 

(s.d.) 

Anx 

control 

Mean 

(s.d.) 

Control 

Mean 

(s.d.) 

Usia 40.6a 

(13.2) 

34.5a,b (9.9) 40.5a 

(14.4) 

29.9b (7.2) 38.9a,b 

(16.7) 

Wanita, % 64 58 81 50 68 

Nilai-nilai yang berbagi superskrip tidak berbeda secara signifikan satu sama 

lain. Hip, Hipokondriasis; HypPanic, hipokondriasis dan gangguan panik; 

Panik, gangguan panik; Kontrol kecemasan, kelompok kontrol kecemasan. 

Sumber: Salkovskis et al. (2002) 

Tabel 3 menyatakan koefisien alfa untuk HAI adalah baik (0,95) untuk 

semua komponen secara bersama-sama. Untuk kelompok terpisah, koefisien alfa 

juga semuanya memuaskan (hipokondria, 0,88; hipokondriakal dengan gangguan 

panik, 0,88; panik, 0,92; kontrol cemas, 0,82; dan, kontrol non-pasien, 0,71. 
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Tabel  4 Rerata Standar Deviasi Skor pada Inventarisasi Kecemasan 

Kelompok  Hyp Mean 

(s.d.) 

Hyp­Panic 

Mean (s.d.) 

Panic Mean 

(s.d.) 

Anx control 

Mean (s.d.) 

Control 

Mean (s.d.) 

HAI-total  35.5a (8.8)  39.3a (9.4)  24.4b (11.7)  16.2c (6.5)  12.5c (4.8) 

Reassurance  23.2a (9.9)  22.8a (10.4)  16.9a,b (9.3)  12.3b (7.8)  10.7b (7.3) 

Avoidance  21.1a,b (13.3)  23.2b (16.2)  19.8a,b (15.2)  12.8a,c (10.9)  7.3c (5.9) 

BDI  15.2a,c (9.9)  19.2a (9.2)  20.8a (10.7)  14.5a,c (9.3)  7.9c (6.4) 

BAI  21.7a (10.4)  29.4b (12.2)  30.2b (10.0)  19.7a (7.1)  8.4c (5.7) 

STAI-State  49.6a (12.1)  52.7a (12.2)  51.9a (10.7)  45.7a (10.0)  33.5b (8.0) 

Kuesioner STAI-State: data hanya tersedia untuk 21 Hyps dan 27 HypsPanic. Nilai-nilai yang 

berbagi superskrip tidak berbeda secara signifikan satu sama lain. Hip, Hipokondriasis; 

HypPanic, hipokondriasis dan gangguan panik; Panik, gangguan panik; Kontrol kecemasan, 

kelompok kontrol kecemasan. 

Sumber: Salkovskis et al. (2002). 

Merujuk Tabel 4, semua perbandingan kelompok menghasilkan efek yang 

signifikan (HAI, F(4,161) = 56.2, p < 0.005; Skala jaminan, F(4,160) = 11.3, p < 

0.005; skala penghindaran , F(4, 159) = 6.6, p < 0.005; BDI, F(4, 159) = 7.7, p < 

0.005; BAI, F(4,161) = 20.8, p < 0.005 dan STAI-State, F(4,117) = 12.2, P < 0.005). 

Beberapa perbandingan Bonferroni (uji Bonferroni adalah jenis uji perbandingan 

berganda yang digunakan dalam analisis statistik). Tes Bonferroni mencoba untuk 

mencegah data agar tidak salah tampak signifikan secara statistik dengan membuat 

penyesuaian selama pengujian perbandingan menunjukkan bahwa, seperti yang 

diharapkan, kelompok klinis semua skor secara signifikan lebih tinggi pada ukuran 

kecemasan dan depresi daripada kontrol non-klinis. Kelompok klinis tidak berbeda 

satu sama lain dalam hal tindakan kecemasan dan depresi, menunjukkan bahwa 

mereka adalah kelompok kontrol yang tepat. Skor untuk dua kelompok 

hipokondriakal pada HAI secara signifikan lebih tinggi dari semua kelompok.  

Kontrol cemas dan non-klinis tidak berbeda satu sama lain, dengan skor 

kelompok gangguan panik secara signifikan lebih tinggi dari kelompok kontrol 

lainnya dan secara signifikan lebih rendah dari pasien yang memenuhi kriteria 

diagnostik untuk hipokondriasis. Skala pencarian kepastian menunjukkan hasil 

yang serupa, kecuali bahwa pasien gangguan panik tidak berbeda baik dari 

kelompok hipokondriakal maupun kelompok kontrol lainnya. Kekhususan paling 

tidak terlihat untuk skala penghindaran; kelompok klinis berbeda secara signifikan 

hanya dari kontrol non-klinis selain dari kelompok panik dan hipokondriasis lebih 
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tinggi daripada kelompok kontrol cemas. Berikut ini peneliti menyajikan tentang 

konsep pendidikan humanistik di mana konsep adalah representasi abstrak dan 

umum dari sesuatu yang bertujuan untuk menjelaskan objek, ide, atau peristiwa. 

Konsep juga dapat berupa serangkaian pernyataan, gagasan, atau ide yang saling 

berkaitan dan menjadi dasar untuk melakukan penelitian. Konsep bersifat personal 

dan dapat berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. Konsep didapat melalui 

pengalaman dan belajar. Kata "konsep" berasal dari bahasa Latin "conceptum" yang 

berarti sesuatu yang dapat dipahami. 

11. Konsep Pendidikan Humanistik 

Pendidikan humanis mempunyai konsep bahwa manusia sebagai subyek yang 

memiliki kemampuan menghadapi dunia dan lingkungan hidupnya, serta 

kemampuan untuk mengatasi dan memecahkan masalah-masalah yang akan 

mengancam manusia itu sendiri. Sekolah humanis adalah sekolah yang mencintai, 

memberi kebesbasan dalam berkreatifitas sesuai dengan minat dan bakatnya peserta 

didik. Tujuan kurikulum humanis harus ada perkembangan pribadi yang dinamis, 

integritas, dan otonomi sikap kepribadian yang sehat dengan lingkungan. Guru 

sebagai inisitor, motivator, dan fasilitator dalam menjalankan pembelajaran untuk 

memecahkan permasalah-permasalahan. Peserta didik memahami potensi diri 

mengembangkan potensi dirinya secara positif dan meminimalkan potensi diri yang 

bersifat negatif. 

Ajaran humanistik adalah produk dari sentimen progresivisme, liberalisme, 

dan demokrasi. Humanisme merupakan penyusun nilai-nilai yang cikal bakalnya 

lahir pada awal abad ke-16. Kebangkitan humanisme ditandai dengan gagasan 

kebebasan manusia untuk menentukan nasibnya (Hatsin, 2007). 

Humanisme sama dengan rasionalisme, liberalisme yang lahir sebagai anak 

biologis renaisans dan memiliki target dan tujuan ekstra. Jika rasionalisme adalah 

tugas untuk meneguhkan keberadaan akal dan liberalisme adalah upaya untuk 

membuka medan kompetisi yang kompetitif, maka humanisme secara sederhana 

dapat dipahami sebagai upaya untuk memperkuat sisi kemanusiaan (Hatsin, 2007). 
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Humanisme mempertimbangkan penguasaan manusia, hasrat, dan 

kecerdasan, dan menghargai disiplin yang cerdas. Manusia mengandung kapasitas 

untuk memahami segala sesuatu secara rasional melalui pertimbangannya menurut 

aturan matematika. Dalam konteks ini, nama Hugo Grotius dapat dicatat sebagai 

seorang humanis sejati yang berusaha menemukan landasan baru bagi 

pemerintahan alam dalam diri manusia itu sendiri (van Gelderen, 2022). 

Karena itu humanisme adalah benar-benar filsafat (pandangan dunia) Dewey 

(2021) yang mengandung inti memanusiakan manusia. Kemanusiaan manusia 

mencakup semua unsur kemanusiaan itu sendiri, spiritual dan biologis. Sebagai 

akibat dari teori demokrasi, ajaran humanistik mengandung nilai-nilai yang sejalan 

dengan ajaran demokrasi. Ajaran humanistik menyoroti studi tentang manusia 

secara keseluruhan sebagai individu yang meluas sepanjang hidupnya. 

Sepanjang masa lalu sebagai penggagas pembebas pemikiran, manusia 

dihadapkan pada dua pilihan, yaitu humanisasi dan dehumanisasi yang merupakan 

pilihan bagi manusia (Freire, 1996). Humanisasi dibedakan dengan keadaan 

menjadi kurang manusiawi atau bukan lagi manusia -tidak hanya menghormati 

mereka yang telah dirampas kemanusiaannya- tetapi (dengan cara yang berbeda) 

menghormati mereka yang telah dirampas kemanusiaannya itu. Menurutnya, meski 

keduanya adalah pilihan, namun humanisasi hanyalah kodrat manusia (Dewey, 

2021). Sementara itu, dehumanisasi adalah ikhtiar untuk mengubah tujuan 

mengembangkan manusia yang lebih utuh. Karena itu cepat atau lambat orang yang 

teraniaya akan bangkit untuk berperang melawan orang-orang yang telah 

merendahkan rakyatnya. Agar pekerjaan ini menjadi perhatian, yang teraniaya tidak 

boleh mencoba memulihkan kemanusiaan mereka, beralih ke teror para penindas, 

tetapi mereka harus memanusiakan kembali keduanya (Freire, 1996). 

Disinilah hakikat mengajar bagi yang teraniaya, mengajar dibawa keluar, 

bukan bagi yang teraniaya (secara individu atau kelompok) untuk mendapatkan 

kemanusiaan yang sama. Ajaran ini menjadikan intimidasi dan kausalitasnya 

sebagai entitas musyawarah kaum tertindas, dan dari sana mereka akan terlibat 

dalam perjuangan untuk membebaskan diri. Dalam pertarungan itu, ajaran kaum 

tertindas akan terus dipulihkan (Bruce & Naomi, 2011). 
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Pendidikan harus menjadi jalan menuju kebebasan tanpa batas, diakuinya 

bahwa fungsi itu terdiri dari dua fase. Pertama, manusia berevolusi sadar akan 

penindasan yang terjadi pada dirinya, mereka harus menjalani rutinitas mengubah 

negara tertindas. Kedua, ketahanan kemapanan dibangun atas apa yang telah 

dilakukan pada fase pertama, fase ini merupakan revolusi tanpa akhir yang 

disajikan dengan gerakan budaya yang membebaskan (Bruce & Naomi, 2011). 

Mengesankan untuk mengulangi apa yang telah berkembang menjadi wacana 

bersama, khususnya di kalangan pakar pendidikan, mengemukakan gagasan 

mengajar sebagai prosedur memanusiakan manusia. Prosedur ini tampaknya 

merendahkan manusia dan menghubungkannya dengan makhluk biologis lainnya. 

Oleh karena itu, menurut rumusan ini mengacu pada operasi pendidikan yang 

paling mendasar, yaitu memperluas kesadaran manusia sebagai subjek pendidikan 

tentang tugas dan perannya dalam kehidupan ini. Menurutnya, kata kesadaran 

mengandung pengertian dan implikasi yang sangat mendasar karena akan sampai 

menyentuh unsur terdalam kehidupan manusia, yaitu dinamika kejiwaan dan 

kerohanian. Dua aspek inilah yang mendorong manusia untuk menghasilkan 

kehidupan yang berbudaya dan beradab (Fajriah & Murtadho, 2021). 

Pendidikan yang efektif adalah pengajaran yang berpusat pada siswa. Yakni, 

siswa yang memiliki dorongan substansial untuk menemukan agar bermanfaat bagi 

manusia lainnya. Murid yang belajar adalah murid yang memiliki komitmen 

spiritual dan penuh kepekaan dan kesetiaan untuk memberikan keuntungan 

individu dan sosial (Gunderman et al., 2003). 

Pendidikan humanis berfokus pada pentingnya menghasilkan komunikasi 

dan kedekatan pribadi antara individu dan kelompok komunitas sekolah secara 

efektif. Mengembangkan dan membudayakan model hubungan seperti ini, siswa 

akan menampilkan diri sedemikian rupa sehingga proses pembelajaran memiliki 

hubungan yang bermakna. Dengan demikian ciri utama pendidikan humanis yang 

efektif adalah proses pembelajaran yang saling menghargai, menghormati, dan 

berkomunikasi secara optimal dalam keragaman yang berbeda (Veugelers, 2011). 
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Pengajaran humanis menuntut kemitraan dan sekolah dan masyarakat. John 

Dewey, seorang tokoh filsafat pendidikan progresif pada tahun 1859-1952 M, 

menegaskan bahwa hilangnya dunia pendidikan baru disebabkan oleh pengabaian 

prinsip dasar yang hakiki, yaitu bahwa sekolah adalah miniatur masyarakat (Faye, 

1999). Akibatnya, pendidikan modern memandang sekolah sebagai sebuah 

komunitas. Sehingga menurutnya tidak mungkin mengisolasi sekolah dari 

masyarakat. Untuk itu, tugas dan kebiasaan berpikir seorang anak harus 

ditumbuhkan dan diarahkan sesuai dengan kebiasaan hidup di masyarakat. Hanya 

saja masyarakat mempunyai keterbatasan untuk melaksanakan tugas pendidikan 

seperti ini sehingga komitmen semacam ini diserahkan kepada sekolah sebagai 

lembaga khusus yang akan melaksanakan prosedur pendidikan (Haberman, 2010). 

Untuk itu, sekolah mengemban dua misi penting, pertama, memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk berkembang secara individu. Kedua, memenuhi 

syarat berkembang secara sosial. Tugas ini melatih siswa agar minat dan 

kecenderungannya selaras dengan perkembangan masyarakat. Yang kedua 

menuntut mereka untuk dapat memahami, dan menghormati aturan dan 

menciptakan kembali peran aktif dalam membuat kemajuan dalam masyarakat 

(Bredeson, 2000). 

12. Konsep Pendidikan Behavioristik  

Behaviorisme merupakan salah satu pendekatan di dalam psikologi 

pendidikan yang didasari keyakinan bahwa anak dapat dibentuk sesuai dengan apa 

yang diinginkan oleh orang yang membentuknya. Perkembangan anak sangat 

ditentukan oleh faktor yang berada di luar anak itu sendiri, bukan dari faktor yang 

berasal dari dalam. 

Pengajaran behavioristik menyatakan bahwa belajar adalah modifikasi 

perilaku. Seseorang dikatakan belajar jika ia telah mengadakan suatu transformasi 

dalam tingkah laku. Belajar adalah konsekuensi dari interaksi antara stimulus dan 

respon. Stimulus adalah apa yang guru berikan untuk membantu siswa belajar. 

Sedangkan respon adalah tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh 

guru (Pavlov, 1906).  
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Terjadinya antara stimulus dan respon dianggap tidak signifikan karena tidak 

dapat diamati dan tidak dapat diukur. Yang diamati hanyalah stimulus dan respon. 

Jadi, stimulus disampaikan oleh guru, dan siswa menghasilkan (tanggapan), 

semuanya harus dapat dipersepsikan dan diukur (Skinner, 1935). 

Mazhab psikologi belajar yang sangat memengaruhi  prinsip perkembangan 

pendidikan dan teori dan praktik pembelajaran hingga saat ini adalah aliran 

behaviorisme. Aliran ini menggarisbawahi pembentukan tingkah laku yang muncul 

sebagai konsekuensi belajar.  

Respons atau perilaku dapat dikonstruksikan karena dipersiapkan dengan 

metode tertentu dengan menggunakan metode pembiasaan. Perilaku tersebut akan 

semakin kuat bila diberi dukungan atau penguatan.  

Pendekatan ini masih diterapkan dalam metode pendidikan di Indonesia. Hal 

ini dapat disaksikan mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) hingga 

Perguruan Tinggi(PT) masih sering dilakukan pembinaan perilaku dengan 

pembiasaan disertai dengan hukuman.  

Pembelajaran berdasarkan pendekatan behaviorisme memandang 

pengetahuan sebagai tetap, dan tidak berubah. Jadi belajar adalah perolehan 

pengetahuan sedangkan mengajar adalah mentransmisikan pengetahuan kepada 

peserta didik. Diharapkan siswa memiliki pemahaman yang identik tentang ilmu 

yang diajarkan. Dapat dikatakan bahwa apa yang dipahami oleh guru, harus 

dipahami oleh siswa (Epstein, 1980). 

Berulang kali kita mendengar dan menyuarakan ide humanisme dalam 

prosedur pendidikan. Sungguh, apa kata humanisme itu sendiri? Humanisme adalah 

ilmu untuk memanusiakan manusia. Maka dapat diartikulasikan bahwa paham 

humanisme adalah suatu teori yang menunjukkan bahwa prosedur pendidikan harus 

dimulai dan dikehendaki demi kepentingan memanusiakan manusia. Teori ini 

menyoroti bagaimana memahami masalah siswa dari berbagai dimensi, kognitif, 

afektif, dan psikomotorik. 
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Gagasan pembelajaran humanisme menjelaskan kekuatan penopang dari luar 

diri dan lingkungan seorang siswa, dan tindakan mental dalam diri siswa dipadukan 

dengan prinsip dasar teori belajar humanisme yaitu “memanusiakan manusia”, pada 

kemampuan siswa belajar dengan “meniru perilaku manusia”. yang lain". Selain 

itu, prosedur belajar yang paling penting dalam teori ini adalah kreativitas, 

preferensi pribadi, dan penyelesaian dari masing-masing individu pembelajar. 

Gagasan humanis bertentangan dengan gagasan behavioristik. Pertama, 

gagasan behavioristik percaya belajar menjadi modifikasi dari perilaku yang 

diharapkan. Perilaku ini dapat dibangun jika rangkaian pembelajaran dirancang 

dengan tepat dan siswa mendapatkan landasan yang dipersiapkan dengan baik. Di 

sisi lain, gagasan humanisme menganggap bahwa belajar adalah metodologi di 

mana siswa menghasilkan kemampuan pribadi yang unik (tidak dimiliki oleh orang 

lain) dalam menanggapi lingkungannya. Dengan kata lain, siswa merumuskan 

kemampuan terbaik yang dimilikinya (Joseph, 2019). 

Kedua, gagasan ini memiliki kelemahan yang identik, yakni siswa masih 

memandang siswa dari sudut pandangnya sendiri. Siswa masih diperhatikan 

sebagai perangkat dalam pemikiran behavioristik, sedangkan dalam humanisme 

siswa adalah manusia yang mampu membuat penilaian dan perbuatan tanpa 

memperhatikan kekuatan luar. Pada kenyataannya, siswa harus hidup 

bermasyarakat atau menyendiri tetapi selalu berada dalam situasi sosial, di mana 

mereka menjadi bagian dari situasi itu, dan situasi itu juga berkembang menjadi 

bagian dari mereka. Apa yang dilakukan siswa biasanya berpijak pada apa yang 

dilatihkan oleh keluarga, teman sebaya, dan lingkungan tempat tinggalnya (Daniel 

& Auriac, 2011). 

Jika seorang guru menggunakan satu gagasan behaviorisme saja, maka guru 

akan menemui kendala dalam pembelajaran karena pondasi yang telah dirancang 

terus menerus hilang akibat pengaruh lingkungan sosial siswa. Misalnya seorang 

guru mengajarkan muridnya untuk tidak mencuri, tetapi orang tuanya sering 

mencuri, maka sulit bagi muridnya tidak mencuri. Apalagi dalam situasi di mana 

teman sebaya sering mencuri, akan sangat bermasalah bagi guru untuk mengontrol 

lingkungan sosial siswa. 
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Sama halnya jika guru lain hanya menggunakan ide pembelajaran 

humanisme. Guru juga akan menghadapi kesengsaraan jika mereka ingin 

membebaskan siswanya untuk menghadapi tuntutan individu mereka yang unik 

karena kebutuhan setiap siswa ditanamkan dan dibentuk oleh lingkungan sosial 

masing-masing. Dapat diambil contoh, di dalam kelas ada salah satu siswa yang 

marah dan selalu mengganggu jalannya pembelajaran, sehingga sebagian besar 

siswa akan mengucilkan dan meremehkan siswa tersebut. Di sini guru pasti tidak 

akan mengizinkan siswa untuk mengembangkan perilaku tersebut dan guru akan 

mengambil tindakan (Spitz, 2021). 

Dengan demikian, dalam metode pembelajaran hendaknya tidak hanya 

mengacu pada satu gagasan pembelajaran tetapi harus mampu memadukan 

beberapa gagasan pembelajaran agar dapat mengembangkan hasil belajar yang 

optimal sesuai dengan harapan dan tujuan. 

13. Teori Motivasi 

Berkenaan dengan teori motivasi yang peneliti duga terkait dengan variabel 

penelitian ini meliputi teori motivasi Motivasi Abraham Maslow, McClelland, 

Herzberg's, dan ERG Alderfer.  

1) Teori Motivasi Abraham Maslow (Hierarki Kebutuhan) 

Menurut Abraham Maslow, tingkah laku manusia sangat dikontrol oleh 

motivasi. Hal ini menyebabkan Maslow menganjurkan gagasan motivasi dengan 

dorongan memimpin perilaku manusia sehingga dapat dituntut untuk mencapai 

tujuan. 

Maslow menyatakan bahwa motivasi mendorong perilaku yang diarahkan 

pada tujuan. Melalui motivasi, manusia dapat dikendalikan untuk kebutuhan 

tertentu. Dalam sebuah lembaga, seorang pemimpin harus mengetahui tuntutan 

pendukungnya. Maslow mengembangkan ide yang kemudian disebut teori hierarki  

kebutuhan atau The Need Hierarchy Model. 

 

 



80 
 

 

Gagasan Maslow terdiri dari tingkatan tuntutan manusia menurut skala 

prioritas. Menurut Maslow, jika kebutuhan primer terpenuhi maka secara otomatis 

seseorang akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan selanjutnya. Maslow juga 

menganggap bahwa kebutuhan individu beroperasi sebagai kekuatan pendorong 

dalam perilaku seseorang. 

Pemikiran Maslow tersebut kemudian dioperasikan oleh ilmu manajemen 

sebagai sesuatu yang harus dipelajari oleh para pelaku manajemen. Hal terpenting 

yang harus dipelajari oleh pimpinan organisasi. Karena dengan memahami teori 

motivasi ini, pemimpin harus mampu mengarahkan sumberdaya manusia menjadi 

lebih bermanfaat dan optimal. Dalam gagasan hierarki  kebutuhan Abraham 

Maslow, kebutuhan manusia dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 

Kebutuhan fisiologis: adalah tuntutan unsur seseorang seperti makanan, 

pakaian, tempat tinggal, udara, air. Tuntutan ini berkaitan dengan kelangsungan 

hidup dan pemeliharaan kehidupan manusia. Orang harus memenuhi keperluan ini 

jika tidak orang akan sangat sulit bertahan. 

Kebutuhan keselamatan: permintaan ini juga vital bagi manusia. Setiap orang 

membutuhkan keamanan pekerjaan, perlindungan terhadap bahaya, keamanan 

properti, dan banyak lagi. Biasanya permintaan ini akan muncul setelah kebutuhan 

fisiologis terpenuhi. 

Kebutuhan sosial: Masyarakat menuntut akan kebutuhan ini atas diri 

individu. Hal ini karena manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, 

orang memerlukan orang lain untuk memenuhi keperluannya, termasuk kebutuhan 

interaksi, persahabatan, dan percakapan. 

Kebutuhan penghargaan: Kebutuhan ini berafiliasi dengan tuntutan untuk 

melindungi diri sendiri, menghormati, dan menghargai orang lain. Sebagai manusia 

adalah makhluk sosial, seseorang akan membutuhkan bahwa ia ingin dihargai oleh 

orang lain. Seseorang ingin merasa dibutuhkan oleh orang lain dan ingin orang lain 

memperhatikannya sebagai seseorang yang spesial. 
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Kebutuhan aktualisasi diri: Ini adalah tuntutan tingkat tertinggi dan 

kebutuhan ini ditemui pada orang-orang yang kebutuhannya lebih rendah terpenuhi. 

Kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan pelayanan sosial atau mindfulness. 

Tuntutan tersebut dikenal dengan istilah aktualisasi. Melalui aktualisasi diri, 

seseorang berfungsi untuk lebih dihargai. Seseorang akan melakukan pelayanan 

untuk orang lain sehingga membuat dirinya lebih berarti bagi banyak orang. 

2) Teori Kebutuhan McClelland (Prestasi, Kekuasaan, dan Afiliasi) 

Teori kebutuhan McClelland adalah salah satu teori yang menjelaskan proses 

motivasi ini dengan merinci apa dan bagaimana kebutuhan itu dan bagaimana 

mereka harus didekati. David McClelland adalah seorang Psikolog Amerika yang 

mengembangkan teori kebutuhan atau Achievement Theory of Motivation yang 

berkisar pada tiga aspek penting, yaitu Achievement, Power, dan Affiliation. 

Teori ini dikembangkan pada 1960-an dan McClelland menunjukkan bahwa 

terlepas dari usia, jenis kelamin, ras, atau budaya kita, kita semua memiliki salah 

satu dari kebutuhan ini dan didorong olehnya. Teori ini juga dikenal sebagai 

Acquired Needs sebagaimana dikemukakan McClelland bahwa kebutuhan spesifik 

individu diperoleh dan dibentuk dari waktu ke waktu melalui pengalaman yang 

dimilikinya dalam hidup. 

Psikolog David McClelland menawarkan gagasan tentang kebutuhan, yang 

juga dikenal sebagai Teori Tiga Kebutuhan. Ide motivasi ini menyatakan bahwa 

kebutuhan akan prestasi, kekuasaan, dan afiliasi sangat mengontrol perilaku 

individu, yang berguna untuk dipahami dari sudut pandang manajerial. 

Teori ini dapat dianggap sebagai perluasan dari hierarki  kebutuhan Maslow. 

Menurut McClelland, setiap individu memiliki ketiga jenis kebutuhan motivasi ini 

terlepas dari demografi, budaya, atau kekayaan mereka. Jenis motivasi ini didorong 

oleh pengalaman kehidupan nyata dan pandangan etos mereka. 
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(a) Kebutuhan akan Prestasi 

Kebutuhan akan prestasi, seperti namanya adalah dorongan untuk mencapai 

sesuatu dalam apa yang orang lakukan. Jika orang seorang pengacara, itu adalah 

kebutuhan untuk memenangkan kasus dan diakui, jika seorang pelukis, itu adalah 

kebutuhan untuk melukis lukisan terkenal. 

Kebutuhanlah yang mendorong seseorang untuk bekerja dan bahkan berjuang 

untuk tujuan yang ingin dicapainya. Orang yang memiliki kebutuhan berprestasi 

tinggi adalah orang yang selalu berusaha untuk unggul dengan secara khusus 

menghindari situasi berisiko rendah dengan imbalan rendah dan sulit mencapai 

situasi berisiko tinggi. 

Orang-orang seperti itu menghindari situasi berisiko rendah karena 

kurangnya tantangan nyata dan pemahaman mereka bahwa pencapaian seperti itu 

tidak asli. Mereka juga menghindari situasi berisiko tinggi karena mereka 

menganggap dan memahaminya lebih tentang keberuntungan dan kesempatan dan 

bukan tentang usaha sendiri. Semakin banyak prestasi yang mereka buat semakin 

tinggi kinerja mereka karena tingkat motivasi yang lebih tinggi. 

Orang-orang ini menemukan cara cerdas yang inovatif untuk mencapai tujuan 

dan menganggap pencapaian mereka sebagai hadiah yang lebih baik daripada yang 

finansial. Mereka mengambil keputusan yang diperhitungkan selalu menghargai 

umpan balik dan biasanya bekerja sendiri. 

Orang yang termotivasi oleh tuntutan untuk berprestasi biasanya memiliki 

hasrat yang kuat untuk menetapkan tujuan yang menantang dan menyelesaikannya. 

Pilihan mereka adalah bekerja di lingkungan kerja yang berorientasi pada hasil dan 

selalu menghargai umpan balik tentang pekerjaan mereka. Orang-orang berbasis 

pencapaian mengambil risiko yang diperhitungkan untuk mencapai tujuan mereka 

dan dapat menghindari situasi berisiko tinggi dan berisiko rendah. Mereka selalu 

menyukai bekerja secara mandiri. Kualitas-kualitas ini membentuk nilai dalam 

struktur hierarki s yang sebagian besar berasal dari pencapaian berbasis pekerjaan. 
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(b) Kebutuhan akan Kekuasaan 

Tuntutan otoritas adalah hasrat dalam diri seseorang untuk mengontrol dan 

memerintah orang lain dan untuk memengaruhi  dan mengubah penilaiannya sesuai 

dengan kebutuhan atau keinginannya sendiri. Kebutuhan untuk meningkatkan 

harga diri dan reputasi mendorong orang-orang ini dan mereka ingin pandangan 

dan ide mereka diterima dan diterapkan di atas orang lain. 

Orang-orang ini tipe ini berhak sebagai pemimpin karena berbekal ciri 

kepemimpinan yang kuat. Selain itu, pemimpin tipe ini adalah motivator yang baik 

bagi dirinya dan juga lembaganya. Sebagaimana ciri dari motivator yang kuat 

memiiki atribut kemampuan mengendalikan orang lain dalam wujud memimpin 

dan mengkoordinasi tim mencapai tujuan. 

Seseorang yang didorong oleh tuntutan otoritas memiliki dorongan untuk 

mengendalikan orang lain. Persaingan memotivasi mereka dan mereka menikmati 

argumen yang menang. Status dan pengakuan adalah sesuatu yang mereka cita-

citakan dan tidak suka berada di pihak yang kalah. 

Mereka disiplin diri dan menginginkan hal yang sama dari rekan dan tim 

mereka. Mereka baik-baik saja memainkan permainan zero-sum, di mana, untuk 

satu orang menang, orang lain harus kalah dan kemitraan bukanlah pilihan. Tipe 

motivasi ini hadir dengan kebutuhan akan prestise pribadi, dan status pribadi yang 

lebih baik. 

(c) Kebutuhan akan Afiliasi 

Tuntutan afiliasi adalah dorongan individu untuk memiliki hubungan 

interpersonal dan sosial dengan orang lain atau kelompok orang tertentu. Mereka 

bertujuan untuk bekerja dalam kelompok dengan menciptakan hubungan yang 

ramah dan langgeng serta mempertahankan dorongan untuk disukai oleh orang lain. 

Mereka suka bersatu dengan orang lain untuk bersaing dengan mereka dan biasanya 

menghindari situasi berisiko tinggi dan ketidakpastian.  
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Individu yang didorong oleh kebutuhan akan kemitraan memilih untuk 

menjadi bagian dari kelompok. Mereka suka menghabiskan waktu untuk berbaur 

dan membina hubungan dan memiliki keinginan kuat untuk dicintai dan disambut. 

Orang-orang ini berpegang pada dasar-dasar dan bermain sesuai buku tanpa merasa 

perlu mengubah apa pun, terutama karena kecemasan akan kontradiksi. 

Individu dalam kelompok ini cenderung melekat pada standar budaya tempat 

kerja dan biasanya tidak mengubah norma tempat kerja karena takut akan 

kontradiksi. Koalisi adalah cara tampil untuk menjaga pesaing tetap nomor dua. 

Mereka bukan pencari risiko dan lebih berhati-hati dalam pendekatan mereka. 

Orang-orang ini bekerja secara efektif dalam peran berdasarkan interaksi sosial, 

misalnya bantuan klien dan keadaan interaksi konsumen lainnya. 

Teori McClelland dapat diterapkan untuk mengelola tim perusahaan dengan 

mengidentifikasi dan mengkategorikan setiap anggota tim di antara tiga kebutuhan. 

Mengetahui atribut mereka tentu dapat membantu mengelola harapan mereka dan 

menjalankan tim dengan lancar. Proses dua langkah berikut dapat digunakan untuk 

menerapkan teori kebutuhan McClelland: 

(1) Langkah 1: Identifikasi Kebutuhan Motivasi Tim 

Meneliti tim untuk menentukan mana dari tiga kebutuhan yang merupakan 

motivator bagi setiap orang. Ciri-ciri kepribadian dan tindakan masa lalu dapat 

membantu dalam proses ini. 

Misalnya, seseorang yang selalu bertanggung jawab atas tim ketika sebuah 

proyek ditugaskan. Orang yang berbicara dalam rapat untuk mendorong orang, dan 

mendelegasikan tanggung jawab untuk memfasilitasi pencapaian tujuan kelompok. 

Seseorang yang suka mengontrol hasil akhir. Anggota tim ini kemungkinan besar 

didorong oleh kekuasaan. 

Anggota tim lain yang tidak berbicara selama rapat, dan senang menyetujui 

pemikiran tim, pandai mengelola konflik dan mungkin tampak tidak nyaman saat 

seseorang berbicara tentang melakukan tugas berisiko tinggi dan berhadiah tinggi. 

Anggota tim ini kemungkinan besar didorong oleh afiliasi. 
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(2) Langkah 2: Mendekati Tim Menurut Jenis Kebutuhan Anggota 

Berdasarkan kebutuhan memotivasi anggota tim, ubah gaya kepemimpinan 

Anda untuk menetapkan proyek sesuai dengan jenis kebutuhan masing-masing 

anggota tim. Proyek yang menantang pasti akan menjadi bagian dari portofolio 

kerja seseorang yang menikmati kekuasaan sementara proyek yang relatif lebih 

sederhana diberikan kepada seseorang yang berasal dari afiliasi. 

Informasi ini sangat penting untuk memengaruhi saat menetapkan tujuan 

yang relevan untuk individu, memantau, memberikan umpan balik, 

merekomendasikan rencana pembelajaran. Jika jenis kebutuhan tertentu tidak 

sesuai dengan posisi individu, dia dapat disadarkan, sehingga mereka dapat bekerja 

ke arah yang benar atau menerima nasib mereka. 

3) Teori Dua Faktor Teori Motivasi dan Hygiene Herzberg  

Teori Maslow, teori McClelland, teori, dan ERG melihat kebutuhan dan 

konsep motivasi dari sudut pandang fungsional yang berbeda dan berteori 

bagaimana motivasi dapat dilakukan secara efektif. Salah satu teori tersebut adalah 

Teori Motivasi Herzberg. Gagasan ini juga dipelajari sebagai teori dua faktor, atau 

gagasan Motivasi-Kebersihan atau gagasan Faktor Ganda yang dicetuskan oleh 

Frederick Herzberg, seorang psikolog dan ilmuwan perilaku Amerika, pada tahun 

1959.                     

Pendekatan ini beroperasi di sekitar proposisi bahwa dua jenis faktor dapat 

ditemukan di tempat kerja, satu yang menciptakan kepuasan kerja dan memotivasi 

karyawan dan yang lainnya menyebabkan ketidakpuasan dan mengurangi moral 

dan motivasi karyawan untuk bekerja. 

Teorinya mengatakan bahwa pemenuhan pekerjaan dan ketidakpuasan 

bukanlah ujung kutub dari metrik yang identik tetapi merupakan metrik yang 

otonom dan dapat dibedakan. Kebalikan dari kepuasan bukanlah ketidakpuasan 

tetapi kurangnya kepuasan dan juga kebalikan dari ketidakpuasan bukanlah 

kepuasan tetapi kurangnya ketidakpuasan. Proposisi ini didasarkan pada temuannya 

bahwa alasan kepuasan dan penyebab ketidakpuasan adalah hal yang berbeda yang 

tidak saling bertentangan. 
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Studinya tentang berbagai aspek yang ada di lingkungan kerja yang memiliki 

dampak signifikan terhadap tingkat motivasi karyawan, dalam buku 'The 

Motivation to Work' pada tahun 1959. Faktor Kepuasan meliputi pengakuan, 

prestasi, pertumbuhan, tanggung jawab, peluang kemajuan, rasa penting. 

Sedangkan faktor ketidakpuasan meliputi kondisi kerja, gaji, kebijakan perusahaan, 

hubungan dengan rekan kerja, pengawasan, hubungan dengan bos. 

Ide Motivasi Herzberg juga dipelajari sebagai teori dua faktor didasarkan 

pada prinsip bahwa kepuasan kerja dan ketidakpuasan bertindak sendiri. Di tempat 

kerja mana pun, faktor-faktor tertentu dapat dikaitkan dengan kepuasan kerja 

sementara faktor-faktor lain terkait dengan ketidakpuasan kerja. Elemen kerja ini 

diklasifikasikan oleh Herzberg menjadi dua kategori besar, faktor Hygiene, dan 

Faktor Motivasi. 

(a) Faktor Kepuasan – Motivasi 

Karakteristik motivasi terkait dengan metrik kepuasan dan secara positif 

bertindak memastikan kepuasan atau motivasi selama periode tertentu. Faktor-

faktor ini tidak berhubungan dengan matriks ketidakpuasan. Faktor motivasi 

merupakan faktor yang memungkinkan peningkatan kinerja pegawai. Faktor-faktor 

ini lebih intrinsik sedangkan faktor Hygiene kurang lebih bersifat ekstrinsik. 

Enam komponen esensial sebagai motivasi hierarki  yaitu prestasi, 

pengakuan, sifat pekerjaan, komitmen, ekspansi, dan metamorfosis. Jika karyawan 

diakui kerja kerasnya, maka karyawan itu sendiri akan merasa puas dan akan 

termotivasi, maka membuat karyawan lain berjuang untuk itu dan akan memotivasi 

mereka juga. 

Ada faktor-faktor yang memotivasi karyawan. Faktor-faktor yang biasa 

diamati secara positif memengaruhi kepuasan disebut motivator untuk 

memasukkan sifat pekerjaan, pengakuan prestasi seseorang, peluang untuk maju, 

tanggung jawab, rasa penting, dan keterlibatan dalam proses pengambilan 

keputusan. 
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(b) Faktor Ketidakpuasan – Hygiene 

Faktor Hygiene merujuk pada faktor-faktor pekerjaan yang tidak secara 

positif menimbulkan kepuasan atau motivasi selama jangka waktu tertentu, tetapi 

menyebabkan ketidakpuasan dan penurunan moral. Faktor-faktor ini bukanlah 

elemen positif yang menyebabkan peningkatan motivasi tetapi merupakan alasan 

positif mengapa seorang karyawan harus puas dengan pekerjaannya. Faktor-faktor 

ini juga dikenal sebagai Dissatisfiers atau Maintenance Factors karena 

berhubungan dengan metrik ketidakpuasan. 

Ada enam faktor Hygiene penting: kebijakan perusahaan, pengawasan, 

hubungan dengan bos, kondisi kerja, gaji, dan hubungan dengan rekan. Misalnya, 

jika bisnis memiliki kebijakan perusahaan yang sangat kaku dan tidak akomodatif 

itu berarti ketidakpuasan sedangkan kebijakan perusahaan yang cukup fleksibel 

untuk memberi ruang bernafas tidak menyebabkan ketidakpuasan. Demikian pula, 

kondisi kerja yang aman berarti tidak ada ketidakpuasan, dan yang berbahaya dan 

tidak aman berarti ketidakpuasan. 

Tampaknya ada lebih banyak alasan yang menyebabkan ketidakpuasan 

daripada kepuasan. Faktor-faktor yang biasa diamati yang menyebabkan 

ketidakpuasan menurut teori dan disebut Hygiene termasuk kebijakan perusahaan 

yang tidak adil, hubungan dengan supervisor, manajemen mikro, kompensasi, 

kondisi kerja, pengaturan rekan kerja, keamanan kerja, status, dll. 

(c) Kedua faktor tersebut independen satu sama lain 

Perlu dicatat bahwa menurut teori dua faktor, faktor kepuasan dan 

ketidakpuasan yang disebutkan di atas bertindak secara independen, dan 

ketidakhadiran yang satu tidak menyebabkan kehadiran yang lain. Misalnya, tidak 

adanya tanggung jawab tidak menyebabkan ketidakpuasan, hanya saja bukan 

keadaan puas. Dan tidak adanya kebijakan perusahaan yang tidak adil tidak 

mengarah pada kepuasan, itu sama sekali bukan ketidakpuasan. 
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(d) Kombinasi faktor Motivator dan Hygiene 

Kombinasi sederhana dari faktor motivator dan hygiene dapat menghasilkan 

matriks yang berguna untuk mengukur motivasi seorang karyawan dan selanjutnya 

sukses bagi perusahaan. Berikut ini adalah himpunan dari kemungkinan kombinasi 

tersebut: 

Motivasi Tinggi dan Hygiene Tinggi: Seperti yang terdengar, ini adalah 

kombinasi yang indah, dan semua orang ingin mencapai ini. Dari perspektif 

organisasi, itu menghasilkan motivasi yang tinggi dan keluhan yang rendah di 

antara karyawan. 

Motivasi Tinggi dan Hygiene Rendah: Karyawan termotivasi secara 

signifikan tetapi masih menimbulkan banyak keluhan. Misalnya, pertimbangkan 

pekerjaan yang menantang dan bermanfaat tetapi kebijakan dan kondisi kerja tidak 

diterima dengan baik. 

Motivasi Rendah dan Hygiene Tinggi: Dalam situasi seperti itu, karyawan 

senang melakukan pekerjaan mereka, mendapatkan gaji di penghujung hari tetapi 

tidak memiliki keinginan untuk mengambil inisiatif dan menandai perbedaan bagi 

organisasi mereka. Pekerjaan identik dengan gaji. 

Motivasi Rendah dan Hygiene Rendah: Posisi terburuk untuk organisasi 

mana pun. Ini dapat dibandingkan dengan melihat organisasi yang gagal 

mengurangi kehadiran dan operasinya, sementara setiap karyawan praktis tidak 

mencari insentif untuk bekerja. 

(4) Teori motivasi ERG Alderfer 

Clayton Alderfer mengembangkan hierarki  kebutuhan Maslow menjadi 

model motivasi tiga faktor yang dikenal sebagai model ERG. Dalam model ini 

huruf E= existence, R= relatedness, dan G= growth masing-masing mewakili 

kebutuhan manusia yang berbeda: keberadaan, keterkaitan, dan pertumbuhan. 

Model ERG adalah teori konten motivasi. 
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Model Alderfer mengatakan bahwa semua manusia dimotivasi oleh tiga 

kebutuhan ini. Yang paling konkrit dan memotivasi dari ketiga kebutuhan Alderfer 

adalah eksistensi, yang sangat berkaitan dengan kelangsungan hidup fisik dan 

psikologis. Tingkat selanjutnya adalah kebutuhan akan keterkaitan, rasa 

kebersamaan, dan hubungan yang baik dengan diri sendiri. Kebutuhan Alderfer 

dalam model ERG yang paling tidak konkrit, tetapi tetap penting, adalah 

pertumbuhan, yang benar-benar berkaitan dengan pengembangan diri, pemenuhan, 

dan perasaan mencapai potensi seseorang. 

Bagaimana modelnya bekerja? Teori motivasi ERG Alderfer menyatakan 

bahwa individu dapat dimotivasi oleh berbagai tingkat kebutuhan pada saat yang 

sama dan tingkat yang paling penting bagi mereka dapat berubah seiring waktu. 

Dengan kata lain, prioritas dan motivasi individu mungkin berubah-ubah dan dapat 

berpindah antara tingkat keberadaan, keterkaitan, dan pertumbuhan kebutuhan dari 

waktu ke waktu. Mereka bisa bergerak ke atas, dan mereka bisa bergerak ke bawah. 

(a) Teori Motivasi ERG Alderfer dan Hierarki Maslow 

Pada hierarki  kebutuhan Maslow, individu harus memenuhi satu tingkat 

kebutuhan sebelum pindah ke yang berikutnya. Misalnya, mereka harus memenuhi 

kebutuhan keamanan mereka sebelum dimotivasi oleh rasa memiliki sosial. 

Alderfer tidak setuju. Dalam modelnya, individu tidak perlu memenuhi kebutuhan 

yang ada sebelum dimotivasi oleh kebutuhan keterkaitan mereka. 

Alderfer lebih jauh dan mengatakan bahwa individu yang berbeda berpotensi 

memprioritaskan kebutuhan dalam urutan yang berbeda berdasarkan pandangan 

hidup mereka. Contoh standar dari hal ini adalah aktor kelaparan yang termotivasi 

oleh pertumbuhan melalui seni mereka, berpotensi mengorbankan keberadaan 

mereka (yaitu mereka tidak dapat membayar sewa tetapi mengejar hasrat mereka). 

Alderfer juga mencatat bahwa bagaimana individu memandang kemajuan 

mereka dalam kaitannya dengan masing-masing tingkat kebutuhan adalah penting. 

Jika seorang individu merasa mereka membuat kemajuan besar dalam keterkaitan, 

mereka mungkin semakin termotivasi oleh pertumbuhan meskipun kebutuhan 

keterkaitan mereka belum sepenuhnya terpenuhi. Demikian pula, jika seorang 
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individu merasa frustrasi dengan kemajuan yang mereka buat dalam kaitannya 

dengan pertumbuhan, mereka mungkin meninggalkannya dan melipatgandakan 

motivasi mereka dalam kaitannya dengan keterkaitan. 

(b) Model ERG di dunia kerja 

Mungkin kebutuhan kita lebih seimbang daripada yang dipikirkan Maslow. 

Dalam model Maslow, individu tetap pada tingkat kebutuhan yang tetap sampai 

mereka puas. Ini berarti bahwa individu di tempat kerja harus bekerja untuk 

memuaskan tahap kebutuhan mereka saat ini dan bahwa para pemimpin dan 

manajer harus fokus membantu anggota tim mereka mencapai satu tingkat 

kebutuhan tertentu pada suatu waktu. 

Teori Motivasi ERG Alderfer, bagaimanapun, membalikkan pemikiran ini. 

Di bawah model Alderfer, individu dapat dimotivasi oleh tingkat yang berbeda pada 

saat yang sama, dan prioritas motivasi mereka berubah sehubungan dengan rasa 

kemajuan mereka. Mengingat hal ini, individu tidak boleh fokus pada satu tingkat 

kebutuhan pada satu waktu. Sebaliknya, mereka mungkin ingin menyeimbangkan 

motivasi mereka di seluruh tingkatan. Demikian pula, para pemimpin tidak boleh 

fokus membantu anggota tim mereka memenuhi satu tingkat kebutuhan pada satu 

waktu. Sebaliknya, mereka harus menyadari perpaduan kebutuhan yang dapat 

dimiliki manusia dan membantu kemajuan anggota tim mereka dalam kaitannya 

dengan perpaduan kebutuhan, yang akan berubah seiring waktu. 

B. Kerangka Berpikir 

Peneliti menyajikan kerangka teoretis dari perspektif terapan, efikasi diri 

sangat penting bagi kepala sekolah, karena kaitan positifnya dengan prestasi siswa 

(Hoy & Sweetland, 2000; Sackney et al., 1998; Sweetland & Hoy, 2000). Penelitian 

menunjukkan bahwa efikasi diri kepala sekolah menjadi prediktor untuk berkinerja 

efektif, seperti mampu menciptakan budaya sekolah dan lainnya yang dapat 

dimodifikasi untuk mendorong peningkatan sekolah dan prestasi siswa yang lebih 

tinggi (Bandura, 1993; Leithwood et al., 1999). Pimpinan sekolah yang efektif 

mampu menilai kelemahan dan kekuatan budaya sekolah dan fokus pada perbaikan 

area kelemahan dan membangun kekuatan mereka.  
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Komitmen kepala sekolah ditandai oleh keyakinan kuat terhadap tujuan 

organisasi, kemauan melakukan kerja ekstra untuk organisasi, dan loyalitas dan 

terus mengabdi pada organisasi. Komitmen dengan demikian menjadi "perekat" 

yang membuat karyawan tetap terikat pada organisasi. Komitmen semacam itu 

disebut komitmen afektif. Meyer dan Allen menegaskan bahwa ada tiga bentuk 

komitmen: (a) komitmen afektif, terkait dengan koneksi emosional karyawan, 

identifikasi, dan keterikatan pada organisasi; (b) komitmen berkelanjutan mengacu 

pada kehadiran karyawan, kinerja, dan perilaku kewarganegaraan organisasi, serta 

penghargaan finansial mereka; dan (c) komitmen normatif mengacu pada perasaan 

kewajiban moral karyawan terhadap organisasi. Bentuk komitmen ini harus dilihat 

secara psikologis dan bahwa karyawan perlu bekerja sama dengan pemberi kerja 

mereka (Meyer & Allen, 1997). 

Kepemimpinan transformasional seperti yang digunakan dalam penelitian ini 

mengikuti definisi berfokus lebih sempit pada dalil (Bass & Avolio, 2004; Bass, 

1999; Bass & Avolio, 1994). Bagi Bass, kepemimpinan sebelumnya umumnya 

berfokus pada transaksi antara pemimpin dan pengikut yang berkaitan dengan 

tujuan dan klarifikasi peran yang diberikan terakhir dan cara pemimpin menghargai 

atau menghukum perilaku yang diinginkan. Kepemimpinan transaksional ini 

terbatas hanya untuk memengaruhi perubahan mendasar pada pengikut; perubahan 

paradigma diperlukan untuk membuat pengikut melampaui kepentingan pribadi 

mereka demi kebaikan yang lebih besar dan untuk mencapai tujuan yang 

menantang. Ini disebut sebagai Kepemimpinan transformasional (Cherry, 2010; 

Jackson, 2020). 

Kepemimpinan transformasional memerlukan pengembangan kepercayaan 

dan keyakinan pada pengikut untuk mencapai visi dan tujuan kolektif. Ini tentang 

mengembangkan pengikut ke tingkat yang lebih tinggi dan meningkatkan 

kemampuan mereka, menantang pengikut untuk mengubah status quo, melihat 

masalah dengan cara baru, dan menghasilkan solusi kreatif. Ini tentang memotivasi, 

menggairahkan, dan memberi energi pada pengikut, dan mengharapkan kinerja 

tingkat tinggi dari mereka sambil mengarahkan mereka ke visi yang nyata dan 

tingkat kinerja yang awalnya tidak diharapkan (Bass, 1998).  
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Kepemimpinan transaksional memerlukan klarifikasi peran dan tugas dan 

menghargai kinerja yang diinginkan, secara aktif memantau penyimpangan dari 

standar, dan mengambil tindakan korektif atau campur tangan hanya ketika standar 

tidak terpenuhi. The "full-range of leadership," sebagaimana dirujuk oleh Bass dan 

Avolio, dilengkapi dengan kepemimpinan laissez-faire, di mana para pemimpin 

melepaskan tanggung jawab dan menghindari pengambilan keputusan. Bass 

percaya bahwa kepemimpinan transformasional lebih memprediksi kepuasan 

dengan pemimpin dan efektivitas organisasi daripada kepemimpinan transaksional 

atau laissez-faire (Bass & Avolio, 1994). Proposisi ini telah mendapatkan dukungan 

empiris dari berbagai ahli (Barling et al., 1996; Howell & Avolio, 1993; Howell & 

Frost, 1989; Howell & Higgins, 1990). 

Kecemasan adalah respon terhadap situasi tertentu yang mengancam, dan 

merupakan hal yang normal terjadi menyertai perkembangan, perubahan, 

pengalaman baru atau yang belum pernah dilakukan, serta dalam menemukan 

identitas diri dan arti hidup.  Kecemasan adalah reaksi yang dapat dialami siapapun. 

Namun cemas yang berlebihan, apalagi yang sudah menjadi gangguan akan 

menghambat fungsi seseorang dalam kehidupannya (Kaplan et al., 1994).  

Kecemasan merupakan suatu perasaan subjektif mengenai ketegangan mental 

yang menggelisahkan sebagai reaksi umum dari ketidakmampuan mengatasi suatu 

masalah atau tidak adanya rasa aman. Perasaan yang  tidak menentu  tersebut pada 

umumnya tidak menyenangkan yang nantinya akan menimbulkan dan/atau 

menyertai perubahan fisiologis dan psikologis (Rochman & Rohmad, 2010).  

Namora (2009) menjelaskan bahwa kecemasan adalah tanggapan dari sebuah 

ancaman nyata ataupun khayal.  Individu mengalami kecemasan karena adanya 

ketidakpastian di masa mendatang. Kecemasan dialami ketika berpikir tentang 

sesuatu tidak menyenangkan yang akan terjadi. Sedangkan Sundari (2004) 

memahami kecemasan sebagai suatu keadaan yang menggoncangkan karena 

adanya ancaman terhadap ‘kesehatan’. Kecemasan sebagai suatu keadaan 

emosional yang mempunyai ciri keterangsangan fisiologis, perasaan tegang yang 

tidak menyenangkan, dan kekhawatiran bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi.  
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Kecemasan adalah rasa khawatir, takut yang tidak jelas sebabnya. Kecemasan 

juga merupakan kekuatan yang besar dalam menggerakkan tingkah laku, baik 

tingkah laku yang  menyimpang  ataupun  yang terganggu (Nevid, 2005). Kedua-

duanya merupakan pernyataan, penampilan, penjelmaan dari pertahanan terhadap 

kecemasan tersebut (Gunarsa, 2008). Kesimpulan yang dapat  diambil  dari  

beberapa  pendapat  di atas  bahwa kecemasan adalah  rasa  takut atau  khawatir 

pada situasi tertentu yang sangat mengancam yang dapat menyebabkan kegelisahan 

karena adanya ketidakpastian  di masa  mendatang  serta  ketakutan  bahwa sesuatu  

yang  buruk akan terjadi. 

Dengan demikian, peneliti dapat jelaskan untuk hubungan antarvariabel 

adalah bahwa ada pengaruh kecemasan (x) terhadap efikasi diri (y2). Kecemasan 

(x= eksogen) memengaruhi komitmen organisasi (z). Secara tidak langsung ada 

pengaruh kecemasan (x) terhadap komitmen organisasi (z= endogen) yang 

dimediasi oleh efikasi diri (y2= endogen). Terdapat pengaruh kepemimpinan 

multifaktor (y1) terhadap komitmen organisasi (z) yang dimediasi oleh efikasi diri 

(y2) (Bandura, 1988; Bass & Avolio, 1992; Law & Guo, 2016). 

Pengaruh kepemimpinan multifaktor (y1) terhadap efikasi diri (y2). Efikasi 

diri (y2 = variabel endogen) berpengaruh terhadap komitmen organisasi (z). 

Terdapat pengaruh antara kepemimpinan multifaktor (y1) terhadap komitmen 

organisasi (z). Secara tidak langsung kepemimpinan multifaktor (y1 = eksogen) 

memengaruhi komitmen organisasi (z = endogen) yang dimediasi oleh efikasi diri 

(y2 = endogen) (Bass & Avolio, 1992; Meyer et al., 2002).  

Sedangkan untuk efikasi diri sebagai mediator, peneliti dapat jelaskan bahwa 

kepemimpinan multifaktor (y1) berpengaruh terhadap komitmen organisasi (z). 

Kecemasan (x) terhadap komitmen organisasi (z). Efikasi diri (y2) memediasi 

kepemimpinan multifaktor (y1) terhadap komitmen organisasi (z), dan efikasi diri 

(y2) memediasi kecemasan (x) terhadap komitmen organisasi (z) (Akhtar et al., 

2013; Martocchio, 1994; Tsai et al., 2011).  
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Berdasarkan kerangkan teori yang dibangun, peneliti menyajikan kerangka 

penyelesaian masalah pengelolaan kepala sekolah Sekolah Menengah Pertama 

sebagai berikut. Komitmen organisasi kepala sekolah yang selama ini 

menghasilkan lulusan yang cerdas dan berprestasi secara kognitif (model mental), 

dengan kehadiran politik lokal (para politisi) menerapkan kepemimpinan 

multifaktor dalam mengelola pendidikan di wilayah kerjanya maka efikasi diri 

kepala sekolah akan tumbuh dan terjaga yang akan memicu kepala sekolah 

berkomitmen untuk menghasilkan lulusan yang bersikap dan berkepribadian 

(model sikap/afektif) dan berperilaku (model tindakan/psikomotor) yang 

mendukung dan mengupayakan cita-cita (visi) luhur pendidikan. Peneliti 

menggambarkan kerangka alur berpikir pengaruh antarvariabel seperti pada 

Gambar 1.  

 

Gambar 1  Kerangka Berpikir 

MODEL MANAJEMEN BEBAS 

KECEMASAN KEPALA 

SEKOLAH SMP 

KEPEMIMPINAN 
MULTIFAKTOR 

KOMITMEN ORGANISASI 
KEPALA SEKOLAH SMP 

EFIKASI DIRI KEPALA 
SEKOLAH SMP 

POLITIK LOKAL 

OUTPUT DAN OUTCOME PENDIDIKAN YANG DICITA-CITAKAN 

PEMBELAJRAN OPTIMAL DAN EFEKTIF 
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Gambar 1 kerangka berpikir menjelaskan kepada kita bahwa politik lokal 

yang menjalankan kepemimpinan multifaktor mampu menjaga dan 

menumbuhkembangkan efikasi diri kepala sekolah dan berdampak kepada 

komitmen kepala sekolah. Komitmen organisasi kepala sekolah yang selama ini 

mampu menghasilkan lulusan yang pandai dan berpresati secara kognitif (model 

mental yang baik), dengan kehadiran politik lokal (para politisi) menerapkan 

kepemimpinan multifaktor maka efikasi diri kepala sekolah akan terjaga dan akan 

membantu kepala sekolah berkomitmen untuk menghasilkan lulusan yang bersikap 

dan berkepribadian (model sikap) dan perilaku (model tindakan) yang mendukung 

dan mengupayakan cita-cita (visi) luhur pendidikan dengan kata lain politik lokal 

dapat menguatkan bangunan pendidikan melalui kebijakan yang meliputi 

rekrutmen, pembinaan, dan mutasi berbasis kapasitas dan kinerja yang terukur, 

objektif, dan transparan untuk mendapatkan kepala sekolah yang memiliki loyalitas 

dan kapasitas tinggi atau komitmen organisasi di mana komitmen organisasi 

menjadi prediktor bagi kreativitas dan inivasi kepala sekolah melalui implementasi 

kepemimpinan multifaktor dengan variannya yang mampu memfasilitasi guru, staf, 

orang tua wali murid, dan siswa dari berbagai latar budaya yang mampu menjaga 

dan menguatkan efikasi diri guna menciptakan mutu interaksi guru dan siswa dalam 

bingkai pembelajaran di mana interaksi antara guru dan siswa adalah inti dari 

pendidikan. 

C. Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat 

praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Hipotesis secara ilmiah 

mencoba mengutarakan jawaban sementara terhadap masalah yang diteliti. 

Berdasarkan pertanyaan penelitian, peneliti memformulasikan hipotesis sebagai 

berikut,  

1. Pengaruh politik lokal terhadap kepemimpinan multifaktor, efikasi diri, dan 

komitmen organisasi kepala sekolah. 

a. Politik lokal berpengaruh negatif terhadap kepemimpinan multifaktor. 

b. Politik lokal berpengaruh negatif terhadap kepemimpinan transformasional. 

c. Politik lokal berpengaruh negatif terhadap kepemimpinan transaksional. 
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d. Politik lokal berpengaruh negatif terhadap kepemimpinan laissezz-faire. 

e. Politik lokal berpengaruh negatif terhadap efikasi diri kepala sekolah. 

f. Politik lokal berpengaruh negatif terhadap efikasi diri manajemen (ED1) 

kepala sekolah. 

g. Politik lokal berpengaruh negatif terhadap efikasi diri kepemimpinan 

pembelajaran (ED2) kepala sekolah. 

h. Politik lokal berpengaruh negatif terhadap efikasi diri kepemimpinan moral 

(ED3) kepala sekolah. 

i. Politik lokal berpengaruh negatif terhadap komitmen organisasi kepala 

sekolah. 

j. Politik lokal berpengaruh negatif terhadap komitmen afektif organisasi 

(KO1) kepala sekolah. 

k. Politik lokal berpengaruh negatif terhadap komitmen keberlanjutan 

organisasi (KO2) kepala sekolah. 

l. Politik lokal berpengaruh negatif terhadap komitmen organisasi normatif 

(KO3) kepala sekolah. 

2. Pengaruh kepemimpinan multifaktor terhadap efikasi diri dan komitmen 

organisasi kepala sekolah. 

m. Kepemimpinan multifaktor berpengaruh positif terhadap efikasi diri (ED) 

kepala sekolah. 

n. Kepemimpinan multifaktor berpengaruh positif terhadap efikasi diri 

manajemen (ED1) kepala sekolah. 

o. Kepemimpinan Multifaktor berpengaruh positif efikasi diri kepemimpinan 

pembelajaran (ED2) kepala sekolah. 

p. Kepemimpinan multifaktor berpengaruh positif terhadap efikasi diri 

kepemimpinan moral (ED3) kepala sekolah. 

q. Kepemimpinan multifaktor berpengaruh positif terhadap komitmen 

organisasi kepala sekolah. 

r. Kepemimpinan multifaktor berpengaruh positif terhadap komitmen afektif 

organisasi (KO1) kepala sekolah. 
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s. Kepemimpinan multifaktor berpengaruh positif terhadap komitmen 

keberlanjutan organisasi (KO2) kepala sekolah. 

t. Kepemimpinan multifaktor berpengaruh positif terhadap komitmen 

organisasi normatif (KO3) kepala sekolah. 

3. Pengaruh efikasi diri terhadap komitmen organisasi kepala sekolah? 

u. Efikasi diri (ED) kepala sekolah berpengaruh positif terhadap komitmen 

organisasi kepala sekolah (KO). 

v. Efikasi diri (ED) kepala sekolah berpengaruh positif terhadap komitmen 

organisasi afektif kepala sekolah (KO1). 

w. Efikasi diri (ED) kepala sekolah berpengaruh positif terhadap komitmen 

organisasi berkelanjutan kepala sekolah (KO2). 

x. Efikasi diri (ED) kepala sekolah berpengaruh positif terhadap komitmen 

organisasi normatif kepala sekolah (KO3). 

4. Peran kepemimpinan multifaktor sebagai variabel intervening antara politik 

lokal terhadap efikasi diri dan politik lokal dan komitmen organisasi kepala 

sekolah. 

y. Kepemimpinan multifaktor kepala sekolah tidak memediasi pengaruh 

negatif politik lokal terhadap efikasi diri kepala sekolah. 

5. Peran efikasi diri sebagai variabel intervening antara politik lokal dan komitmen 

organisasi kepala sekolah. 

z. Kepemimpinan multifaktor dan efikasi diri kepala sekolah tidak memediasi 

pengaruh negatif politik lokal terhadap komitmen organisasi kepala sekolah. 

Bab dua yang berisikan teori, konsep, juga aksioma dan  kelengkapannya 

telah peneliti sajikan. Selanjutnya, peneliti memaparkan bab tiga. Bab tiga berisi 

tentang metode bagaimana penelitian peneliti jalankan. bab tiga berisi desain, 

pendekatan, populasi, sampel dan sampling, instrumen, teknik mendapatkan data, 

teknis analisis data. Berikut, peneliti sajikan dalam bab tiga sebagai kelanjutan dari 

bab-bab sebelumnya.



 
 

 

 

 

 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

Setelah pemaparan bab dua tentang kajian pustaka, kerangka berpikir, dan 

hipotesis, peneliti memaparkan bab tiga yang meliputi A. Rancangan Penelitian, B.  

Tempat dan Waktu Penelitian, C.  Populasi, Sampel, dan Sampling, D.  Teknik 

Pengumpulan Data, dan E. Teknik Analisis Data. 

A. Rancangan Penelitian 

Metode penelitian ini adalah kuantitatif dengan analisis regresi (regression 

analysis) atau analisis jalur (path analysis) menggunakan SEM Amos. Penelitian 

ini mengidentifikasi dan menguraikan masalah atau pertanyaan termasuk untuk 

mengumpulkan, dan menganalisis data kuantitatif dari data survei yang 

dikumpulkan (Bass & Avolio, 1992) dan dianalisis oleh peneliti sesuai dengan 

prinsip (Creswell, 2014). Tahapan analisis disajikan sebagai berikut: 

1. Menjelaskan tren dalam data ke satu variabel atau pertanyaan pada instrumen 

(misalnya, “Bagaimana pengaruh langsung kepemimpinan multifaktor terhadap 

efikasi diri?”). Untuk menjawab pertanyaan ini, peneliti memerlukan Statistik 

Deskriptif yang menunjukkan kecenderungan umum dalam data (mean, modus, 

median), penyebaran skor (varians, standar deviasi, dan rentang), atau 

perbandingan bagaimana satu skor berhubungan dengan semua skor lainnya 

(skor z, peringkat persentil). Peneliti berusaha untuk menggambarkan salah satu 

variabel kita: independen, dependen, atau mediasi. 

2. Membandingkan dua atau lebih kelompok pada variabel independen dalam hal 

variabel dependen (misalnya, "Bagaimana kepemimpinan multifaktor terhadap 

efikasi diri?"). Untuk menjawab pertanyaan ini, kita membutuhkan statistik 

inferensial di mana peneliti menganalisis data dari sampel untuk menarik 

kesimpulan tentang populasi yang tidak diketahui. Peneliti menilai apakah 
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perbedaan kelompok atau hubungan antarvariabel jauh lebih besar atau lebih 

kecil dari apa yang peneliti harapkan untuk total populasi, maka peneliti dapat 

mempelajari seluruh populasi. 

3. Mengaitkan dua atau lebih variabel (misalnya, “Bagaimana pengaruh langsung 

kepemimpinan multifaktor terhadap efikasi diri?”). Untuk menjawab pertanyaan 

ini, peneliti juga menggunakan statistik inferensial. 

4. Menguji hipotesis tentang perbedaan dalam kelompok atau hubungan variabel 

(misalnya, "kepemimpinan transformasional memiliki pengaruh lebih tinggi 

daripada transaksional" atau "efikasi diri memprediksi komitmen organisasi 

kepala sekolah"). Untuk menjawab salah satu dari pertanyaan tipe ini, statistik 

inferensial juga digunakan. Hasil penelitian dilaporkan pada Bab 4.  

Untuk pengumpulan data, penelitian ini menggunakan pendekatan survei 

untuk tujuan generalisasi. Creswell (2013) menyatakan bahwa pendekatan survei 

terutama digunakan oleh para peneliti untuk mengumpulkan pernyataan pos-positif 

untuk tujuan mengembangkan pengetahuan dari berbagai dimensi variabel dan 

pengamatan atau dengan menguji teori-teori tertentu. Dalam tradisi sains Barat, dua 

filosofi penelitian utama telah diidentifikasi yaitu positivis (kadang-kadang disebut 

ilmiah) dan interpretatif (juga dikenal sebagai antipositivis) (Galliers, 1991). 

Filsafat positivis mengidentifikasi keteraturan mendalam dan membentuk 

hubungan antara beberapa elemen penyusun dunia sosial. Positivis memiliki 

asosiasi yang sukses dengan ilmu fisika dan alam, dan ditemukan bahwa semua 

penelitian empiris adalah positivis. Positivisme bertujuan untuk menciptakan 

pengetahuan. 

Data yang dikumpulkan oleh peneliti melalui alat yang dikodekan 

menghasilkan data statistik untuk dianalisis. Dalam penelitian ini, terdapat tiga 

dimensi yang dikonseptualisasikan sebagai kepemimpinan multifaktor. Ketiga 

dimensi tersebut adalah kepemimpinan transformasional, transaksional, dan 

lasssez-faire. Kepemimpinan transformasional dibangun atas empat subdimensi 

yakni 1) pengaruh yang diidealkan (3 manifes), 2) motivasi inspirasi (3 manifes), 

3) stimulasi intelektual (3 manifes), dan 4) pertimbangan individu (3 manifes). 

Kepemimpinan transaksional dibangun atas dua subdimensi yakni 1) imbalan 
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kontingen (3 manifes) dan manajemen dengan pengecualian (3 manifes). 

Kepemimpinan laissez-faire dibangun atas tiga konstruk. Variable kecemasan 

terdiri atas 10 manifes. Efikasi diri memiliki tiga dimensi: dimensi manajemen (6 

manifes), pembelajaran (6 manifes), dan moral (6 manifes), dan komitmen 

organisasi memiliki tiga dimensi: komitmen afektif (5 manifes) komitmen normatif 

(5 manifes) dan komitmen berkelanjutan (5 manifes).  

Guna mendapatkan data, peneliti menggunakan kuesioner tertutup dengan 

butir pada variabel laten. Kuesioner digunakan untuk pengumpulan data dari guru 

Sekolah Menengah Pertama (SMP Negeri) di Provinsi Lampung. Butir kuesioner 

disusun dan disebarkan secara elektronik dengan Google Forms. Pemilihan aplikasi 

elektronik Google Forms di antaranya adalah bahwa penelitian ini dilaksanakan 

pada masa pandemi dan populasi dianggap homogen. Kaidah ini lazim juga 

dilakukan di dunia penelitian yang penyebaran kuesioner melalui jaringan 

elektronik semisal email dan Google Forms (Baker et al., 2016; Batubara, 2016; 

Choi et al., 2018; Colizzi et al., 2020; Korableva et al., 2019; Lin et al., 2020; 

Vasantha Raju & Harinarayana, 2016).  

Tujuan penelitian survei adalah untuk mengetahui gambaran umum 

karakteristik dari populasi. Penelitian survei digunakan untuk mengumpulkan 

informasi berbentuk opini dari sejumlah besar orang terhadap topik atau isu 

tertentu. Hipotesisnya menggambarkan hubungan antar variabel untuk mengetahui 

apakah variabel memengaruhi, berkontribusi ataukah tidak dengan variabel lainnya, 

atau apakah variabel disebabkan atau dipengaruhi atau tidak oleh variabel lainnya. 

Terdapat empat variabel (laten) yang terdiri dari satu variabel z (variabel 

endogen) adalah komitmen organisasi, satu variabel bebas (variabel eksogen) x 

adalah politik lokal (kecemasan), dua variabel (variabel mediator) y1 adalah 

kepemimpinan multifaktor dan varibel y2 adalah efikasi diri yang akan diukur 

peranannya sebagai mediasi antar hubungan variabel-variabel tersebut, terhadap 

variabel z (endogen) yakni komitmen organisasi. 
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B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di wilayah Provinsi Lampung meliputi 15 

kabupaten/kota dan pengumpulan data penelitian sejak Januari sampai dengan 

Maret 2022. 

C. Populasi, Sampel, dan Sampling 

Populasi pada penelitian ini adalah kepala sekolah negeri dan guru yang 

mengajar di SMP Negeri dari 15 kabupaten kota di Provinsi Lampung. Secara detail 

jumlah populasi dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel  5 Jumlah Guru dari Setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung 

Data Guru Provinsi Lampung - Dapodikdasmen 

No Wilayah  SMP  
Jumlah L P 

1 Kab. Lampung Tengah 2,992 1,234 1,758 

2 Kota Bandar Lampung 2,862 742 2,12 

3 Kab. Lampung Timur 2,201 949 1,252 

4 Kab. Lampung Selatan 1,839 596 1,243 

5 Kab. Lampung Utara 1,393 413 980 

6 Kab. Tanggamus 1,352 501 851 

7 Kab. Pringsewu 1,202 435 767 

8 Kab. Way Kanan 1,117 426 691 

9 Kab. Pesawaran 1,061 345 716 

10 Kab. Tulang Bawang 1,061 392 669 

11 Kab. Tulang Bawang Barat 815 279 536 

12 Kota Metro 714 239 475 

13 Kab. Lampung Barat 833 286 547 

14 Kab. Mesuji 573 201 372 

15 Kab. Pesisir Barat 791 282 509 

 Total 20,806 7,320 13,486 

Sumber: Dapodik (2022) 

Peneliti menentukan besaran sampel berdasarkan studi metode Monte Carlo 

yang dilakukan oleh para peneliti terhadap berbagai metode estimasi yang 

berkesimpulan bahwa: (1) Ukuran sampel minimum yang diperlukan untuk 

mengurangi bias pada semua jenis estimasi SEM adalah 200 (Loehlin, 2004; 

Loehlin & Beaujean, 2001); (2) Ukuran sampel untuk estimasi maximum likelihood 
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(ML) harus minimal 15 x jumlah variabel yang diamati (Stevens, 2013); (3) Ukuran 

sampel untuk estimasi ML harus setidaknya 5 x jumlah parameter bebas dalam 

model, termasuk eror (Bentler & Chou, 1987); (4) Data yang memiliki nilai kurtosis 

tinggi, ukuran sampel minimum harus 10 kali jumlah parameter bebas (Hoogland 

& Boomsma, 1998). 

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif survei melalui aktivitas menjaring 

partisipan yang disarankan ahli pada populasi dengan ukuran sampel berkisar 200 

sampai dengan 400 untuk model yang memiliki indikator lebih dari 15 (Sarwono, 

2010). Populasi meliputi seluruh guru SMP yang bekerja pada sekolah negeri untuk 

seluruh populasinya yang terdiri atas kepala sekolah dan guru, dengan kepala 

sekolah sebagai unit analisis dan guru sebagai respondennya. Responden yang 

terlibat dalam penelitian ini diambil dengan teknik simple random sampling 

berbasis kecamatan. 

Teknik simple random sampling dipilih dengan asumsi bahwa responden 

homogen, data demografi dilaporkan secara akurat, pengaruh politik lokal masih 

terjadi sampai saat ini, responden me-rating hanya untuk kepala sekolah pada saat 

berpartisipasi dalam penelitian, dan bahwa data yang dilaporkan adalah khusus 

untuk sekolahnya.  

D. Teknik Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpul data menggunakan instrumen yang sudah terstandar 

dan sudah sering digunakan oleh peneliti pada bidang kajian variabel sejenis 

dengan penelitian ini. Semua sumber item berbahasa Inggris. Untuk memenuhi 

kebutuhan keterbacaan item, penulis mendapat bantuan ahli alih bahasa dan hasil 

alih bahasa diujicobakan pada pilot research untuk mendapatkan item keterbacaan 

yang valid dan reliabel sebagaimana tersaji dalam Tabel 6. 
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Tabel  6 Variabel, Indikator, dan Butir 

Variabel Indikator Butir 

Transformasional 

 (Bass & Avolio, 

1992) 

Pengaruh yang 

diidealkan (F1) 

1. Kepala sekolah saya membuat orang lain 

merasa nyaman berada di sekitar kepala sekolah 

saya.  

2. Orang lain memiliki kepercayaan penuh pada 

kepala sekolah saya. 

3. Orang lain bangga berhubungan dengan kepala 

sekolah saya.  

Motivasi 

Inspirasi (F2) 

4. Kepala sekolah saya mengungkapkan dengan 

beberapa kata sederhana apa yang dapat dan 

harus kita lakukan. 

5. Kepala sekolah saya memberikan gambaran 

yang menarik tentang apa yang dapat kami 

lakukan. 

6. Kepala sekolah saya membantu orang lain 

menemukan makna dalam pekerjaan mereka. 

Stimulasi 

intelektual (F3) 

7. Kepala sekolah saya memungkinkan orang lain 

untuk memikirkan masalah lama dengan cara 

baru. 

8. Kepala sekolah saya memberi orang lain cara 

baru dalam memandang hal-hal yang 

membingungkan. 

9. Kepala sekolah saya meminta orang lain untuk 

memikirkan kembali ide-ide yang belum pernah 

mereka pertanyakan sebelumnya. 

 

 

 

 

 

Pertimbangan 

individu (F4) 

10. Kepala sekolah saya membantu orang lain 

mengembangkan diri. 

11. Kepala sekolah saya membiarkan orang lain 

tahu bagaimana mereka melakukannya. 

12. Kepala sekolah saya memberikan perhatian 

pribadi kepada orang lain yang tampaknya 

menolak. 
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Variabel Indikator Butir 

 

 

 

 

Transaksional  

 (Bass & Avolio, 

1992) 

Imbalan 

Kontingen (F5) 

13. Kepala sekolah saya memberi tahu orang lain 

apa yang harus dilakukan jika mereka ingin 

diberi penghargaan atas pekerjaan mereka. 

14. Kepala sekolah saya memberikan 

pengakuan/penghargaan ketika orang lain 

mencapai tujuan mereka. 

15. Kepala sekolah saya memperhatikan apa yang 

orang lain bisa dapatkan untuk apa yang 

mereka capai.  

 

Manajemen 

dengan 

pengecualian 

(F6) 

16. Kepala sekolah saya puas ketika orang lain 

memenuhi standar yang disepakati. 

17. Selama semuanya bekerja, kepala sekolah saya 

tidak mencoba mengubah apa pun. 

18. Kepala sekolah saya memberi tahu orang lain 

standar yang harus mereka ketahui untuk 

melaksanakan pekerjaan mereka. 

Laissez-Faire 

 (Bass & Avolio, 

1992) 

Manajemen 

lepas tangan 

(F7) 

19. Kepala sekolah saya puas membiarkan orang 

lain terus bekerja dengan cara yang sama selalu.  

20. Apapun yang orang lain ingin lakukan tidak 

masalah bagi kepala sekolah saya. 

21. Kepala sekolah saya tidak bertanya lebih 

kepada orang lain selain apa yang benar-benar 

penting. 

 

Politik Lokal 

(Salkovskis et al., 

2002) 

Kecemasan 

22. Saat musim pemilihan kepala daerah kepala 

sekolah saya cemas akan diganti walaupun 

yakin posisi kepala sekolah saya aman.  

23. Saat musim pemilihan kepala daerah kepala 

sekolah saya cemas karena tidak dekat dengan 

kepala daerah.  

24. Saat pemilihan kepala daerah kepala sekolah 

saya cemas karena seluruh stake holder sudah 

selaras dan sepakat memajukan pendidikan.  

25. Saat musim pemilihan kepala daerah kepala 

sekolah saya cemas akan diganti/dilengserkan  

26. Saat musim pemilihan kepala daerah kepala 

sekolah saya cemas jika ada isu roling.  

27. Saat musim pemilihan kepala daerah kepala 

sekolah saya secara konstan merasa akan 

diganti.  
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Variabel Indikator Butir 

28. Saat musim pemilihan kepala daerah kepala 

sekolah saya merasa berisiko tinggi 

dilengserkan.  

29. Saat musim pemilihan kepala daerah kepala 

sekolah saya fokus memajukan sekolah.  

30. Saat musim pemilihan kepala daerah kepala 

sekolah saya cemas kinerja saya dinilai jelek 

oleh atasan.  

31. Saat musim pemilihan kepala daerah kepala 

sekolah saya cemas akan penilaian buruk 

masyarakat. 

 

Efikasi Kepala 

Sekolah  

(Tschannen‐

Moran & Gareis, 

2004) 

Manajemen  32. Kepala sekolah saya menangani tuntutan waktu 

pekerjaan. 

33. Kepala sekolah saya menangani dokumen 

pekerjaan yang diperlukan. 

34. Kepala sekolah saya mempertahankan kendali 

jadwal hariannya sendiri. 

35. Kepala sekolah saya membuat prioritas di 

antara tuntutan pekerjaan. 

36. Kepala sekolah saya mengatasi stres pekerjaan. 

37. Kepala sekolah saya membentuk kebijakan dan 

prosedur operasional untuk mengelola sekolah. 

Kepemimpinan 

Pembelajaran  

38. Kepala sekolah saya memotivasi guru. 

39. Kepala sekolah saya membangkitkan 

antusiasme visi bersama demi sekolah.  

40. Kepala sekolah saya mengelola perubahan di 

sekolah. 

41. Kepala sekolah saya menciptakan lingkungan 

belajar yang positif di sekolah. 

42. Kepala sekolah saya memfasilitasi 

pembelajaran siswa di sekolah. 

43. Kepala sekolah saya meningkatkan prestasi tes 

standar siswa. 

Kepemimpinan 

Moral  

44. Kepala sekolah saya mempromosikan perilaku 

yang diterima siswa. 

45. Kepala sekolah saya mempromosikan spirit 

sekolah kepada sebagian besar siswa. 

46. Kepala sekolah saya menangani secara efektif 

disiplin siswa di sekolah. 

47. Kepala sekolah saya mempromosikan citra 

positif sekolah ke dan di media.  
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Variabel Indikator Butir 

48. Kepala sekolah saya mempromosikan nilai-nilai 

di komunitas yang berlaku di sekolah. 

49. Kepala sekolah saya mempromosikan perilaku 

etis di antara personel sekolah. 

 

Komitmen 

Organisasi 

(Meyer et al., 

2002) 

Komitmen 

Afektif  

50. Kepala sekolah saya melakukan upaya melebihi 

yang biasanya untuk membantu sekolahan ini 

sukses. 

51. Kepala sekolah saya membicarakan sekolahan 

kepada orang sebagai sekolahan bagus. 

52. Kepala sekolah saya merasakan sangat sedikit 

loyalitas kepada sekolahan ini.  

53. Kepala sekolah saya akan menerima penugasan 

untuk tetap bekerja di sekolahan ini. 

54. Kepala sekolah saya menemukan bahwa nilai-

nilai kepala sekolah saya dan nilai-nilai 

sekolahan sangat mirip. 

 

Komitmen 

Keberlanjutan  

55. Kepala sekolah saya bangga memberi tahu 

orang lain bahwa ia adalah bagian dari 

sekolahan ini. 

56. Kepala sekolah saya bisa saja bekerja untuk 

sekolahan yang berbeda.  

57. Sekolah ini benar-benar menginspirasi hal yang 

terbaik dalam diri kepala sekolah saya dalam 

kinerja pekerjaan. 

58. Hanya perlu sedikit perubahan dalam keadaan 

saat ini untuk menyebabkan kepala sekolah 

saya meninggalkan sekolahan ini.  

59. Kepala sekolah saya sangat senang bahwa 

kepala sekolah saya memilih sekolahan ini 

untuk bekerja daripada sekolah lain yang kepala 

sekolah saya pertimbangkan saat kepala 

sekolah saya bergabung.  

 Komitmen 

Normatif  

60. Tidak banyak yang bisa diperoleh oleh kepala 

sekolah saya dengan bertahan dengan sekolah 

ini tanpa batas waktu.  

61. Seringkali kepala sekolah saya merasa sulit 

untuk menyetujui kebijakan sekolahan ini 

tentang hal-hal penting yang berkaitan dengan 

karyawannya.  
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Variabel Indikator Butir 

62. Kepala sekolah saya sangat peduli dengan nasib 

sekolahan ini. 

63. Bagi kepala sekolah saya ini adalah yang 

terbaik dari semua kemungkinan sekolahan 

untuk bekerja. 

64. Memutuskan untuk bekerja untuk sekolahan ini 

adalah kesalahan yang pasti dari pihak kepala 

sekolah saya.  

Butir kuesioner pada Tabel 6 disusun pada dan disebarkan secara elektronik 

dengan Google Forms. Pemilihan aplikasi elektronik Google Forms di antaranya 

adalah bahwa penelitian ini dilaksanakan pada masa pandemi dan populasi 

dianggap homogen. Justifikasi penggunaan Google Forms adalah bahwa kaidah ini 

lazim dilakukan di dunia penelitian yang penyebaran kuesionernya melalui jaringan 

elektronik baik email dan Google Form (Baker et al., 2016; Batubara, 2016; Choi 

et al., 2018; Colizzi et al., 2020; Korableva et al., 2019; Lin et al., 2020; Raju & 

Harinarayana, 2016). 

E. Teknik Analisis Data 

Gagasan Structural Equation Modeling (SEM) digunakan oleh peneliti untuk 

menganalisis data yang didapat. Teknik SEM menjadi pilihan utama para peneliti 

pada bidang kajian multidimensional, seperi manajemen, psikologi, teknik industri, 

dan ilmu sosial untuk menggambarkan berbagai fenomena praktis melalui berbagai 

dimensi dan indikatornya. SEM dipilih karena SEM mampu membantu peneliti 

untuk mengurai tingkat kerumitan hubungan/pengaruh antar banyak variabel laten 

hingga manifesnya. Hubungan yang kompleks ini dapat dianalisis sebagai 

rangkaian afinitas yang dirangkai antara satu atau lebih variabel endogen dan satu 

atau lebih variabel eksogen, atau lebih dari satu variabel eksogen, di mana  masing-

masing variabel endogen dan eksogen merupakan faktor, atau suatu konstruk yang 

dirangkai dari beberapa indikator (manifest) yang dihitung secara langsung. SEM 

mampu memberikan solusi terbaik untuk model-model “rumit” tersebut. 

Keunggulan SEM Amos mengintegrasikan perhitungan analisis regresi linier dan 

analisis jalur. 
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Amos SEM merupakan gabungan dari beberapa teknik multivariat dan 

merupakan salah satu jawaban untuk analisis model yang kompleks. Istilah SEM 

identik dengan pemodelan kausal, analisis kausal, pemodelan persamaan simultan, 

dan analisis struktur kovarians. SEM adalah seperangkat teknik statistik yang 

mampu menguji rangkaian hubungan yang kompleks secara bertahap/simultan dan 

juga menganut prinsip parsimony. Peneliti harus membangun model penelitian 

yang didasarkan pada pembenaran teoretis  atau proses penalaran yang kuat 

sehingga analisis faktor yang berlaku dalam SEM adalah analisis faktor 

konfirmatori (Confirmatory Factor Analysis). SEM bertujuan untuk 

mengkonfirmasi indikator yang digunakan berdasarkan teori sehingga dapat 

mengkonfirmasi konstruk/variabel (Minto, 2009, 2016). 

Rangkaian upaya SEM terdiri dari model pengukuran dan model struktural. 

Model pengukuran dirancang untuk mengkonfirmasi suatu dimensi atau faktor 

berdasarkan indikator empirisnya. 

Untuk membangun model yang menyeluruh, perlu dilakukan tahapan-

tahapan berikut, yaitu model dikembangkan berdasarkan teori, hubungan kausalitas 

ditunjukkan dengan flowchart (lihat gambar 2). 

Konversi flowchart menjadi rangkaian persamaan struktural dan spesifikasi 

model pengukuran, matriks input, dan teknik estimasi untuk model yang dibangun, 

menilai identifikasi masalah, evaluasi model, interpretasi model, dan modifikasi. 

Uraian langkah demi langkah adalah sebagai berikut: 

1. Langkah Pertama: Model dikembangan berbasis teori 

Pengembangan model teoretis  untuk model; peneliti harus melakukan 

serangkaian kajian melalui kajian pustaka secara intensif untuk merasionalkan 

model teoretis  yang peneliti kembangkan. Tanpa landasan teori yang kuat, SEM 

tidak dapat digunakan karena SEM tidak digunakan untuk simulasi tetapi 

digunakan untuk menguji model teoretis dengan data empiris. Argumen teoretis  

yang kuat meningkatkan kepercayaan peneliti bahwa mereka mengusulkan model 

kausal dengan asumsi bahwa hubungan kausal antara dua variabel atau lebih tidak 

bergantung pada metode analisis yang digunakan. 
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Harus ada syarat kausalitas teoretis  melalui pengujian data empiris karena 

SEM tidak membangun kausalitas. Oleh karena itu pengujian hipotesis mengenai 

perbedaan tersebut menggunakan uji chi-square. Syarat mutlak untuk SEM adalah 

kajian teoretis  yang mendalam untuk mendapatkan justifikasi teoretis  terhadap 

model yang akan diuji. Teknik ini digunakan baik untuk teori yang baru 

dikembangkan oleh peneliti sendiri maupun yang sudah lama. Pengembangan 

model oleh peneliti didasarkan pada landasan teori yang cukup untuk membangun 

hubungan mengenai suatu fenomena. 

Peneliti membangun hubungan/pengaruh antar variabel karena ada 

pembenaran secara teoretis yang kuat, di mana apa yang disebut kesalahan 

spesifikasi tidak terjadi. Kesalahan yang paling kritis dalam mengembangkan 

model dengan dasar teori yang memadai adalah kurangnya atau pengabaian satu 

atau beberapa variabel prediktif dalam menjelaskan suatu model, kesalahan 

semacam ini disebut kesalahan spesifikasi. Kesalahan ini sedapat mungkin 

dihindari dengan merumuskan dan mencari dukungan atau pembenaran teoretis 

yang memadai. Ini penting karena kesalahan spesifikasi berimplikasi pada 

pembuatan penilaian yang bias. 

2. Langkah Kedua: Hubungan kausalitas ditunjukan dengan diagram jalur 

Diagram jalur merupakan model teoretis yang dibangun pada langkah 

pertama akan digambarkan dalam diagram jalur sehingga memudahkan peneliti 

untuk melihat hubungan kausalitas yang ingin diuji. Hubungan sebab akibat 

biasanya dinyatakan sebagai hubungan persamaan yang hanya digambarkan dalam 

suatu jalur yang akan diubah oleh bahasa pemrograman gambar menjadi persamaan 

dan persamaan menjadi perkiraan. 

Pemodelan SEM akan bekerja dengan konstruksi atau konsep dengan 

landasan teori yang cukup untuk menjelaskan berbagai hubungan. 

Konstruk/variabel/faktor yang dibangun adalah konstruk eksogen konstruk 

endogen adalah sebagai berikut: 
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Konstruk eksogen juga dikenal sebagai variabel sumber yang tidak diprediksi 

oleh variabel lain dalam model. Garis lengkung tidak menjelaskan kausalitas tetapi 

menunjukkan korelasi karena konstruk eksogen hanya satu syarat yang harus 

dipenuhi dalam uji korelasi antara eksogen dan endogen agar signifikan. Model 

dalam penelitian ini termasuk dalam konstruk eksogen yaitu Politik Lokal. 

Konstruk endogen adalah aspek yang diramalkan oleh satu atau beberapa 

eksogen. Konstruksi endogen dapat diramalkan oleh satu atau beberapa konstruksi 

endogen lainnya sebagai proses konstruksi eksogen. Antara konstruk dan landasan 

teori, seorang peneliti dapat menentukan mana yang akan diperlakukan sebagai 

konstruk endogen dan mana yang akan diperlakukan sebagai eksogen. Model dalam 

penelitian ini yang termasuk dalam konstruk endogen adalah kepemimpinan 

multifaktor, self-efficacy, dan komitmen organisasi. 

3. Langkah Ketiga: Konversi Diagram Alur ke dalam Persamaan 

Setelah model teoretis  dikembangkan dan digambarkan dalam flowchart, 

peneliti dapat mulai mengubah model menjadi serangkaian persamaan yang terdiri 

dari: 

Persamaan struktural (structural equation) ini untuk menyatakan hubungan 

kausalitas antar berbagai konstruk. Pedoman dalam persamaan struktural 

contohnya adalah sebagai berikut: 

a) Konstruk endogen 1 = f (konstruk eksogen) + Error 

b) Konstruk endogen 1 = konstruk eksogen 1 + Error 

c) Apabila dalam model terdapat lebih dari satu konstruk endogen, maka persamaan 

strukturalnya adalah sebagai berikut, Konstruk endogen 2 = f (konstruk endogen 

1) + Error… dan seterusnya, persamaan model pengukuran (measurement 

model) p. 

Peneliti dalam membuat persamaan model pengukuran hanya melibatkan 

indikator dari pengukur konstruk. Misalnya, variabel kecemasan, transformasional, 

dan efikasi diri. Dalam model sebelumnya dapat diambil salah satu contoh 

persamaan model pengukuran, yaitu, Komitmen Organisasi = λ1 kecemasan + e1, 
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efikasi diri = λ2 kecemasan + e2, transformasional = λ3 kecemasan + e3, efikasi 

diri = λ4 kecemasan + e4, ....  

4. Langkah Keempat: Memilih Matriks Input dan Teknik Estimasi 

Pengolahan data SEM menggunakan matriks varian/kovarians sebagai input 

data untuk estimasi, yang merupakan perbedaan antara SEM dengan teknik 

multivariat lainnya. Data individual digunakan dalam program ini, namun data 

tersebut akan segera diubah menjadi matriks varians/kovarians sebelum dilakukan 

estimasi. 

Estimasi dan interpretasi hasil SEM bergantung pada ukuran sampel. Ukuran 

sampel yang sesuai adalah antara 100-200 sampel untuk teknik Maximum 

Likelihood Estimation (ML). Karena teknik yang dipilih adalah Maximum 

Likelihood Estimation (ML) maka sampel minimumnya adalah 100 sampel (Hair et 

al., 2014). 

Teknik estimasi yang tersedia dalam Amos adalah sebagai berikut, 

Unweighted Least Square Estimation, Scale Free Least Square Estimation (SLS), 

Asymptotically Distribution–Free Estimation (ADF), Maximum Likelihood 

Estimation (ML), Generalized Least Square Estimation (GLS). 

Pemilihan teknik estimasi berdasarkan pada jumlah sampel yang digunakan, 

berikut disajikan dalam Tabel 7. 

Tabel 7 Pertimbangan Analisis data 

Pertimbangan Teknik Keterangan 

Apabila ukuran sampel adalah kecil 

(100–200) dan asumsi normalitas 

dipenuhi 

ML ULS & SLS biasanya tidak 

menghasilkan uji χ², karena itu 

tidak menarik perhatian 

peneliti. 

 

Apabila asumsi normalitas dipenuhi 

dan ukuran sampel sampai dengan 

antara 200–500. 

 

ML 

atau 

GLS 

Apabila ukuran sampel kurang 

dari 500, hasil GLS cukup baik. 

Apabila asumsi normalitas kurang 

dipenuhi dan ukuran sampel lebih 

dari 2500. 

ADF ADF kurang cocok bila 

ukuran sampel kurang dari 

2500 

Sumber: Hair et al. (2014) 
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5. Langkah Kelima: Menilai Problem Identifikasi 

Permasalahannya terletak pada ketidakmampuan model yang dikembangkan 

untuk menghasilkan estimasi. Masalah identifikasi dapat muncul melalui gejala-

gejala berikut: 

a. Angka aneh muncul, seperti kesalahan varians negatif. 

b. Program tidak mampu menghasilkan matriks informasi yang seharusnya. 

c. Standard error untuk satu atau beberapa koefisien besar. 

d. Korelasi yang tinggi di setiap estimasi koefisien diperoleh (lebih dari 0,9). 

e. Alat Amos dapat mengatasi masalah yang teridentifikasi dengan cepat. Program 

akan mengirimkan pesan ke monitor komputer tentang kemungkinan alasan 

mengapa program tidak dapat memperkirakan jika estimasi tidak dapat 

dilakukan. Salah satu solusi untuk identifikasi masalah adalah dengan 

memberikan lebih banyak manifes pada model yang dianalisis atau mengurangi 

konstruk (Arachchige, 2018; Minto, 2009). 

6. Langkah Keenam: Evaluasi Model 

Pada tahap ini, akurasi model telah dievaluasi apakah model memenuhi 

kriteria goodness of fit. Evaluasi akurasi model pada dasarnya dilakukan pada saat 

model diestimasi oleh Amos. Evaluasi model secara lengkap dapat dilakukan 

sebagai berikut: 

a. Evaluasi ukuran sampel 

Hair et al. (2014) menyatakan bahwa data yang sesuai untuk diestimasi 

adalah antara 100–200. 

b. Evaluasi asumsi normalitas dan linearitas 

Saat diestimasi menggunakan Maximum Likelihood Estimation, terpenuhinya 

asumsi normalitas. Uji normalitas untuk melihat nilai skewness. Statistik untuk 

pengujian normalitas disebut Z-value (Z-count) yang dihasilkan melalui rumus 

berikut:                           di mana N adalah ukuran sampel.  
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Z-hitung > Z-tabel (nilai kritis) tidak normal. Z-tabel dapat ditentukan berdasarkan 

tingkat signifikansi yang diinginkan. Misalnya, jika nilai yang dihitung > ± 2,58, 

asumsi normalitas dapat ditolak pada tingkat 0,01 (1%). Nilai kritis lain yang umum 

digunakan adalah skor critical ratio (c.r) ± 1,96 artinya asumsi normalitas ditolak 

pada tingkat signifikansi 0,05 (5%). 

Asumsi normalitas data univariat dan multivariat dapat dibuat dengan 

mengamati nilai kritis hasil uji penilaian normalitas dari program Amos. Nilai di 

luar rentang -1,96 ≤ c.r ≤ 1,96 atau jika dilonggarkan menjadi -2,58 ≤ c.r ≤ 2,58 

dapat dikategorikan sebagai distribusi data yang tidak normal, kasus yang tidak 

memenuhi asumsi tersebut tidak dimasukkan dalam analisis selanjutnya. 

Keyakinan terhadap normalitas multivariat diamati pada baris terakhir penilaian 

normalitas dengan melihat c.r yang diperoleh dari rumus: 

𝑐. 𝑟 =
koefisien kurtosis

standar errornya
=

koefisien kurtosis

√ 8𝑝(𝑝 + 2)/𝑁
 

Keterangan: 

P = jumlah indikator 

N = ukuran sampel 

 

c. Evaluasi outliers 

Outlier adalah observasi dengan karakteristik unik yang terlihat sangat 

berbeda dengan observasi lainnya dan muncul sebagai nilai ekstrem untuk satu 

variabel (univariate outlier) atau variabel kombinasi (multivariate outlier). 

Evaluasi outlier univariat dilakukan dengan mengubah data penelitian 

menjadi Z-score dengan rata-rata nol dan standar deviasi satu. Besar sampel (100) 

pedoman evaluasi adalah bahwa nilai ambang Z-score berada di kisaran - 3 sampai 3 

(Hair et al., 2014) yang memiliki -3 ≥ Z-score ≥ 3 dikategorikan sebagai outlier dan 

akan tetap dimasukkan dalam analisis jika tidak ada alasan untuk mengecualikan 

kasus tersebut.  
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d. Evaluasi multivariate outliers 

Hal ini diperlukan karena meskipun tidak ada outlier univariat, outlier 

multivariat dapat terjadi jika digabungkan. Hal ini dapat diamati pada keluaran 

program Amos 22 pada angka jarak Mahalanobis (lihat hasil struktur pada sub-

Mahalanobis). Jarak Mahalanobis untuk setiap pengamatan dapat dihitung dan akan 

menunjukkan rentang rata-rata semua variabel dalam ruang multidimensi (Hair et 

al., 2014). 

Uji outlier multivariat dilakukan pada p < 0,001 jika Mahalanobis d-square 

pada perhitungan Amos 22. Terdapat nilai chi-square yang lebih besar pada derajat 

kebebasan dengan jumlah variabel pada taraf signifikansi 0,001 yang menunjukkan 

adanya outlier multivariat dan akan tetap dimasukkan dalam analisis selanjutnya 

jika tidak ada alasan untuk mengecualikan kasus χ² (jumlah indikator; 0,001). 

e. Evaluasi asumsi atas multikolinearitas dan singularitas 

Premis multikolinearitas dan singularitas dapat dideteksi dari nilai 

determinan matriks kovarians. Penentu yang terlalu kecil menunjukkan 

multikolinearitas dan singularitas (Tabachnick et al., 2007) dan tidak dapat 

digunakan untuk analisis. Program Amos 22 telah memberikan “Warning” jika 

terdapat indikasi multikolinearitas dan singularitas. Jika terjadi multikolinearitas 

dan singularitas, maka perlakuan data yang dapat dilakukan adalah menghilangkan 

variabel komposit yang menyebabkan multikolinearitas dan singularitas dan 

kemudian menggunakannya untuk analisis lebih lanjut. Namun perkembangan 

terakhir untuk penelitian survei adalah poin a sampai d, untuk poin e dapat 

diabaikan (Santoso, 2016). 

f. Evaluasi atas kriteria goodness of fit 

Model SEM akan menghasilkan angka parameter yang akan dibandingkan 

dengan cut–off value dari goodness of fit, seperti peneliti sajikan pada Tabel 8. 
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Tabel  8 Beberapa Syarat Kecocokan Model 

Good of Fitness Indices Cut Off Value 

Chi-square – χ² Diharapkan kecil 

Probability ≥ 0.05 

CMIN/DF ≤ 2.00 

RMSEA ≤ 0.08 

GFI ≥ 0.90 

AGFI ≥ 0.90 

TLI ≥ 0.95 

CFI ≥ 0.95 

Tabel 8 menunjukkan syarat kecocokan model yang dapat dilihat pada kolom 

Cut Off Value. Dimana, 

NPAR = Jumlah parameter untuk setiap model (default, saturasi, dan 

independensi). 

CMIN = Nilai Chi-kuadrat. Jika signifikan, model dapat dianggap tidak 

memuaskan. 

DF = Derajat Kebebasan mengukur jumlah nilai independen yang dapat 

menyimpang tanpa menghalangi batasan apa pun dalam model. 

P = probabilitas mendapatkan selisih sebesar nilai CMIN jika masing-

masing model benar. 

CMIN/DF = selisih dibagi derajat kebebasan. 

Nilai yang menarik di sini adalah CMIN/DF untuk model default dan ditafsirkan 

sebagai berikut: 

Jika nilai CMIN/DF ≤ 3 menunjukkan kesesuaian yang dapat diterima 

(Kline, 1998). Jika nilainya ≤ 5 menunjukkan kecocokan yang wajar (Marsh & 

Hocevar, 1985). 

NFI = Normed Fit Index juga disebut sebagai Delta 1 (Bollen, 1898), dan 

terdiri dari penskalaan nilai antara model independensi (sangat pas) dan model 

jenuh (sangat pas). Nilai 1 menunjukkan kecocokan yang sempurna sementara 

model yang bernilai < 0,9 biasanya dapat ditingkatkan secara substansial (Bentler 

& Bonett, 1980). 
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RFI = Relative Fit Index dan diturunkan dari NFI Di mana nilai yang 

mendekati 1 menunjukkan kecocokan yang sangat baik sedangkan 1 menunjukkan 

kecocokan yang sempurna. 

IFI = Incremental Fit Index di mana nilai mendekati 1 menunjukkan 

kecocokan yang sangat baik sementara 1 menunjukkan kecocokan yang sempurna. 

TLI = Koefisien Tucker-Lewis juga dikenal sebagai indeks kecocokan Non-

Norma Bentler-Bonett (NNFI) berkisar dari (tetapi tidak terbatas pada) 0 hingga 1 

di mana nilai yang mendekati 1 menunjukkan kesesuaian yang sangat baik 

sementara 1 mewakili kesesuaian yang sempurna. 

CFI = Comparative Fit Index memiliki nilai terpotong antara 0 dan 1 Di mana 

nilai yang mendekati 1 menunjukkan kecocokan yang sangat baik sedangkan 1 

mewakili kecocokan yang sempurna (Hu & Bentler, 1999). Nilai yang menarik di 

sini adalah CFI untuk model default. Nilai CFI 0,95 dianggap sangat cocok untuk 

model (West et al., 2012). 

1) Analisis direct efect, indirect efect dan total efect 

Peneliti juga dapat menganalisis kekuatan hubungan/pengaruh antarkonstruk, 

baik hubungan langsung, tidak langsung, maupun total. Efeknya adalah koefisien 

garis dengan panah satu arah dan terjadi pada dua konstruksi yang ditunjuk oleh 

panah satu arah. Indirect effect adalah efek yang muncul melalui variabel perantara 

dan terjadi pada dua konstruk yang tidak ditunjukkan oleh panah satu arah. Efek 

total adalah efek dari berbagai hubungan, dan merupakan kombinasi dari efek 

langsung dan efek tidak langsung. 

2) Langkah Ketujuh: Interpretasi dan Modifikasi Model 

Apabila estimasi model telah dilakukan dan hasilnya masih kurang baik, 

peneliti masih dapat memodifikasi model yang dikembangkan. Jika ternyata 

estimasi yang dihasilkan memiliki residual yang besar, langkah ini hanya dapat 

dilakukan jika peneliti memiliki justifikasi. SEM tidak dimaksudkan untuk 

menghasilkan teori tetapi untuk menguji dan memberikan interpretasi apakah 

model berbasis teori yang diuji dapat diterima secara langsung atau perlu 

modifikasi. Peneliti harus memperhatikan jumlah residu yang dihasilkan. Jika 
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dalam matriks kovarian residual standar terdapat nilai di luar rentang – 2,58 ≤ 

standar residual ≤ 2,58 dan probabilitas (p) jika < 0,05 model estimasi perlu 

dimodifikasi. 

Salah satu alat untuk membuat model menjadi baik adalah melalui modifikasi 

indeks. Metode ini dapat digunakan untuk memperbaiki model. Temukan pasangan 

skor terbesar untuk dikorelasikan, yang akan mendapatkan cut-off dengan 

pemenuhan terbaik. 

Demikian bab tiga  peneliti telah sajikan. Hasil analisis dengan menggunakan 

metode yang tepat disajikan pada bab empat berikut ini.



 
 

 

 

 

 

    

BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

Pada bab ini peneliti menyajikan pemaparan yang meliputi: A. Kesimpulan, 

B. Implikasi, dan C. Saran.  

A. Simpulan 

Berdasarkan serangkaian analisis yang dilakukan maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut.  

1. Politik lokal menjadi prediktor utama untuk penguatan implementasi 

kepemimpinan multifaktor, efikasi diri, dan komitmen organisasi kepala 

sekolah. Akses terhadap sumber daya, stabilitas kebijakan, dukungan dan 

kolaborasi, serta pengetahuan lokal adalah beberapa faktor yang menjadikan 

politik lokal sebagai prediktor utama dalam konteks ini. 

2. Kepemimpinan multifaktor efektif untuk optimalisasi fungsi sumberdaya 

pendidikan melalui dukungan politik lokal dengan syarat kepala sekolah fokus 

kepada tugas pokok dan fungsinya. Berfokus pada kepemimpinan dan 

manajemen sekolah dan pendidikan, menempatkan kepala sekolah dalam peran 

yang konsisten sebagai pemimpin pendidikan profesional. 

3. Efikasi diri merupakan prediktor, pembangun, dan pemelihara komitmen 

organisasi kepala sekolah yang baik di mana efikasi diri kepala sekolah dapat 

terpancar dan ditangkap oleh pengikut (pendidik, tenaga kependidikan, dan 

siswa) mewarnai dan memperkuat efikasi pengikut. 

4. Implementasi kepemimpinan multifaktor memerlukan mediasi politik lokal 

untuk menjaga dan menguatkan efikasi diri dan komitmen organisasi kepala 

sekolah karena politik lokal dianggap dan berperan sebagai variabel utama 

mencapai niat baik utama dan tujuan cita-cita luhur undang-undang dan 

peraturan otonomi daerah yang merupakan ibu kandung dari politik lokal. 



291 
 

 

5. Efikasi diri membutuhkan dukungan politik lokal yang berpihak pada dampak 

penguatan komitmen organisasional kepala sekolah karena sebagai proses 

kegiatan sering dipengaruhi oleh faktor untuk mencapai tujuan dan sasaran 

kebijakan serta konflik kepentingan antara aktor yang terlibat, baik sebagai 

target manajer, petugas lapangan atau kelompok. Untuk itu, diperlukan 

pelaksanaan politik lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan mengacu pada 

proses pelibatan pemangku kepentingan yang luas untuk kepentingan semua 

pihak, sesuai dengan prinsip keadilan, kejujuran, pemerataan, efisiensi, 

transparansi, dan akuntabilitas maka politik lokal akan memperkuat efikasi yang 

akan berdampak pada peningkatan komitmen organisasi kepala sekolah. 

6. Komitmen organisasi kepala sekolah yang selama ini menghasilkan lulusan yang 

cerdas dan berprestasi secara kognitif (mental model), dengan politisi (politik 

lokal) menerapkan prinsip teori pendidikan behavioristik melalui kepemimpinan 

multifaktor dalam mengelola pendidikan di wilayah kerjanya dan melalui 

penerapan prinsip teori pendidikan humanistik maka self-efficacy kepala sekolah 

akan tumbuh dan terpelihara serta akan memicu kepala sekolah berkomitmen 

untuk menghasilkan lulusan yang memiliki sikap dan kepribadian (model 

sikap/afektif) dan perilaku (model tindakan/psikomotorik) yang mendukung dan 

memperjuangkan cita-cita luhur (visi) pendidikan dengan hasil insan Indonesia 

yang amanah. Dekonstruksi yang diusulkan dari penelitian ini ditemukan sesuai 

untuk menentukan bagaimana mengelola kepala sekolah bebas kecemasan 

dengan data yang dikumpulkan. Analisis tersebut telah mengklarifikasi bahwa 

ada penggabungan yang kuat dari tiga bidang yang berbeda: kepemimpinan 

multifaktor, self-efficacy, dan komitmen organisasi sekolah sampai politik lokal 

berperan menjamin optimalisasi sumberdaya pendidikan dan memperkuat 

komitmen organisasi kepala sekolah dapat terwujud.  
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B. Implikasi 

Implikasinya bergantung pada temuan penelitian ini berdasarkan variabel yang 

diteliti: politik lokal, kepemimpinan multifaktor, efikasi diri kepala sekolah, dan 

komitmen organisasi kepala sekolah. Sebagaimana tujuan pembentukan 

pemerintah daerah semata-mata untuk meningkatkan pelayanan masyarakat atau 

publik agar kesejahteraan rakyat dapat dicapai dengan cepat selain sebagai sarana 

pendidikan politik di tingkat lokal. Para politisi daerah bertanggung jawab atas 

proses pendidikan melalui peran kepemimpinan dengan kebijakan-kebijakan 

(Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Walikota) dan peran manajemen 

sebagai bentuk pengoperasionalisasian kebijakan. Satu dari bentuk pengelolaan 

pendidikan ditunjukkan melalui perekrutan, pengangkatan, pembinaan, dan mutasi 

kepala sekolah.  

Model kerangka pikir yang diusulkan dari penelitian ini ditemukan sesuai 

untuk menentukan cara pengelolaan kepala sekolah negeri yang bebas kecemasan 

dengan data yang dikumpulkan. Model tersebut telah menjelaskan secara eksplisit 

bahwa ada penggabungan yang kuat dari tiga bidang yang berbeda seperti: 

kepemimpinan multifaktor, efikasi diri, dan komitmen organisasi sekolah dengan 

mengejawantahkan prinsip pendidikan behavioristik dan humanistik. Model ini 

dapat diterapkan untuk membawa perubahan positif pada sistem pengeloaan 

pendidikan di negara berkembang dan multi etnis seperti Indonesia. Model ini dapat 

dianggap menarik dan berharga karena kontribusinya terhadap literatur dalam 

konteks Indonesia dengan mereduksi perilaku politik lokal yang dipersepesikan 

negatif. Oleh karena itu, politik lokal menjadi prediktor utama dan menjadi dasar 

pengelolaan kepala sekolah tanpa rasa khawatir melalui penerapan kepemimpinan 

multifaktor yang bersahabat dengan keragaman latar belakang budaya, membangun 

efikasi diri, dan meningkatkan komitmen organisasional kepala sekolah. 
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1. Praksis  

Penelitian ini menyajikan hasil kepada pemimpin untuk pelaksanaan 

manajemen sumberdaya manusia dengan implementasi kepemimpinan pendidikan 

dalam menjaga dan menumbuhkembangkan  komitmen organisasi, menjaga dan 

menumbuhkembangkan efikasi diri, dan mengarusutamakan praktik manajemen 

dan kepemimpinan yang efektif dalam hal ini adalah kepemimpinan multifaktor 

dengan mereduksi faktor pengganggu berupa kecemasan akibat politik lokal dalam 

rangka meningkatkan mutu peringkat pendidikan Lampung. 

2. Ilmu 

Penelitian ini berkontribusi kepada literatur manajemen sumberdaya manusia 

dan kepemimpinan dalam organisasi pendidikan dengan menjelaskan mekanisme 

dan pola interaksi peran mediasi efikasi diri antara gaya kepemimpinan multifaktor, 

dan kecemasan akibat politik lokal suksesi kepala daerah terhadap komitmen 

organisasi kepala sekolah. 

a. Komitmen organisasi kepala sekolah penting karena kepala sekolah sebagai 

"agen kunci untuk mengatur nada dan arah sekolah" (Liu & Bellibas, 2018). 

Penelitian ini yang berlatar Provinsi Lampung, Indonesia, komitmen organisasi 

kepala sekolah sebagai yang diuji sebagai variabel endogen terganggu oleh 

pengaruh negatif politik lokal. 

b. Terdapat korelasi yang signifikan secara statistik antara kepemimpinan 

multifaktor, efikasi diri dan komitmen organisasi pada bidang manajemen murni 

(Berberoglu, 2018; Meyer & Allen, 1991), penelitian ini, dengan latar Provinsi 

Lampung, Indonesia dengan menggunakan metode SEM, unit analisis kepala 

sekolah SMP Negeri dengan responden guru sejalan dengan hasil penelitian 

pada bidang kajian manajemen murni dan bisnis. 

c. Hallinger et al. (2018) mengemukakan bahwa efikasi diri utama berkaitan 

dengan fungsi kepemimpinan dan terkait dengan komitmen organisasi yang di 

dalamnya mencakup kebutuhan pemangku kepentingan pendidikan. Variabel 

efikasi diri menjadi prediktor yang baik bagi variabel lain baik sebagai variabel 

eksogen dan mediator tetapi pada penelitian ini efikasi diri berfungsi identik 
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dengan penelitian terdahulu tetapi tidak mampu menjadi mediator atas pengaruh 

negatif politik lokal untuk variabel endogen. 

d. Penelitian kepemimpinan multifaktor yang dilakukan di dunia bisnis dan/atau 

manajemen murni (Gurr et al., 2005; Jacobson et al., 2005; James & 

McCormick, 2009; Laksono, 2020) menjadi prediktor yang baik terhadap 

berbagai varibel lain terutama kepemimpinan transfromasional dan 

transaktional, dan tidak menyarankan pemimpin untuk mengaplikasikan 

kepemimpinan laissez-faire sedangkan di bidang pendidikan diteliti secara 

terpisah dan belum dikaitkan dengan variabel kecemasan politik lokal, efikasi 

diri, dan komitmen organisasi (Hariri et al., 2013). Penelitian ini yang dilakukan 

pada bidang manajemen sumberdaya manusia kepala sekolah SMP Negeri, pada 

latar Provinsi Lampung menunjukkan hasil bahwa kepemimpinan multifaktor 

yang terdiri kepemimpinan transformasional, transaksional, dan laissez-fair 

efektif diimplementasikan berdasarkan segementasi pengikut berdasarkan 

motivasi baik dari sudut motivasi kebutuhan Maslow dan motivasi berprestasi 

McClelland. 

3. Teori  

Penelitian ini telah mengeksplorasi di bidang penelitian pendidikan yakni,  

a) bahwa efikasi diri tidak berperan apa-apa di hadapan kecemasan akibat politik 

lokal secara khusus sejalan dengan politik internasional yang menimbulkan 

kecemasan karena diidentikkan dengan perang baik perang secara militer dan 

perang secara ekonomi, pengaruh negatif juga berlaku kepada kepemimpinan 

multifaktor, efikasi diri, dan komitmen organisasi,  

b) bahwa kepemimpinan multifaktor diterapkan berdasarkan segmentasi pengikut 

akan berjalan dengan efektif dan optimal,  

c) bahwa gaya kepemimpinan laissez-faire apabila diterapkan pada segmentasi 

pengikut yang memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis yang baik dan 

sudah sampai kepada level motivasi aktualisasi diri sangat baik karena 

segmentasi pengikut ini memerlukan minim supervisi, pendek kata berikan 

kepercayaan dan delegasikan pekerjaan (proyek) maka proyek pasti beres, dan  
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d) variabel kepemimpinan multifaktor dan efikasi diri berpengaruh positif terhadap 

komitmen organisasi. Kepemimpinan multifaktor mampu berperan sebagai 

variabel mediasi untuk komitmen organisasi, tetapi efikasi diri tidak mampu 

memediasi komitmen organisasi atas pengaruh buruk politik lokal. 

4. Kebijakan  

Pemimpin politik lokal harus menghindari kegaduhan dengan cara 

menjalankan praktik politik lokal yang berorientasi kepada kepentingan orang 

secara soft dan elegan tanpa melanggar aturan dan norma masyarakat. Kegaduhan 

dan kecemasan yang ditimbulkan oleh praktik Politik Lokal selama ini mengganggu 

variabel-variabel penting prediktor pembangun sekolah yang unggul dan sejumlah 

target pencapaian-pencapaian pendidikan yang sudah dibuat baik secara lokal dan 

sektoral yang berdampak kepada target nasional. Dampak kecemasan kepada 

kepala sekolah akibat politik lokal buruk terhadap guru dan dampak selanjutnya 

terhadap prestasi siswa secara agregat. 

C. Saran  

Peneliti mengajukan saran kepada tiga komponen pendidikan yang meliputi 

pemimpin Politik Lokal, komponen kepala sekolah, dan peneliti sebagai berikut. 

1. Kepada pemimpin politik lokal  

Pemimpin politik lokal, sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang, 

berkewajiban memajukan pembangun di semua sektor termasuk sektor pendidikan. 

Pada sektor pendidikan, pemimpin politik lokal berkewajiban menjaga, 

menumbuhkembangkan, dan menyuburkan implementasi kepemimpinan 

multifaktor oleh kepala sekolah di mana gaya kepemimpinan ini efektif diterapkan 

terlebih di wilayah multietnis seperti di Provinsi Lampung, efikasi diri kepala 

sekolah di mana efikasi diri adalah keyakinan diri mengatasi permasalahan yang 

dihadapi sehingan berdampak secara signifikan terhadap kemampuan kepala 

sekolah dalam hal penetapan tujuan, tingkat aspirasi, upaya, kemampuan 

beradaptasi, dan ketekunan. Efikasi diri ini memengaruhi pengembangan strategi 

kepemimpinan fungsional, dan eksekusi yang terampil dalam berstrategi oleh 
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kepala sekolah untuk memajukan sekolah; dan komitmen organisasi di mana 

komitmen organisasi menjadikan orang senang berbagi pengetahuan, menjadi 

inovatif yang berbanding lurus dengan komitmen pendidik dan tenaga 

kependidikan terhadap pimpinan yang berpotensi meningkatkan pembelajaran, 

keterlibatan kerja, kreativitas, berkontribusi kepada organisasi sebagai tempatnya 

bekerja (sekolahan), dengan perilaku kerja yang optimis, seperti pencapaian kerja, 

kehadiran kerja, dan kewarganegaraan organisasi dan memperkaya kepercayaan 

dalam organisasi sekolah. 

2. Kepada kepala sekolah 

Kepala sekolah hendaknya bertindak profesional dan tidak melibatkan diri 

dalam politik lokal praktis untuk menjamin keberpihakkannya kepada kepentingan 

pengajaran dan pendidikan untuk mencipkatan iklim, budaya, dan nilai-nila sekolah 

(corporate value) untuk menciptakan suasana kehidupan sekolah yang kondusif 

dan berdaya saing tinggi.  

Terlibat dalam politik lokal praktis berarti kepala sekolah masuk ke dalam 

kesibukan politik praktis dukung-mendukung calon kepala daerah (bupati/walikota, 

dan gubernur) dalam rangkaian tahapan pemilihan mulai dari kegiatan konsolidasi, 

rapat strategi pemenangan, kampanye, dan mengawal rekapitulasi suara hingga ada 

kandidat yang ditetapkan sebagai pemenang pemilihan kepala daerah oleh Panitia 

Pemilihan Daerah (KPUD). Keterlibatan dalam rangkaian politik lokal praktis 

sering kali berhadapan dengan sesama kepala sekolah dan pejabat hierarki  dengan 

calon yang berbeda secara terbuka.  

Kepala sekolah hendaknya melakukan scaning program-program sekolah 

baik kurikuler, kokurikuler, intrakurikuler, dan ekstrakurikuler yang 

menyeimbangkan antara praktik pendidikan behaviorisme dan humanisme agar 

keduanya tidak segregasi tetapi sinergi. Kepala sekolah hendaknya tetap menjaga 

efikasinya karena efikasi kepala sekolah dapat memancar dan memengaruhi efikasi 

pendidik dan tenaga pendidik yang dampak selanjutnya memengaruhi efikasi siswa 

guna menumbuhkan, memelihara, dan mengembangkan komitmen guru terhadap 

organisasi satuan pendidikannya. 
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3. Kepada peneliti 

Penelitian ini perlu ditindaklanjuti dengan rancangan penelitian lain seperti 

rancangan penelitian kualitatif dan juga melakukan penelitian pada jenjang 

pendidikan lain dengan sampel dari beragam daerah di wilayah Indonesia untuk 

menggali aspek-aspek yang belum teridentifikasi pada penelitian ini seperti 

pengaruh politik lokal terhadap mutu pendidikan yang tidak berbentuk angka 

(perilaku, sikap, dan karakter) dan ketepatan penggunaan dana Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS). 

4. Kepada pemangku kepentingan pendidikan 

Politik adalah entitas kehidupan. Oligarki terbentuk dengan sendirinya 

sekalipun berada dalam sistem negara yang paling demokratis sekalipun. Bahkan, 

para ahli menyatakan kalau demokrasi adalah media yang subur bagi oligarki dan 

dinasti politik sekalipun. Oleh karena itu, meningkatkan moral agama dan moral 

bangsa menjadi mendesak karena sistem apa pun akan berpulang kepada moralitas 

individunya. Untuk mereduksi disrupsi dan menjaga moral agama dan bangsa, 

produk peraturan dan perundang-undangan yang mampu menutup celah perbuatan 

ilegal dan amoral penting untuk dibuat. 

Demikian penyajian disertasi ini secara lengkap dari bab 1 hingga bab 5. 

Semoga penelitian disertasi ini bermanfaat dan menjadi tonggak yang secara 

kebaruan meneliti tentang pengaruh politik lokal karena selama ini belum ada 

penelitian mengangkat  isu pengaruh politik lokal pada sektor pendidikan.
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